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ABSTRACT 

THE IMPLEMENTATION OF THE INTEGRATED ADMINISTRATIVE 
SERVICE OF THE SUBDISTRICT IN THE EAST T ANJUNG P ALAS 

SUBDISTRICT OF BULUNGAN REGENCY 

Mahmuddin 
e!fatih t{Q),vahoo.com 

Graduate Program Universitas Terbuka 

This study eksplore the implementation of public service policies undertaken by 
local governments through delegation of authority from the Regent (Bupati) to the 
Subdistrict Head (Camat) based on the Minister of Home Affairs Regulation 
Number 4 of 2010 on Integrated Administrative Service of the Subdistrict 
(PATEN). The purpose of this research is the first, to elaborate the 
implementation of the PATEN in the East Tanjung Palas Subdistrict; the second, 
to understand the factors driving and impeding the implementation of the 
PATENT policies and strategies undertaken to optimize the PATEN programme 
in the East Tanjung PaJas Subdistrict. This study uses qualitative methods, with 
informants of five respondents and using Miles and Huberman of data analysis. 
While the theory used as a guide in this research is Edward III theory by looking 
at communication, resources, disposition, and bureaucracy structure as factors that 
play a role in policy implementation. From the research, it has resulted some 
important finding that in principle the implementation ofthe PATEN policy in the 
East Tanjung Palas Subdistrict from four factors that play a role, showed the 
variation of ability between each other is different, two working factors succeed, 
one factor run well and optimally and one factor less successful. Factor of 
communication and resources have been running well enough, disposition factor 
has been run and managed well while bureaucracy structure factor has not run 
optimally. There are several factors driving and impeding the implementation of 
the PATEN policy. The driving factor is the mandate of the Minister of Home 
Affairs Number 4 of 2010 that the regency/cities government throughout 
Indonesia is obliged to implement the PATEN no later than five years after the 
regulation of the Minister of Home Affairs is issued, another factor is to reach and 
bring the services to the community especially geographically far from the capital 
district, the next factor is to optimize the role of sub-district to service to the 
community. In the other hand, inhibiting factors such as lack of socialization 
make the implementation ofthe PATEN runs less than the maximum, the quantity 
and quality of human resources is not adequate, financial support and facilities 
and infrastructure are not adequate and the commitment of local governments are 
still low especially against financial support. Moreover, the PATEN service 
mechanism that is not in accordance with the service standard. The Standard 
Operating Procedure (SOP) that serve as guidelines in the service are not yet 
available and the organizational structure of the PATEN officers is still integrated 
with the structure of the Subdistrict organization. Therefore, in order to optimize 
the implementation of effective the PATEN service policy, the strategies are 
intensive socialization, adequate facilities and infrastructure, quality and quantity 
of apparatus, clarity about service mechanism and organizational structure of the 
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PATEN officers and high support and commitment from the district government 
especially on strengthening from the budget side. 

Keywords: Policy Implementation, PATEN, Delegation of authority 
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ABSTRAK 

IMPLEMENT AS! KEBIJAKAN PELA Y ANAN ADMINISTRASI 
TERPADU KECAMATAN DI KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR 

KABUPATENBULUNGAN 

Mahmuddin 
elfatih f@vahoo.com 

Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 

Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan pelayanan publik yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pendelegasian kewenangan dari Bupati 
kepada Camat yang didasari oleh Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang 
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Tujuan penelitian ini 

adalah untuk menganalisis implementasi Pelayanan administrasi Terpadu 
kecamatan di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Faktor pendorong dan 
penghambat implementasi kebijakan PATEN serta strategi/upaya-upaya yang 

dilakukan untuk mengoptimalkan program PATEN di Kecamatan Tanjung Palas 
Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif , dengan informan sebanyak 

5 (lima) orang dan menggunakan anlisa data miles dan Huberman. Sedangkan 
teori yang digunakan sebagai pedoman dalam peneltian ini adalah teori Edward 

Ill dengan melihat komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi 
sebagai faktor yang berperan dalam implementasi kebijakan. Dari penelitian yang 
dilakukan menghasilkan beberapa temuan penting yaitu bahwa pada prinsipnya 
impelementasi kebijakan PATEN di Kecamatan Tanjung Palas Timur dari 4 

faktor yang berperan, menujukkan variasi kemampuan antara satu dengan yang 
lain berbeda, 2 (dua) faktor berjalan cukup berhasil, I (satu) faktor berjalan 

dengan baik dan optimal dan 1 (satu) faktor kurang berhasil. Faktor komunikasi 
dan sumber daya sudah berjalan cukup baik, faktor disposisi sudah berjalan dan 
berhasil dengan baik sedangkan faktor struktur birokrasi belum berjalan dengan 

optimal. Terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat implementasi 
kebijakan PATEN. Faktor pendorong antara lain adalah amanat Permendagri 

Nom or 4 Tahun 2010 bahwa pemerintah Kabupaten Kota diseluruh Indonesia 

wajib melaksanakan PATEN paling lambat 5 (lima) tahun setelah Permendagri 
tersebut diterbitkan, untuk menjangkau dan mendekatkan pelayanan kepada 
masyarakat, dan mengoptimlakan peran kecamatan terhadap pelayanan kepada 

masyarakat. Adapun faktor penghambat antara lain kurangnya sos ialisasi, 

kuantitas dan kualitas SDM yang belum memadai , dukungan finansial serta 
sarana dan prasarana yang belum memadai serta komitmen pemerintah daerah 
yang masih rendah khsusunya terhadap dukungan finansial, mekanisme pelayanan 
PATEN yang belum sesuai dengan Standar pelayanan, SOP belum dibuat dan 

struktur organisasi petugas PATEN belum tersedia. Oleh karena itu guna 
mengoptimalkan implementasi kebijakan pelayanan PATEN yang efektif, 
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startegi/upaya yang dilakukan adalah sosialisasi yang intensif, peningkatan sarana 

dan prasarana yang memadai, peningkatan kualitas dan kuantitas Aparatur, 
kejelasan tentang mekanisme pelayanan dan struktur organisasi petugas PATEN 
serta dukungan dan komitmen yang tinggi dari pemerintah Kabupaten khususnya 
pada penguatan dari sisi anggaran. 

Kata kunci: lmplementasi Kebijakan, PATEN, Pendelegasian kewenangan. 
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BABIV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

1. Gambaran Umom Kecamatan Tanjong Palas Timor 

a. Kondisi Geografis 

Kecamatan Tanjung Palas Timur merupakan salah satu kecamatan di 

wilayah Kabupaten Bulungan yang dibentuk pada tahun 2002 basil pemekaran 
'i 

dari Kecamatan Tanjung Palas. Luas wilayahnya ± 677,77 Km2
• Jarak kantor 

kecamatan deng~n ibu kota kabupaten sejauh ±85 Km. Batas wilayah Kecamatan 

Tanjung Palas Timur, sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulawesi, sebelah 

barat dengan Kecamatan Tanjung Selor, sebelah utara Laut Sulawesi, sebelah 

selatan Kabupaten Berau. 

Gambar3 

Peta Wilayah Kecamatan Tanjung Palas Timor 

, I 
I 

• ! 
i 

, I 

I 
I 

l.'l!!ltoYU;I!U<,I 

, I 

I 

': 
'' I 

I 
I 
I 
' 

I I 
~~PPCil 

I 
I • 

43685.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



I 

I 
. I 

I 
I 

. I 

57 

Somber: Buku Monografi Kabupaten Bulungan Tahun 2016 

Kecamatan Tanjung Palas Timur berada pada ketinggian 0 s/d 500 m dpt, 

dengan suhu antara 30,5 - 35,5 °C. ini menunjukkan bahwa kecamatan Tanjung 

Palas Timur berada pada suhu sedang dan cenderung panas. 

Cakupan wilayah Kecamatan Tanjung Palas Timur terdiri atas 8 (de Iapan) 

desa meliputi: 

1. Desa Tana Kuning 

2. Desa Mangkupadi 

3. Desa Sajau 

4. Desa Wonomulyo 

5. Desa Tanjung Agung 

6. Desa Binai 

7. Desa Pura Sajau 

8 . Desa Sajau Hilir 

b. Kondisi Demografi 

Penduduk Kecamatan Tanjung Palas Timur dihuni oleh berbagai macam 

suku yakni suku Bugis, Jawa,Dayak, Bulungan dan Tidung. Berdasarkan basil 

sensus tahun tahun 2016, penduduk Kecamatan Tanjung Palas Timur sebanyak 

10.589 jiwa dengan 2.492 Kepala Keluarga. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 

5.897 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 4.692 jiwa dengan kepadatan 

penduduk 15,62 jiwa/Km2. 

Adapun jumlah dan persebaran penduduk perdesa dapat dilihat dalam tabel 

dibawah ini: 
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Tabel3 

JUMLAH PENDUK KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR PERDESA 

JENIS KELAMIN 

NO NAMADESA JUMLAH 

:LAKI-LAKI PEREMPUAN 

I DESA TANA KUNING 1.034 864 1.898 

2 DESA MANGKUP ADI 1.002 812 1.834 

3 DESASAJAU 634 529 1.163 

4 DESA WONOMULYO 662 513 1.175 

5 DESA TANJUNG AGUNG 510 394 904 

6 DESABINAI 229 548 847 

7 DESA PURA SAJAU 579 422 1.001 

8 DESA SAJAU HILIR 744 610 1.354 

i 
JUMLAH TOTAL 10.589 I 

'! 

Somber: MoriografiKab. B~lunganTahun 2016 

c. Kondisi Pemerintahan 

Kecamatan Tanjung Palas Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bulungan Nomor.13. Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan 

Tanjung Palas Barat, Tanjung Palas Utara, Tanjung Palas Timur, Tanjung Selor, 

Tanjung Palas Tengah, Sesayap Hilir, Tana Lia dan Kecamatan Peso Hilir dalam 

Wilayah Kabupaten Bulungan . Visi kecamatan ini adalah " Mewujudkan 

Pelayanan Prima dan Pembangunan Wilayah yang terkoordinasi, terarah dan 

terintegrasi dengan Pemberdayaan Jttlasyarakat " 

Visi tersebut mengandung makna adanya tujuan untuk mewujudkan 

Kecamatan Tanjung Palas Timur agar berkembang secara berkelanjutan 

(sustainable) dan mendukung visi Kabupaten Bulungan yaitu Mewujudkan 
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Wilayah Agroindustri Utama Yang berwawasanan Lingkungan, Menuju 

Masyarakat Kabupaten Bulungan Yang semakin Berkualitas, Adil dan 

Sejahtera. 

Sejalan dengan visi tersebut, misi yang dijalankan oleh Kecamatan 

Tanjung Palas Timur terdiri atas: 

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program-program 

pembangunan 

2. Meningkatkan sistem perencanaan pembangunan 

3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada aparat 

pemerintahan kecamatan 

4. Meningkatkan kulaitas pelayanan melalui pemenuhan sarana dan fasilitas 

kerja yang menujang 

5. Menjalin kerjasama yang baik dengan aparat antar instansi , lintas sektoral 

maupun aparat pemerintahan desa 

6. Meningkatkan disiplin pegawai yang diikuti dengan pengenaan reword dan 

punishment 

Kecamatan Tanjung Palas Timur dipimpin oleh Bapak Mansyur Ismail, 

S.STP yang menjabat sejak tanggal 6 Agustus Tahun 2014. Camat Tanjung Palas 

Timur dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 2 (dua) Kepala Sub bagian, yaitu 

Kasubbag Program dan Keuangan d~m Kasubbag Umum dan Kepegawaian, dan 4 

(em pat) orang Kepala Seksi yaitu Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban, 

Kepala Seksi Pemberdyaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan, Kepala Seksi 

Pendapatan, Kekayaaan dan Kesejahteraan Sosial dan Kepala Seksi Pelayanan 
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Umum serta beberapa orang staf pegawai dan tenaga honorer. Untuk 

selengkapnya data pegawai dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel4 

DAFTAR PEGA WAI NEGERI SJPIL PADA KANTOR KECAMATAN T ANJUNG 
PALAS TIMUR KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2017 

NAMA PEGA WAI NIP 
PANGKAT 

JABATAN 
GOL/RUANG 

2 3 4 5 

MANSYUR ISMAIL, S.STP 197506161997031005 PEMBINAIIV.A CAMAT 

ASRORI, S.IP 196801031998031004 PENATA TK.IIIII.D SEKRETARIS CAMAT 

TAHANG 196212311993101003 PENA T AIIII.C KASIPMD 

ABDUL RAUF, S.SOS 198304142002121003 PENATNIII.C KASIKESOS 

MUHITURRUSYDA, SE .196796982008011015 PENATAMUDA KASIPEM & TRAMTIB 
TK.IIlii.B 

HAIRIL AF ARI H, S.SOS 198512062010011007 PENATAMUDA KASI PELA Y ANAN 
TK.IIIII.B 

M. ASPIAN NUR, S.E 197507181996031005 PENATAN MUDA KASUBBAG PROG & 
TK.l!III.B KEUANGAN 

MUHAMMAD NASIR, SE 197309102003121007 PENATAMUDA KASUBBAG UMUM & 
TK.IIlli.B KEPEGA WAIAN 

TRI RUBUANTO, S.PD 199008192015031001 PENATA PELAKSANA 
MUDAIIII.A 

HJ. MARDIANA, A.MD 197504092008012020 PENATA PELAKSANA 
MUD A/III .A 

HJ. SRI MEGAWATI 198412242007012002 PENGATURIIIC PELAKSANA 

MULYADI 198302142010011001 PENGATUR PELAKSANA 
MUDA TK.IIII.B 

KARMAN 197808282007011024 JURU/IC PELAKSANA 

Somber: Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Tanjung Palas Timur 
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Gambar 4 

BAGAN STRUKTUR KANTOR KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR 
BERDASARKAN PERAUTURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 60 TAHUN 2016 

CAMAT 

MANSYUR ISMAIL2 S.STP 
PEMBINA I IVa 

NIP. 19750616 199703 I 005 

! 
SEKRETARIS 

1 
ASRORI2 S.SIP 

KELOMPOK JABAT AN PENATA TK.I I IIId 

FUNGSIONAL NIP. 19680103 199303 1 

! 
! ! 

KEP ALA SUB BAGIAN KEPALA SUB BAGJAN 
l>ERENCANAAN DAN KEUANGAN UMUM DAN KEPEGAWAJAN 

M. ASPIAN NUR. SE MUHAMMAD NAS!B. SE 
PENATA MUDA TK.I I Tllb PENAT A MUDA /Ilia 
NIP. 19750718 199603 I 005 NIP. 19730910200312 I 007 

! ! 
KEPALA SEKSI KEPALASEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI 

PEMERINTAHAN, PEMBERDAY AAN SOSIAL, EKONOMI DAN PELAYANANUMUM 
KETENTRAMAN DAN MASY ARAKAT DESAI KESEIAHTERAAN RAKY AT 

KETERTIBAN KELURAHAN 
I ABDVL RAUF, S.Sos HAIRIL AFARI HASANVDDIN, S.Sos 

MUillT!,!RRVSYD!, SE TAHANG PENATAIIllc PENATA MUDA TKI I Illb 
PENATAMUDA YKI/Jllb PENATA llllc NIP. 19830414 200212 I 003 NIP. 19851206 201001 I 007 
NIP. 19670608 200801 I 015 NIP. 19621231 199310 I 003 

I I I KELURAHAN I DESA 
I 

Somber: Subbag Umum dan Kepegawaian Kantor Camat Tanjung Palas Timur 

d.· Kondisi Sosial Ekonomi 

Kegiatan sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Tanjung Palas Timur 

didominasi oleh dua golongan mata pencaharian yaitu petani/pekebun dan 
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nelayan. Sebahagian karyawan swasta, PNS dan buruh tani. Secara rinci dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel5 

Komposisi Penduduk Kecamatan Tanjung Palas Timor 

Menurut Mata Pencabarian 

NO PEKERJAAN JUMLAH PROSENTASE 

1 2 3 4 

1 PNS/TNIIPOLRI 151 1,42 

2 Karyawan swasta 472 4,45 

3 Wiraswasta 343 3,23 

4 Petani!Pekebun 2.122 20,03 

5 Buruh tani 449 4,24 

6 Pensiunan 31 0,29 

7 Nelayan 560 5,28 

8 Transportasi 12 0,11 

Somber: Buku Monografi Kabupaten Bulungan Tahun 2016 

e. Kondisi Sarana Perekonomian 

. I 
Guna menujang perekonomian masyarakat, terdapat berberapa sarana 

perekonomian yang digunakan untrik beraktivitas antara lain Koperasi sebanyak 

I 
20 unit, 18 unit koperasi yang aktif dan 2 unit yang tidak aktif. Disamping itu 

'I I 

terdapat 2 buah pasai" dan 1 bank untuk bertransaksi. 

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Paten 

Salah satu upaya perbaikan pelayanan publik di kecamatan dilakukan 

melalui penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan. Dalam Peraturan 
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Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan 

Adminidtrasi Terpadu Kecamatan, Yang dimaksud dengan Pelayanan Adinistrasi 

Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah penyelenggaraan Pelayanan publik di 

kecamatan dari tahap pemohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dalam satu 

tempat. Satu tempat disini maksudnya satu loket/meja saja dengan mengarahkan 

masyarakat untuk berhubungan dengan petugas loket/meja saja. Ketika warga 

masyarakat datang ke kantor kecamatan untuk melakukan pengurusan pelayanan 

admnistrasi, tidak perlu lagi mendatangi setiap petugas yang berkepentingan 

seperti yang terjadi selama ini. Warga cukup menyerahkan berkas ke petugas 

meja/loket pelyanan, duduk menunggu sejenak, kemudian dipanggil untuk 

. menerima dokumen yang sudah selesai. Setelah itu melakukan pembayaran (hila 

ada tarif yang harus dibayar). Pembayaran biaya pelayanan pun dilakukan dan 

dicatat secara transparan. Warga tidak lagi harus terbebani dengan pertanyaan 

apakah uang yang .. dibayarkan akan sampai kepada kas daerah atau hilang 

dipe~jalanan, karena semuanya tercatat dan dilaporkan. 

Selain itu, persyaratan untuk memperoleh pelayanan, besamya biaya dan 

waktu untuk memproses pun ada ketentuannya dan diumumkan kepada 

masyarakat. Jika pelayanan yang diberikan petugas tidak sesuai dengan 

ketentuan, warga dapat mengadukan kepada pengambil kebijakan diatasnya. 

Dengan gambaran tersebut diatas, maka jelas ada perbedaan anatara pelayanan 

konvensional dengan pelayanan administrasi terpadu di kecamatan. Secara rinci 

perbedaan itu dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel6 

PERBEDAAN PELAY ANAN KONVENSIAONAL DAN PELAYANAN 
ADMINISTRASI TERP ADU KECAMATAN (PATEN) 

64 

NO ASPEK PELAYANAN 
KONVENSIONAL 

PELAYANAN PATEN 
PERBEDAAN 

I. Fisik Terdiri dari beberapa meja i. 
yang saling terpisah 

Loket/meja yang 
difungsikan khusus 
untuk pelayanan yang 
terdiri dari dua bagian 
yang berhubungan 
langsung dengan 
warga yaitu : 
a. Bagian penenma 

berkas 
b. Bagian penyerahan 

dokumen basil 
2. Proses 1. Warga membawa hetkas 1. Warga cukup 

persyaratan dan. menemui menyerahkan berkas 
secara I~nigsung . pejab~i persyaratan melalui 
yang berhubungan denga loket/meja pelayanan 
urusannya, yaitu kepala menunggu diruang 
Seksi, Sekcam dan Camat tunggu dan menerima 

2. Bila pejabat tersebut dokumen basil 
tidak hadir, warga harus 2. Ada pendelegasian 
keinbali pada lain hari kewenangan, sehingga 

3. Bila tidak tau ·proses ketidak hadiran 
pengurusannya, warga seoarang pejabat dapat 
hams bertanya kesana dilimpahkan kepada 
kemari sehingga petugas yang ditunjuk 
memperlambat 3. Alur prosesnya 
penyelesaian pelayanan dilampirkan secara 

jelas dan trasparan 

3. Sumber Daya Tidak ada pengembangan I. Ada petugas khusus 
Manusia tugas dalam membeiikan yang melayani warga 

pelayanan, · sehingga 2. Setiap pegawai 
berpotensi · teljadinya memiliki peran yang , 
tumpang tindih tugas antar jelas dalam melayani 
pegawai dan cenderung tidak warga 
efisien 3. Meningkatka kinerja 

pegawai yang ada 
4. Ketersediaan I. Tidak ada informasi I. Tersedia informasi 

informasi mengenai persyaratan, 
biaya dan waktu sehingga 
warga cenderung 
mengeluarkan biaya lebih 

mengenai jenis 
pelayanan, waktu, 
biaya dan prosedur 
untuk memproleh 
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5. Database 

6. Partisipasi 
warga 

besar dengan harapan 
cepat selesai 

2. Infonnasi biasanya 
disampaikan langsung 
oleh pegawai kecamatan 
kepada warga yang sedang 
mengurus peiayanan 

3. Camat sulit mengontrol 
biaya pelayananyang 
diterima pegawainya 

4. Dapat menjebak camat 
denag tuduhan pungutan 
liar 

Tidak ada sistem database 
mengenai pelaayanan 

1. Tidak ada partisipasi · 
warga 

2. Warga hanya menerima 
pelayanan publik apa 
adanya 

65 

pelayanan 
2. Ada sosialisasi 

penyelenggaraan 
pelayanan publik 

3. Penerimaan biaya 
pelayanan dapat 
dipantau secara 
langsung karena 
pembayaran dicatat 
secara trnasparan dan 
akuntabel 

4. Memberikan kepastian 
kepada camat dalam 
menjalankan pelayanan 
publik 

Dilengkapi dengan 
database pelayanan yang 
dikelola secara siistematis 
dan diperbaharui terns 
menerus 
1 .. Warga 

mengakses 
pelayanan, 
lebih 

dapat 
informasi 
sehingga 

mudah 
memberikan masukan 
untuk perbaikan 

2. Warga dapat 
menyampaikan 
pengaduan hila 
pelayanan yang 
diteriamnya tidak 
sesuai dengan 
ketentuan yang telah 
ditentukan 

Sumber : Buku Panduan Pelayanan Adminsitrasi Terpadu Kecamatan 
. Inovasi Manajemen Pelayanan di Kecamatan (2008) . 

Adapun maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan kecamatan 

sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi 

kantorlbadan pelayanan terpadu di kabupaten/kota bagi kecamatan yang secara 

kondisi geografis daerah akan lebih efektif dan efisien jika dilayani melalui 

kecamatan. Sedangkan · tujuan diselenggarakan PATEN adalah untuk 
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meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendekatkan pelayanan kepada 

masyarakat. Kualitas pelayanan ini dapat dilihat dari aspek efeisiensi waktu. 

Melalui PATEN masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih cepat, jelas 

dan terukur. Tujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat maksudnya 

masyarakat dapat menerima peayanan publik yang lebih dekat secara jarak 

amaupun waktu. Sebab dibandingkan dengan ibu kota kabupaten tentunya 

masyarakat lebih memilih untuk berurusan dikecamatan karena lebih dekat dan 

relatif mudah dijangkau. 

Untuk mendukung pelayanan PATEN sebagai simpul kantorlbadan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu {PTSP), diperlukan koordinasi yang baik antara 

kecamatan dengan kantor/badan PTSP. Untuk itu, adanya pelimpahan 

kewenangan oleh Bupati kepada camat terkait dengan kewenangan terkait dengan 

perizinan dan nonperizinan merupakan syarat yang harus dipenuhi. Kewenangan 

yang dilimpahkan ke camat tersebut sesuai sakaia dan kriteria kecamatan yang 

selama ini dijalankan oleh lembaga di tingkat kabupaten~ 

Berdasarkan Permendagri Nomor 4 tahun 2010 tentang pedoman 

Pelayanan Adminsitrasi Terpadu Kecamatan, untuk menyelenggarakan PATEN, 

terdapat tiga persayaratan yang harus dipenuhi yaitu syarat substantif, syarat 

adminsiratif dan syarat teknis. Berkenaan dengan persayaratan tersebut, untuk 

menyelenggarakan PATEN harus melalui beberapa tahapan yaitu: 

1. Tahapan pemenuhan syarat substantifyang terdiri atas: 

a. Bupati/Walikota menetapkan Tim Teknis PATEN melalui Peraturan 

Bupati/ Peraturan Walikota 
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b. Tim teknis rnenginventarisir dan rnernilah-rnilah kewenangan yang dapat 

dilirnpahkan kepada camat dan rnenyiapkan rancangan kebijakan tentang 
I 

'i 
I pelimpahan sebaggian kewenangan kepada camat. 

c. Bupati/Walikota menerbitkan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota tentang 

pelimpahan sebagian kewenangan kepada camat. 

2. Tahapan pemenuhan syarat teknis. Pada tahapan ini tim teknis mendata 

sarana, parasarana kantor kecamatan, jumlah dan kualitas personil kecamatan 

kemudian melakukan upayauntuk melengkapi kebutuhan kecamatan. 

3. Tahapan pemenuhan syarat Adminsitratif, melalui: 

i ' 
a. Penyusnan visi, misj <ian motto pelayanan 

b. Penerbitan peraturan bupatilwalikota tentang uaraian tugas kecamatan 

c. Penerbitan peraturan bupati/walikota tentang standar pelayanan 

4. Penetapan kecamatan sebagai penyelenggara PATEN yang ditetapkan melalui 

'I 

I 
Keputusan Bupati!Wallikota 

5. Persemian dan sosialisasi kecamatan sebagai penyelenggara PATEN 

6. Penerapan PATEN di kecamatan 

7. Pembinaan dan pengawasan PATEN 

I' 
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Pemenuhan Syarat 
Substantif 

Bupati/Walikota 
menetapkan Tim Teknis 

PATEN melalui 
Perbup/Wali 

Tim Teknis 
menginventarisasi dan 

memilab-milah 
kewenangan yang dapat 
dilimpabkan ke Carnal 

Tim Teknis Menyiapkan 
rancangan kebijakan 
tentang pelimpahan 

kewenangan ke Carnal 

Bupati!Walikota 
menerbitkan Perbu/Wali 

tentang Pelimpaban 
Sebagian Kewenangan ke 

Camat 

Gambar5 

LANGKAH- LANGKAH MEWUJUDKAN PATEN 

-

~ 

1-

I+-

Pemenuhan SyaraJ 
Teknis 

Tim Teknis mendata sarana 
prasarana kantor kecamatan, 
jumlab dan l-:ualitas personil 
kecamatan dan melakukan 
upaya untuk melengkapi 

kebutuhan kecamatan 

Tim Teknis memastikan 
sarana prasarana dan personil 

kecamatan niemadai untuk 
menyelenggarakan PATEN 

T 
Carnal mengajukan 

permohonan disertai data 
sarana, prasarana, dan 

pelaksanaan teknis PATEN 
disertai berita acara komitmen 

kecamatan untuk 
menyelenggarakan PATEN 

Rapat pembentukan komitmen 
personil kecamatan 

Inventarisasi sarana, 
prasarana, dan personil 

pelaksana teknis PATEN 

-

~ 

I--

I--

1+-
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Pemenuhan Syarat 
Teknis 

Penyusunan Visi, Misi, dan 
Motto Pelayanan 

! 
Penerbitan Perbup/Wali 
tentang Uraian Tugas 

Kecamatan (bila sebelmnnya 
tidakada) 

~ 
Pengefektifan Tupoksi 

Personil Kecamatan 

~ 
Penyusunan Standar 

Pelayanan 

T 
Penerbitan Perbup/Wali 

tentang Standar Pelayanan 

! 
Pengefektifan Komitmen 

Personil Kecamatan 
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Penenpan PATEN di 
Kea~matan 

Pembinaan dan Pengawasan 
PATEN 

Peningkatan Kapasitas 
a. Lokakazya Etika Pelayanan 
b. Pelatihan Prosedur PTSP 
c. Bimbingan Teknis, Studi 

Banding, dll 

Konsultasi 

Monitoring dan Evaluasi 

Pelaporan 

Peresmian dan Sosialisasi 
Kecamatan sebagai 

Penyelenggara PATEN 

Sumber: Kepmendagri Nomor 138-270 Tahun 2010 

Ruang lingkup PATEN terdiri atas dua bidang yaitu : 

1. Pelayanan Bidang perizinan 

2. Pelayanari Bidang Non Prizinan 
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Penetapan Kecamatan sebagai 
Penyelenggara PATEN 

Tim Teknis melakukan 
penilaian kecamatan yang 
Ielah memnuhi tiga syarat 

PATEN 

-1 
Tim Teknis menyusun 

rnncangan Kepbup/Wali 
tentang penetapan Kecamatan 

sebagai Penyelenggara 
PATEN 

~ 
Bupati/Walikota menerbitkan 

Kepbup/Wali tentang 
penetapan Kecamatan sebagai 

Penyelenggara PATEN 

Maksud penyelenggaran PATEN adalah mewujudkan kecamatan sebagai 

pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantorlbadan 

pelayanan terpadu di kabupaten/kota. Sedangkan tujuan penyelenggaraan PATEN 

adalah untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada 

masyrakat. 

Kecamatan sebagai penyelengara PATEN harus memenuhi syarat: 

a. Substantif 
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b. Administratif 

c. Teknis. 

Syarat substantif adalah, pendelegasian sebahagian kewenangan 

bupatilwalikota kepada camat. Pendelegasian tersebut meliputi bidang perizinan 

dan non perizinan. Pendelegasian kewenangan ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati!Walikota. Dalam hal pendelegasian sebahagian kewenangan 

bupati/walikota perlu memperhatikan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan 

pelayanan. 

Syarat administratif adalah meliputi standar pelayanan dan uraian tugas 

personil kecamatan. Standar. pelayanan meliputi: 

a. Jenis pelayanan 

b. Persyaratan pelayanan 

c. Proses/prosedur pelayanan 

d. Pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelayanan 

e. Waktu pelayanan dan 

f. Biaya pelayanan 

Standar pelayanan dan uraian tugas personil kecamatan ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati/W alikota. 

Adapun persyaratan teknis penyelenggaran PATEN meliputi sarana 

prasarana dan pelaksaria telrnis. Sarana prasarana terdiri atas: 

a. Loket meja pendaftaran 

b. Tempat pemrosesan berkas 

c. Tempat pembayaran 

d. Tempat penyerahan dokumen 
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e. Tempat pengolahan data dan infonnasi 

f. Tempat penanganan pengaduan 

g. Tempat piket 

h. Ruang tunggu 

i. Perangkat pendukung lainnya 

Untuk pelaksana teknis penyelenggaraan PATEN meliputi: 

a. Perugas informasi 

b. Petugas loket/penerima berkas 

c. Petugas operator computer 

d. Petugas pemegang kas dan 

e. Petugas lain sesuai kebutuhan. 

Terkait dengan pejabat penyelenggara PATEN terdiri atas Camat, 

sekretaris camat dan Kepala Seksi yang membidangi pelayanan adminsitrasi. 

Dalam penyelenggaraan PATEN, Camat mempunyai tugas: 

a. Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan penylenggaraan PATEN 

b. Menyiapkan rencana anggaran dan biaya 

c. Menetapkan pelaksana teknis 

d. Mempertanggungjawabkan kinerja PATEN kepada Bupati/Walikota melalui 

Sekretaris Daerah 

Sedangkan Sekretaris Kecamatan mempunya tugas: 

a. Melakukan penatausahaan adminsitrasi PATEN 

b. Penanggungjawab kesekretariatan/ketatausahaan penyelenggaraan PATEN 

c. Bertanggungjawab kepada camat. 
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Adapun Kepala Seksi yang membidangi pelayanan adminsitrasi 

mempunyai tugas: 

a. Melaksanakan teknis pelayanan 

b. Bertanggungjawab kepada Camat 

Dalarn penyelenggaraan PATEN, Bupati!Walikota melakukan pembinaan 

dan pengawasan yang didelegasikan kepada Tim Teknis PATEN. Pembinaan dan 

pengawasan mencakup: 

a. Penyelenggaraan sebahagaian wewenang bupati!walikota yang dilimpahkan 

b. Penyelnggaraan pelayanan yang pasti, mudah, cepat, transparan dan akuntael 

c. Penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada camat. 

3. Gambaran Umum, pelaksanaan PATEN di Kecamatan Tanjung Palas 

Timur 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 

tentang Pedoman 'Pelayanan Adminsitrasi Terpadu Kecamatan, Pemerintah 

Kabupaten Bulungan melakukan berbagai upaya untuk mengimplementasikan 

kebijakan tersebut pada 10 (sepuluh) kecamatan terrnasuk Kecamatan Tanjung 

Palas Timur. 

Untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten 

Bulungan rnenerbitkan Peraturan Bupati Bulungan nomor 31 tahun 2013 tentang 

Pendelegasian sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Bupati 

kepada Camat sebagai dasar pelaksanaan PATEN di Kabupaten Bulungan. 

Pendelegasian kewenangan tersebut bertujuan: 

1. Memeperjelas dan mempertegas posisi camat dalam rnenjalankan tugas dan 

fungsinya. 
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2. Mempercepat pengambilan keputusan berkaitan dengan kepentingan dan 

kebutuhan masyarakat setemmpat 

3. Mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat 

4. Melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien. 

Kewenangan yang didelegasikan terdiri atas pelayanan perizinan dan 

pelayanan non perizinan. Pelayanan perizinan meliputi Surat Izin Tempat Usaha 

(SITU) skala kecil dengan luasan :S 100M2 dan tidak memerlukan kajian teknis. 

Surat izin tempat usaha tersebut dikecualikan untuk izin penjualan BBM, izin 

perdagangan kayu jadi dan izin peredaran minuman beralkohol. Untuk 

permohonan SITU yang memerlukan kajian teknis, camat harus berkoordinasi 

dengan instansi terkait dan melimpahkan kewenangan tersebut Badan Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu. (BPMPT). Sedangkan Pelayanan non perizinan 

meliputi: 

1. Surat Keterangan Kurang Mampu 

2. Surat Keterangan Pindah Dalam Kabupaten 

3. Surat Keterangan Domisili 

4. Surat Keterangan Kematian 

5. Surat Keterangan Ahli Waris 

6. Keterangan Kuas Ahli Waris 

7. Surat Pengantar Dispensasi untuk Menikah 

8. Surat Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga 

9. . Surat Keterangan Pindah Antar Kabupaten 

10. Surat Pengantar Akte Kematian 

11. Surat Rekomendasi Keramaian 
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12. Surat Rekomendasi IMB. 

Untuk menyelenggarakan kewenangan tersebut, Pemerintah Kabupaten 

Bulungan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar 

Pelayanan Adminsitrasi Terpadu Kecamatan Perizinan dan Non Perizinan di 

Kecamatan Se Kabupaten Bulungan. Penetapan Standar .pelayanan perizinan dan 

non perizinan tersebut dimaksudkan sebagai pedoman baik kepada objek maupun 

subyek pelayanan, sehingga dalam melaksanakan pelayanan dapat lebih cepat, 

tepat waktu, mudah dantransp3nllt~S~hrlnitriJu.g~ dimaksudkan untuk menjamin 
. · .. · ·:·-···.·: :-. ·:·-:_-.-.:-;., ... 

adanya kepastian hukum haw penerlrtta :pei~yruian \llltuk melakukan pengawasan 

terhadap akuntabilitas .apaljtrir ~n)etliitah.4al~lrlineittbet:ikan pelayanan. 

Disamping Pe11etapanStan(JM Pelayanati PATEN, J;>emerintah Kabupaten 
- . . . . - . . . . . . -

Bulungan juga menetap~au Perli~Tiin Bup~ti ]3ulU11gan Nomor 33 Tahun 2013 

tentang Uraian Tugas Pel~ttn:an J>~l.ayaniu,t ~d~ihistntsi Terpadu Kecamatan di 

Kabupaten Bulungatt Berd~:tsarkan p:eratuta,n, ij}i>peja1Jat- penyeelnggara PATEN 

terdiri atas: 

1. Camat 

2. Sekretaris Kecamatan 

3. Kepala Seksi 

Camat selaku pejabat penyelenggara. J>A TEN bertugas: 

.· l. . Memimpin, menio~~chnasilqm dan m~ngeridali.kan penyelenggaraan PATEN 

2. Menyiapkan rencana anggara11 dan biaya 

3. Menetapkan pelaksana teknis 

Selanjutnya Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas: 

1. Melakukan penatausahaan administrasi PATEN 
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2. Mengoreksi dan memaraf surat selanjutnya diserahkan ke Camat untuk 

ditandatangani 

3. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris camat bertanggung jawab kepada 

camat 

Kepala Seksi yang membidangi pelayanan mempunyai tugas: 

1. Melaksanakan teknis pelayanan 

2. Mempelajari berkas dan melakukan validasi selanjutnya diiserahkan ke 

operator computer untuk diketiik 

3. Mengoreksi dan memaraf surat selanjutnya diserahkan ke Sekretaris 

Kecamatan. 

4. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi bertanggung jawab kepada 

Cam at 

Dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 33 Tahun 2013 juga diatur 

tentang Pelaksana Teknis PATEN meliputi: 

1. Petugas informasi 

2. Petugas loket/penerima berkas 

3. Petugas operator computer 

4. Petugas pemegang kas 

5. Petugas lapangan 

6, · Petugas lain sesuai kebutuhan 

Petugas informasi mempunyai tugas: 

1. Menayapa warga dan memberikan informasi kepada warga masyarakat 

2. Meminta wrga mengi buku tamu 

I I 

! 

43685.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



I. 

76 

3. Mengarahkan wrga masyarakat yang kakan mebgurus surat dipersilahkan ke 

loket/meja pendaftrann 
' , I 

I 
I 4. Melayani dan atau mengarahkan warga masyarakat yang akan bertemu Camat, 

Sekcam atau pegawai lainnya untuk konsultasi khusus, maka diantarkan ke 

ruang/meja yang bersangkutan dan apabila yang bersangkutan tidak ada dii 

tempatatau sibuk, dipersilahkan menunggu di ruang tunggu. 

5. Membawa surat yang telah diproses diloket/meja pelayanan untuk diparaf oleh 

Kepala Seksi dan Sekcam serta memba\Va ke Camat untuk ditandatangani dan 

setelah selesai semua dikembalikan ke loket/meja pelayanan 

i 6. Memperbaharui semua info~asi pada pap~n infoi:masi 
I 

:I Selanjutnya Petugas Loket/Penerima Berkas bertugas: 
I 

I, 

1. Menyapa warga dan memeriksa berkas persy(lratan pelayanan yang diajukan 

masyarakat 

2. Memberikan penjelasan kepada warga masyarakat ·. apabila ada berkas yang 

belum lengkap 

3. Menyerahkan basil pengurusan ke warga apabila telah selesai 

4. Mengagendakan surat masuk dan keluar 

5. Menyusun berkas surat masuk dan keluar pada rileja/loket pembayaran 

I 
, I 6. Bertanggungjawab terhadap arsip PATEN 

i 
l 
I 

'I . Kemudiah uraian togas Petugas Operator Komputer adalah: 
'I 
i 

'i 1. Memasukkan/melakukan input data warga masyarakat pengguna pelayanan 
I 

'' i danjenis pelayanan yang dimohon 
'' I 

I 2. Mencetak surat yang dimohonkan oleh warga mayrakat i 
I , I 

Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam data base kecamatan ' ~ 3. 
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4. Memasukkan data-data yang diperlukan dalam format data base PATEN 

5. Memperbaharui perkembangan data kecamatan dan pelayanan publik 

6. Mengamankan data yang sudah terkumpul (back up) data base ke dalam media 

penyimpanan atau computer lainnya secara berkala. 

Selanjutnya uraian tugas petugas pemegang kas adalah: 

1. Sebagai kasir diloket meja pelayanan 

2. Menerima pembayaran tariff pelayanandan memberikan tanda terima 

pembayaran kepada warga masyarakat.penerima pelayanan 

3. Membukukan setiap uang yang masuk dan keluar dari loket/meja pelayanan 

4. Menyusun laporan kell(lilgan secara berkala. 

Kemudian uraian tugas Petugas Lapangan adalah: 

1. Melakukan penegcekan . lapangan sesuai dengan berkas persyaratan yang 

diajukan warga masyarakat 

2. Membuat laporanhasil penegcekan lapangan. 

Dalam Peraturan Bupati tersebut, juga mengatrur tentang sarana dan 

prasarana penyelenggaraan PATEN meliputi: 

a. Loket/meja pendaftaran 

b. Tempat pemrosesan berkas 

c. Tempat pembayaran 

d. Tempat penyerahan dokumen 

e. Tempat pengelolaan data dan informasi 

f. Tempat penanganan pengaduan 

g. Tenpat piket 

h. Ruangtunggu,dan 
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1. Perangkat pendukung lainnya 

Mekanisme dan tahapan Pelayanan PATEN secara singkat dapat 

dijelaskan yaitu masyarakat yang membutuhkan pelayanan mendatangi kantor 

kecamatan lalu disambut oleh petugas informasi, kemudian diarahkan oleh 

petugas loket pelayanan yang sesuai dengan urusan masyarakat yang ersangkutan. 

Setelah itu diproses oleh operator, kemudian diteruskan ke Kasi yang 

membidangi. Apabila berkas persyaratannya benar dan terpenuhi maka Kasi 

memarafberkas tersebut kemudian diteruskan ke Sekcam. Jika butuh tandatangan 

Camat, maka Sekcam akan memaraf berkas tersebut · dan diteruskan ke Camat. 

Setelah seselai berkas tersebut langsung diturunkail kepada petugas yang 

berwenang untuk diagendakan. Selanjutnya berkas yang sudah selesai 

dikembalikan kepada petugas loket untuk menyerahkannya kepada masyarakat. 

Selengkapnya mekanismelbagan alur pelayanan PATEN dapat dilihat pada 

gambar berikut: 

Gambar6 

BAGAN ALUR PELA YANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 

Bl!&_an 

Uraian Kegiatan Petugas Petugas Kepala Petugas Operator Pemohon lnformasi I Loket Sekcam Camat 
Piket Pelayanan Seksi Lapangan Komputer 

Petugas lnfonnasi i menyapa warga ,_.. 
Informasi I 

masyarakat, Mulai 
Persyaratan 

memberikan infonnasi 
dan memberitahukan l kelengkapan syarat 
Warga nmsyarakat 

,___ 
n Persyarat I Tidak 

mengajukan 
pennohonan lengkap 
dengan persyaratan. 
Petugas Loket 
Pelayanan memeriksa 
berkas 
Jika tidak lengkap 
berkas dikembalikan 
ke warga masyarakat Verifikasi I-
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untuk dilengkapi. Jika 
persyaratan lengkap 
maka berkas 
dilanjutkan ke Kepala Lengkap 
Seksi untuk di validasi 

Kepala Seksi 
mempelajari berkas Pemeriksa 

permohonan dan - anBerkas 
dan 

melakukan validasi Validasi 
selanjutnya diserahkan 
ke Operator Komputer 
untuk diketik 
Petugas Lapangan 

-+ l-melakukan 
Pengecekan 

pengecekan lapangan 
Lapangan 

sesuai dengan 
persyaratan yang 
diajukan warga 
masyarakat 
Operator Komputer 
mencetak sur at Pencetakan 

sekaligus memberikan 
& 

Penomoran 
penomoran Sorat 

I Koreksi I 
Kepala Seksi Surat & Paraf 

I I 
mengoreksi dan I 
memaraf surat 
selanjutnya diajukan 
keSekcam 
Sekcam mengoreksi 
dan memaraf surat 
selanjutnya diajukan Koreksi Penanda-
ke Camat untuk Surat& _. 
ditandatangani. Jika 

tanganan 
Paraf 

tidak ada Sekcam 
digantikan oleh salah 
satu Keoala Seksi 
Petugas Loket 
Pelayanan Memanggil 

Pemohon 
memmanggil warga 
tintuk menyerahkan 
surat 
Perno bon menerima 
sural dan kwitansi I l Copy Sural 

pembayaran 
Surat diarsipkan Olah 

StafSekcam 

Sumber: Lampiran Peraturan Bupati Bulungan Nomor 32 Tahun 2013 

Penetapan kecamatan sebagai penyelenggara PATEN di Kabupaten 

Bulungan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Bulungan yang dilakukan 

dalam dua tahap. Tahap pertama ditetapkan 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan 

Tanjung Selor, Kecamatan Tanjung Palas dan Kecamatan Bunyu. Penetapan ini 

berdasarkan SK Bupati nomor 796/k.-XIl/100/2013 tentang Penetapan Kecamatan 
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sebagai Penyelenggara PATEN tahap pertama di Kabupaten Bulungan. 

Sedangkan tahap kedua 7 (tujuh) kecamatan yaitu Kecamatan Peso, Peso Hilir, 

Tanjung Palas Barat, Sekatak, Tanjung Palas Utara, Tanjung Palas Tengah dan 

Tanjung Palas Timur. Penetapan ini berdasarkan SK Bupati Bulungan Nomor 

347 !K-V /100/2014 tentang Penetapan Kecamatan Sebagai Peneyelanggara 

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Tahap Kedua di Kabupaten 

Bulungan. 

Penyelenggaraan Pelayanari PATEN 'di Kecamatan Tanjung Palas Timur, 

Berdasarkan Surat Keputusan Cam at Tanjung Pal as Timur, Nom or 21 Tahun 2017 

tentang Pengangkatan . Petugas · Pelaksana Pebiyanan Adminsitrasi Terpadu 

Kecamatan (PATEN)Tahun 2017. 

Dalam Surat Keputusan Camat tersebut,· .para petugas PATEN bekeJja 

berdasarkan uraian tugas antara lain disebutkan bahwa: 

Camat bertangguungjawab dan mempuriya tugas: 

a. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaran PATEN 

b. Menyiapkan rencana anggaran dan biaya 

c. Mempertanggungjawabkan kinerja PATEN kepada Bupati · Bulungan melalui 

Sekretaris Darah Kabupaten Bulungan. 

- Selanjutnya Sekretaris Camat mempunyai tugas: 

a. Melakukan penataausahaan adminsitrasi PATEN 

b. Penanggungjawab kesekretariatan/ketatausahaan Penyelenggaraan PATEN 

c. Bertanggung jawab kepada Camat 

Koordinator mempunyai tugas mengkoordinasikan seluruh kegiatan 

PATEN kepada atasan dan bawahan.Koordinator ketata usahaan mempunyai 
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tugas mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan 

dengan atasan maupun bawahan. Koordinator Keuangan mempunyai tugas 

mengkooordinasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan keuangan dengan 

atasan dan bawahan. 

Selanjutnya petugas informasi mempunyai tugas: 

a. Menyapa warga dan memberikan informasi kepada warga masyarakat 

b. Meminta wrga mengisi buku tamu 

c. Mengarahlan warga masyaiakatyang akan mengurus surat dipersilahkan ke 

loket/meja pendaftaran 

d. Melayani dan atau ,mengarah}(an warga masyarakat yang akan bertemu cam at, 

Kasi dan atau pegawai lairuiya untuk konsultasi khusus, maka diantarkan di 

ruang/ meja yang bersangkutan dan apabila yang bersangkutan tidak ada di 

tempat/sibuk dipeersilahkan menunggu di ruang tunggu. 

e. Membawa surat yang_telah···diproses di loket/meja_pelayanan untuk diparaf 

oleh Kepala Seksi dan Sekretaris Camat serta membawa ke Camat untuk 

ditandatangani 

f. Memperbaharui semua informasi pada papan informasi 

Petugas loket/penerima berkas, mempunyai tugas: 

a. Menyapa warga dan memeriksa berkas persyaratan pelayanan yang akan 

diajukan warga masyarakat 

b. Memberikan penjelasan kepada warga masyarakat apabila ada berkas yang 

· belum lengkap 

c. Menyerahkan basil pengurusan ke wargaa amsyarakat apabila telah selesai 

d. Mengagendakan surat masuk dan surat kelura 
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e. Menysusun berkas surat masuk dan keluar pada meja/loket pelayanan 

f. Bertanggungjawab terhadap arsip PATEN 

Petugas operator computer mempunyai tugas: 

a. Memasukkan (melakukan input) data warga amsyarakat pengguna pelayanan 

dan jenis pelayanan yang dimohon 

b. Mencetak surat yang dimohonkan oleh warga masyarakat 

c. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam data base kecamatan 

d. Memasukkan data-data yang diperlukan dalaam format data base PATEN 

e. Memperbaharu perkembangan data kecamatan dan pelayan publik 

f. Mengamankan data yang sudah terkempul (backup) data base kedalam media 

penyimpanan atau computer lainnya secara berkala 

Petugas Pemegang kas mempunyai tugas sebagai pengelola pembukuan 

Petugas Lapangan mempunya tugas: 

a. Melakukan pengecekan lapangan sesuai dengan berkas persyaratan yang 

diajukan warga masyarakat 

b. Membuat laporan basil pengecekan lapangan. 

Berdasarkan uraian tugas terse but, para petugas PATEN dapat mengetahui 

dan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya masing-

masing, untuk selanjutnya dapat dituangkan dalam struktur organisasi Pelayanan 

PATEN. 

B. Hasil dan Pembahasan 

Untuk membahas dan menganalisa lebih jauh tentang implementasi kebijakan 

PATEN di Kecamatan Tanjung Palas Timur, penulis menggunakan teori George 

C. Edward III. Teori ini digunakan sebagai guiden untuk menggali lebih dalam 

43685.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



I 
I 

I I 

: i 
I I 

I 

i 
I 
I 
I 

I I 

I! 
I I 
I I 

I I 
I 
I 

:I 
I 

I 
I 

83 

tentang implementasi kebijakan PATEN di Kecamatan Tanjung Palas Timur, 

faktor-faktor pendorong dan penghambat serta upaya yang dilakukan guna 

mengoptimalkan implementasi kebijakan PATEN di Kecamatan Tanjung Palas 

Timur. 

Menurut George C. Edward III, bahwa terdapat 4 (empat) faktor yang 

menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, 

disposisi dan struktur birokrasi. Keempat faktor yang dibangun oleh Edward 

tersebut memiliki ketekaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan 

sasaran kebijakan. Semuanya sating bersinergi dalam mencapai tujuan dan satu 

variabel akan sanga~ mempenga111hi variabell yang lain. Salah satu tidak bisa 

dihilangkan atau ditiadakan. Jika hal ini terjadi maka kebijakan yang ada dapat 

dikatakan tidak terlaksana dengan baik. 

1. Komunikasi 

Dalam konteks implementasi kebijakan, komunikasi dapat ditelaah melalui 

aspek sosialisasi/penyampaian pesan (transmisi), kejelasan informasi dan 

konsistensi. 

a. Sosialisasi 

Sosialisasi PATEN adalah upaya menyebarluaskan informasi kepada 

pemerintah desa/kelurahan dan warga masyarakat pengguna pelayanan kecamatan 

mengenai telah diterapkannya pelayanan administrasi terpadu kecamatan. 

Sosiaiisasi PATEN dilakukan dengan tujuan agar warga mengetahui tentang 

penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan sehingga warga dapat 

beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di kecamatan menyusul diterapkannya 

pelayanan administrasi terpadu kecamatan. 
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Sosialisasi ini dilakukan dengan berbagai bentuk yaitu (i) tatap muka 

langsung, dalam sosialisasi jenis ini implementor kebijakan akan mengundang 

kelompok sasaran dan juga para stakeholder yang terlibat dalam implementasi 

untuk bertemu muka secara langsung. Dalam pertemuan itulah implementer akan 

menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan kebijakan PATEN; (ii) melalui 

media cetak dalam bentuk selebaran, pengumuman, stiker, pamphlet, spanduk dan 

baliho 

Sosialisasi PATEN di Kecamatan Tanjung Palas Timur telah dilakukan 

baik oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan maupun oleh aparatur kecamatan di 

Tanjung Palas Timor. Sosialisasi dilakukan metalui pemasangan spanduk, 

penyediaan brosur, mengundang para kepala · desa, tokoh masyarakat dan stake 

holder lainnya menghadiri sosialisasi PATEN. Hasil wawancara penulis dengan 

Sekretaris Camat Tanjung Palas Timur bahwa: 

Pola penyampaian pesan terhadap masyarakat dalam rangka pelaksanaan 
PATEN dilakukah melillui sosialisasi · dengan tnengumpulkan perangkat 
desa dengan harapan naritinnya dapat menyampaikan kepada masyarakat. 
Pada prinsipnya lumayan berhasil dengan sosialisasi bahwa di kecamatan 
Tanjung Palas Timur ada pelayanan PATEN. Sosialisasi tersebut 
mendatangkan nara somber dari kecamatan. Sosialisasi juga dilakukan 
melalui pembagian brosur, pemasarigan spanduk, baik di kantor camat 
maupun di cabang pelayanan PATEN yang dibentuk didesa lain. 

Pesan yang disampaikan dalam sosialisasi PATEN sedapat mungkin 

sampai dan dipahami . oleh masyarakat. Berdasarkan basil wawancara dengan 

inforrnan bahwa sebahagian masyarakat sudah mengetahui dan memahami 

tentang adanya PATEN dan bisa berurusan dan menghubungi petugas PATEN 

yang akan memperoleh pelayanan dalam mengurus surat-surat baik perizinan 

maupun non perizinan. 
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Dipihak lain dari basil wawancara dengan salah seorang warga Desa 

Mangkupadi selaku pengguna layanan PATEN menjelaskan: 

Sosialisasi PATEN pemab dilakukan selain di kecamatan juga didesa­
desa melalui pembagian brosur-brosur. Sosialisasi ini sering dilakukan 
namun yang diundang itu tokob-tokoh masyarakat dan para perangkat 
desa. Jadi terbatas banya untuk kalangan tertentu, cuma itu 
kekurangannya. Tapi menurut saya sosialisasi itu sudah cukup karena 
brosur-brosur itu kita bisa peroleb dari desa. Narnun saran saya kalau bisa 
pada saat dilakukan sosialisasi yang diundang jangan orang-orang itu saja 
tapi undang juga dari kalangan lain. 

Pendapat seriada juga disarnpaikan warga inasyarakat lainnya yaitu warga 
Desa Wonomulyo ketika ditanyakan tanggap~ merigenai sosiali5asi PATEN: 

·' .. ·,' - .. 

Saya tidak pemab: ikut sp~ialisasi- lrn.r:en(l 'tid~k diundang. Menurut saya 
apapun kebijakarrbaru yang akan dihik~kan pem~rintah sedikit banyaknya 
masyarakat tabu dart agar disosialisasikan karena kadang-kadang 
masyarakat tabunya mengikuti aturan-aturan yang lama. Ketika saya 
ngurus SuratizinTempatUsaha (SITU), saya ke k~bupaten di kabupaten 

- . . 

tidak melayani karena temyata pe~gurusannya 'sudab di kecamatan. Jadi 
menurut saya sosialisasi PATEN oleh kecamatan kurang dan perlu 
ditingkatkan. Ki~ tid:il.c_·rnenyalahlgirl sepen1,1hnya- kecamatan, mungkin 
kecamatan sudah ·bend :melaksanakan sosialisasi. Narnun yang diundang 
hanya aparat desa, ketua RT dan tokoh mayrakat. Takutnya komunikasi 
putus disitu, tidak sampai diteruskan ke masyarakat luas. 

Sementara itu, basil wawancara dengan informan lainnya pengguna 

layanan PATEN warga Desa Wonomulyo kurang lebih sama: 

Saya sendiri tidak pemah ikut sosialisasi yang dilakukan disini karena 
yang diundang itu banya aparat desa, RT, R W, tapi kita dapat informasi 

PATEN dari pak RT._ Saya tabu PATEN dari lingkungan desa aja. Jadi 
menurut saya pribadi sosialiasi itu masih sangat kurang. Kalau di tempat 
saya adrninsitrasi desanya cukup bagus, kita tidak tabu kalau didesa lain . 
Bagaimana kalau pak RT nya tidak rnensosialisasikan lagi kepada 

masyarakat, otomatis masyarakat yang lain tidak tabu. Sebarusnya ada 
brosur-brosur yang dibagikan sebingga pak RT atau kadesnya dapat 
menyampaikan ke warga yang dapat menjelaskan lebib lanjut tentang apa 

saja yang dilayani di PATEN. 
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Infonnasi yang disampaikan dalam sosialisasi PATEN sedapat-dapatnya 

sampai dan dipahami oleh masyarakat, sehingga masyarakat tabu tentang manfaat 

dan tujuan PATEN tennasuk prosedur-prosedur dalam pelayanan PATEN. Namun 

pesan yang disampaikan dalam sosialisasi PATEN meskipun sampai tapi belum 

maksimal. Sebagaimana yang diungkapkan Kasubbag Adminsitrasi Pemerintahan 

Setkab Bulungan selaku anggota Tim Monitoring dan evaluasi PATEN bahwa: 

Infonnasi yang disampaikan dalam sosialisasi sampai ke kelompok 
sasaran namun tidak maksimal. Karena selain dari monitoring dan evaluasi 
PATEN kami juga inelaksanakan penilaian camat berprestasi. Dalam 
rangka penilaian camat beq)restasi, sample kami kebanyakan adalah para 
pelaku usaha. Disana para pehiku usaha lebih ban yak yang bel urn punya 
izin (SITU) dari pada ~yang sudah punya izin. Padahal kalau memang itu 
sosialisasilpenyampaian _pesan berjalan dengan maksimal, harusnya bisa 
dong sampai kemereka. Itu disisi perizinan. Kalau non perizinan, karena 
ini kebutuhan maka sampai atau tidak sampai informasi itu mau tidak mau 
mereka harus datang, misalnya SKTM, dan pengantar-pengantar lain 
untuk memperoleh KTP, KK dan sebagainya mereka harus datang karena 

. . 

mereka butuh. Tapi kalau dibidang perizinan, mereka berangggapan 
bahwa, tidak punya izin aja bisa tetap jualan untuk apa ngurus izin. 
Artinya apa, pesan yang disampaikan ke masyarakay belum sampai. 
Seharusnya dengan adanya PATEN, para pelaku usaha mikro kecil punya 
legalitas minimal izin. Sedangkan kebanyakan mereka belum punya izin. 

Untuk mengefektifkan dan memaksimalkan sosialisasi pelayanan PATEN 

di kecamatan Tanjung Palas Timur, basil wawancara dengan infonnan, upaya-

upaya yang perlu dilakukan adalah mengintensifkan komunikasi dengan 

masyarakat khsusnya pada pelaku-pelaku usaha. Karena kalau di non perizinan 

dengari sendirinya masyarakat akan mengurus karena itu suatu kebutuhan, 

misalnya pengantar KTP, pengantar SKTM, domisili pmduduk dan sebagainya. 

Tapi untuk perizinan, tanpa mengurus izinpun mereka bisa berusaha. Namun 

demikian mereka perlu diberikan penjelasan. Untuk itu upaya jemput bola adalah 

Iangkah yang tepat dalam rangka memberikan fokus perhatian kepada masyarakat 
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yang enggan mengurus perizinan. Meskipun upaya ini tidak dilakukan setiap hari 

karena kesibukan, namun ini lebih kena sasarannya. Artinya ada upaya kongkrit 

dari kecamatan untuk turun kelapangan sehingga pesan yang disampaikan juga 

lebih efektif. Kalaupun mengandalkan media masyarakat tidak setiap hari 

memanfaatkan media. Untuk itu penekannya pada upaya jemput bola karena 

pengertian masyarakat secara umum bahwa mengurus izin itu sulit dan mahal, 

padahal sebenamya tidak. Jadi pemahaman mereka itu yang belum cukup 

komprehensip untuk memahanii itu;: -,, 
-· :--c:· .... ;: .. c:·-· 

Dari berapa penjelasan -yang dikemukaan para informan, memberikan 

· makna bahwa sosialisasi 'Pi\ ~N , d!:: R~s~!'h-~t~ rr'l1PJ1~l1g Palas Timur bel urn 

maksimal karena belum-- sepenuluiya -inenyent1111>~~g~pap masyarakat. Jika 

merujuk kepada teoriEd'Y~r4 Ill; p-ansmisjjp¢f!ya!?pf\i~!_l,P~San melalui sosialisasi 

dari sebuah kebijakart han~s disosailisasikaan _ s~cara baik untuk menghindar 

adanya distorsi atas ·kebijakan tersebutt':Sosia,Hsa,s! -;~ATEN yang selama ini 

dilakukan baru menyentuh pada perangkat-,U:es~ J:okon'-inasyarakat dan ketua­

ketua RT/RW dan sebagian m!:lsyarakat.)-Ial .i11iqapat diketahui dari basil 

wawancara dengan para inform an _ dari kalangal) -masyarakat bahwa sosialisasi 

PATEN masih kurang dan perlu ditingkatkan. Disamping itu berdasarkan data 

tentang output PATEN -darltahun2015 dan_2o-16~output PATEN pada bidang 
.. -.--- -

perizinan tidak meningkat d?n c~~denmg;'J11_enrirlfh<]Jada, 4ihl}n 2017. Selain itu 

jumlah pelaku usaha yang m~miliki SITU sampai tahuri 2017 baru mencapai 32% 

dari 201 jumlah pelaku usaha yang sehaanisnya memiliki SITU. Sejatinyajumlah 

pelaku usaha yang memiliki SITU diatas 50% dari jumlah pelaku usaha yang 

ada. Kondisi ini mengindikasikan bahwa output PATEN belum optimal karena 
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belum tersosialisasikan secara utuh sehingga sebagaian masyarakat belum 

mengetahui tentang PATEN yang berimplikasi pada kurangnya pelaku usaha 

mengurus SITU. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang dibangun oleh 

para implementor dengan kelompok sasaran belum optimal. Artinya kalau kurang 

sosialisasi akan sulit mencapai efektifitas. Karena informasi itu belum diterima 

masyarakat secara utuh. Sehingga ketika mengukur tingkat efektifitasnya akan 

jadi sulit. Dengan demikian sebagian masyarakat belum mengetahui dan 

memahamai sepenuhnya t~pt~tig; ,- ~ijl~~f4(({prpsedur dan tahapan-tahapan 
.... ~ -~ ·--._:- ·- --~-- .:·;._~:_:""';,~ __ :.. ~---

. . 

pelayanan PATEN. Masalah lain dalam sosialisasi PATEN adalah kondisi 

wilayah Kecamatan TID!i:U!JgJ~al~s Tirimr YMg·A:UlCtlifllfas sehingga daerah yang 
·- -·--· -- ----- - - .. .. ---- ---··--- ----~- ---- ---- ... 

jauh akan susah dijangka~"semn.gga minim' intorni(lSkK.orulisi geografis menurut 
~ . ..; . > . ' . . • - - -

Erwan Agus Purwart!Q':c9l:lnDyaltJ~atih ·S.Ul!$ti~wati['(ZPl-5;87) merupakan salah 
-~;-----· .,, " ·'' ,..... ....... ,• - ·- ---.----··-·· -~----- --- '----------····-·. 

satu faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan kebijakan. 

Untuk itu dip~rlukan·-komitmen dan~::upayac-ya:ng":sungguh-sungguh dari 
•··, r 

pihak kecamatan dati p~ra .pe1Jlng~at desa- serta_ peral1~kat yang ada dibawahnya 

untuk mengintensifk:an so~ialisasi:PATEN. K~reva:~R.a-bila hal ini dibiarkan terus 
,.::; -_- • • ~ • - • • - ' 0 

menerus maka program PATEN tidak berjalan sebagaimana mestinya . 

Sosialisasi mf dapat dintensifkan melaiui · media cetak seperti 

memperbanyak brosur~brostir, memanfaatkari media elektronik dengan 

mengapload di ni~dla ~o~i~I:(media.onJin~)jJailc'J#el~!l1ifac:~,book atau tweeter. 

Sebagaimana yang dilakukan da!am forum jualpeJ.i. 

Selain dari pada itu, untuk mengoptimalkan sosialisasi dan pelayanan 

PATEN di wilayah yang rentang kendalinya jauh, alangkah baiknya melibatkan 

perangkat desa karena ada sebagian non perizinan yang diproses di desa. 
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Sedangkan untuk perizinan tentunya upaya jemput bola dengan menemui 

langsung masyarakat adalah langkah yang lebih efektif. 

b. Kejelasan Informasi dan konsistensi 

Komunikasi yang efektif sejatinya ditunjang dengan kejelasan dan 

konsistensi pesan yang disampaikan. Misalnya dalam pelaksaaan PATEN tidak 

dikenakan biaya, maka pada tataran pelaksanaanya benar-benar tidak ada 

pungutan. Kebijakan dengan isi yang jelas akan memudahkan sebuah kebijakan 
~;: ' "-:_' -. ---~· . ~.-:: --

dan akan menghindarkan distpf~ij~~l~fu:,~~qgf,tPpJ~ptasiannya. Hal ini dikarenakan 
_:;;c --~-:.: < -=·;~~;: ~;:;,=-"S-: '!--=~·;-:-. -:::.· :.::o-,_;~-£::::--::c-;:.--.,_-· ::~·-=-· 

........ '<~;.~;;._ '0--~- ::-;·_·.:;: " :, .:;:,> .. :::.~:~:::, ~:;: · .. ':.'.~<:.<":.'.' 

jika suatu kebijakan sudah memiliki. isi yang jelas maka kemungkinan 

penafsiran yang salal1~9l~li5~~J~ro~~tor~~~.~d~e§t9JWn_dari dan sebaliknya j ika 

isi suatu kebijakan . ~asih ; b~I#m~ jel.as -::ajati·~~el1gan1:Bang, potensi untuk 

salah paham akan 111~I.lj~~:gJ?,~~~J :~·~ .•.... 
... ·.::·,::_f.-~: ~- -. 

Agar implementasi berjalah efektif, sil}pa yarig bertanggungjawab 

melaksanakan sebuah.:keputusan:Jiarus :·meng~~ui; '}:tpakah mereka dapat 
... 

melakukannya. Sesungg"-hnya ~:iffiplementasj>;.k:~~ijakan harus diterima oleh 
. ~ . ~ .... 

semua staff dan harus.~engefti ... secara. j~l~:· ~~· akurat mengenai maksud 

dan tujuan kebijakan. Untuk itu . perlu . adanya kejelasan Pelayanan Terpadu 

Kecamatan baru kemudian dapat diimplementasikail sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 
-.- .,. ~ . . . . . . -· .. 

Keberhasii~n: s\latu:·linpl~Ii;lemasi' ~~bija~an; · meinputuhkan adanya 

pemahaman standar dan: tuju~n . kebijakan dari masing-masing individu yang 
. - . . 

bertanggung jawab melaksanakannya: Standard dan tujuan kebijakan harus 

dikomunikasikan dengan jelas agar tidak menimbulkan dis torsi 

implementasi. Jika standar dan tujuan tidak diketahui dengan jelas oleh 
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pibak-pibak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, dapat 

menimbulkan salah pengertian yang dapat mengbambat implementasi kebijakan 

kepada para pelaksana, target group dan pibak lain yang berpentingan 

baik secara langsung maupun tidak langsung terbadap kebijakan dapat 

diterima dengan jelas, sebingga diantara mereka mengetabui apa yang 

menjadi maksud, tujuan dan sasaran serta substansi dari kebijakan tersebut. 

Jika mereka tidak jelas, maka mereka tidak akan tabu apa yang 
·::· ·:··-

~- -: . _, . 

sebarusnya dipersiapkan d~}'l{:~:ijJJ~~~~~~ri;:.:~g~r apa yang menjadi tujuan 
~:-<,:t-::. :.•;ot,;•;:;.::.¥]~~-: :::..:.·:::...~:;;: r": ;:;:,<~~·_r' ,:.:.-·.:.-;-:.~~~-:.;._::, ·- ,- ~,. • 

~:·:_~';.~~;;~-~~:~~;~;~:;;:·_: ~~_:/:}_:.::: 

kebijakan dapat dicapai' secara .. efektif .. dan efisien. 

Hasil wawan~~~;~,~~~ij:g~!ll:p~a ~-: h,tfQffi:tari,. )'Ol>~~rvasi di lapangan dan 
- :.:.:· -~'-> -

pengolahan data, rn¢~iJPJ#~ah)h~trwa_se~~a :ke~eluruhan isi dan tujuan dari 

.. ::·:_'. 

dilaksankan. 

Dari basil pembahasan<tentang :=k~II1Wtikast~yang dilibat dari aspek 

sosialisasi, konsisteri~i---~~/l(ej~l~an inf~nnasi • · seb~gaimana yang diuraikan 

diatas menujukkan bah'Y~);;-l.'9:~ll-~~asi se~~gaLsalah ,satu faktor yang berperan 

dalam implementasi kebijakan PATEN di Kecamatan Tanjung Palas Timur 

berjalan dengan baik ·cta:rr ctlkup berhasit' namun belum maksimal. Dari aspek 

sosialisasi sudah dil,~~~hakan ,dengan b~ik oleh para implementor, namun 

peranan dari para apa.ta~-~~-~~.=:tQ~qh masy-ara.kat'da~ ketua-ketua RT/RW untuk 

menyampaikan kepada warga_riy~ masih perlu dimaksimalkan sehingga informasi 

tentang program PATEN dapat diketahui oleb masyarakat secara komprehensip. 

2. Somber Daya 
Setiap kebijakan harus didukung oleb sumber daya yang memadai, baik 

sumber daya manusia, sumber daya finansial maupun sumber daya peralatan 
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(sarana dan prasarana). Menurut Van Meter dan Van Hom dalam (Dwiyanto 

Indiahono : 38-39): 

Sumber daya, menunjukk:an kepada seberapa besar dukungan fmansial dan 
sumber daya manusia untuk melaksanakan program/kebijakan. Hal sulit 
yang terjadi adalah berapa nila1 somber daya baik finansial maupon 
manosia) ontuk menghasilkan implementasi kebijakan dengan kinerja 
baik. Evaluasi program/kebijakan seharusnya dapat menjelaskan nilai yang 
efisien. 

Somber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kLiantitas 

implementor yang dapat melingkupi s¢h.t.ruh kelompok sasaran. Sumber daya 
;.•;_- " .. 

fmansial adalah kecukop~IJ mSdaJ ~:inve$tasf-: ~tij~ · ...... seboah programlkebijakan. 

Keduaanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan 
- - . . - . . 

pemerintah. Sebab ta~pa k~h~n4aiam illiplementor, kebijakan menjadi kurang 

energik dan berjalan. htmbat dan seadanya. Sedangkan sumber daya finansial 

menjamin keberlarigsongafi program/kehij~kan.'· Tanpa· ad~ dukungan finansial 

yang memadai, program tidak akan berjalan efektif dan cepat dalam mencapai 

tujuan dan sasaran. Disisi lain somber daya peralatan dalam hal ketersediaan 
~ . . . 

sarana dan prasarana unti.ik melaksanakan program kegiatan juga berperan 
.. _._, ____ . 

penting guna mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan. 

a. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manu,sia adalah keculmpan baik kualitas maupun kuantitas 

implementor yang,dapat rr~t!lingkupi seloruh kelomp()k sasaran (Edward III dalam 

Dwiyanto Indiahono:31). 

Hasil wawancara penolis dengan Sekretaris Camat Tanjung Palas Timur, 

Pelayanan PATEN di Kecamatan Tanjong Palas Timur belom didokung dengan 

koantitas dan koalitas Somber Daya Manusia yang memadai. Dari aspek 

koantitas, dengan keterbatasan pegawai di kecamatan, petugas-petugas yang 
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ditempatkan dalam pelayanan PATEN merangkap jabatan struktural di 

kecamatan. Dalam wawancara dengan Sekretaris Camat Tanjung Palas Timur 

menyatakan bahwa dalam pelayanan PATEN para petugas PATEN bel urn 

memadai karena itu petugas yang ada diupayakan untuk dimaksimalkan termasuk 

tenaga honorer. Untuk selengkapnya personil penyelenggara PATEN dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 7 
. . 

DAFTAR PEJABAT:PE&£EtENGGARA PELAY ANAN 
ADMINSITRASI T~Ri'APV.KE~CXMAfJN,,(PATEN) KECAMATAN 

' TANJUNG p ALAS.TIMUR 

No 

2 

3 

.. - ·· ·.· : :___ : -__ :·;:J~BATAN.;PA]}AlNSTANSI 
NAMA/NIP -- . - (PATEN)" - ·-· 

MANSUR ISM;\JL, S,STP . __ . CAMAT 
NIP. 19750616-f9970~·Jo05=~: -. 

ASRORI, S.IP- -_ SEIQffiTIARIS CAMAT 
NIP. 1969103 199303 1 004 

.. ---~,.. -.. 

HAIRIL ARAF Ai-l H, s.sos· · KASI PELAYANAN:i.JMUM -­
NIP. 19851206 20l001J007 

JABATANDALAM 
PATEN 

4 

PENANGGUNG JAW AB 
KETUA 

KOORDINATOR 

KETUA TIM PATEN 

4 MUHAMMAD NASIR, SE KASUBBAG UMUM DAN KOORDINATOR 
_ ~PEGAWAIAN _,... _ .. KETATAUSAHAAN 

5 M. ASPIANUR. SE KASUBBAG PROGRAM DAN KOORDINA TOR 
NIP. 19750718 199603 1005 KEUANGAN KEUANGAN 

6 BAHARUDDIN, B KASI PEMERINTAHAN 
NIP. 19700825 199103 1007 

7 TAHANG -KASIPMD 
NIP. 19621231 1993101.003 .. .. :· 

.. 

8 ABDUL RAUF, S.SOS KASI EKOSOSKESRA 
NIP. 19830414 2002121 003 

9 KARMAN STAF 
NIP. 19780828 200701 1 024 

10 HJ. MARDIANA, A.MD ST AF 
NIP. 19750409 200801 2 020 

II HJ. SRI MEGA W A Tl ST AF 
NIP. 19841224 200701 2 002 

PETUGAS INFORMASI 

PETUGAS LAP ANGAN 

PETUGAS LAPANGAN 

PETUGA LAPANGAN 

PETUGAS OPERTAOR 

PETUGAS OPERTAOR 
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12 MULYADI STAF PETUGAS PEMEGANG 
NIP.19830214 201001 I 001 KAS 

13 TRI RUBIANTO, S.P STAF PETUGAS LOKET 
NIP. 19900819 201503 1 001 

Somber: SK Camat Tanjung Palas Timur Nomor 21 Tahun 2017 

Tabel diatas menujukkan bahwa secara kuantitas personil yang bertugas 

dalam pelayanan PATEN relatifter~au1~ sehingga pejabat pelaksana PATEN juga 
. -~-~~;~' ~ .--:·.. . . - -

merangkap sebagai Pejabat Stmj(tu'f~i~(ial~irt~ift!kwr organisasi kecamatan . 
. - - •. ·--~ ., --·::. -. ..., -. _:.-- ·- ----·: :• ... ' . - . -. - -~- - . -... -'• 

{.,.· .-- ·.' ... · :---:·:_:;;<~:-.;;:._:::._> ,. 

Terkait dengan kualitas aparatur di Kecamatan Tanjung Palas Timur, jika 
·._ :-·----·-- ,.;:.:·--. 

dilihat dari aspek tingkat--peri~idik~~~ ,;be!dasarka# h~f}-penelitian, obervasi dan 

olah data yang dilalaikan;·\ihfuk'-p~jabat·deligaii iingkat'p(mdidikan Sl (sarjana) 

sebanyak 8 (delapan}:(J:ra,ig~j)fp}dma --(D3).".seb3,;ny~- l(satu) orang, SLTA 

sebanyak 2 orang, SLTP sebanyak 1-(satu) orang, sehirigga totaljumlah PNS di 

kecamatan Tanjung Pala5:Ti~u'Fsebanyak l3:'(t:1gd~beii's)~orang ditambah tenaga 

honorer sebanyak 3 (tiga) grang. • -- -

Berdasarkan data,·diat~;: _j_i~Ci dilih!lt dafi'jq1Jllah penduduk yang dilayani, 

jumlah petugas PATEN relatifcukup memadai lintuk menangani pelayanan di 

tingkat kecamatan. Senada dengan itu, perilyataan - Kasubbag Administrasi 
--

Pemerintahan Setka}) ~ulungaii selaku an~gota Tim }1()nitoring dan Evaluasi 

-PATEN: 

Berdasarkan hasil Monev kami, mengingat jumlah penduduk di 
Kecamatan Tanjung Palas Tiinur belum terlalu banyak, kami rasa dengan 
personil yang ada yang ditugask~m dalam SK camat, saya pikir masih bisa 
mengatasi. Artinya kalau kami nilai harusnya dengan jumlah penduduk 
sekian, kemudian dengan petugas PATEN yang sudah di SK kan itu saya 
pikir cukup memadai. 
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Sejatinya penempatan petugas pelayanan PATEN berdasarkan keahlian, 

keterampilan dan kualifikasi tertentu. Hal ini ditekankan dalam Keputusan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang 

Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik bahwa kompetensi petugas 

pemberi pelayanan publik harus ditetapkan dengan tepat, sesuai berdasrkan 

pengetahuan , keahlian, keterampilan sikap dan perilaku yang dibutuhkan. Hasil 

wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Tanjung Palas timur menyatakan: 

._.:: . . . ' 

Penempatan SumJ?e.t~:~f~~;o":'~~Wli~~~i~§~gai petugas PATEN belum 
maksimal, dan bel~fir~ep~nulllya'dldasarka'trpada pertimbangan keahlian, 
keterampilan dan kualifikasi tertentu. Mengingat keterbatasan SDM yang 
tersedia, dipe~~.t*AA:-*em~!ll!!l;;cUtli:::PI,l@~,'§qtf{:p~p.tgas untuk belajar dan 
bekerjasama. -tJiituk Yriemaksimaikan pelayali'an':PATEN dengan kondisis 
para petug#~}~iWg ~.~~JMW '29\~N~P,~j.:, ~,ttt,iij(_a diupayakan untuk 
memaksimalkari pefugas yang ada termasl.lk temiga honorer, baik tenaga 
yang diperb~p~lf~9:·flNi :)-g~t;.I»aupl!PJ~n~g~ ~qngr~r._dalam kecamatan. 

- :.:;·:,-' ~-.,·-- .. - . ~:.-.'.: - -~.-;·.:·. ---:~---.··· :.: 

~- . '. 

Kalau kami nilaip~D,einp~tru(SDM-seoaga}'petrigas PATEN di Kecamatan 
Tanjung Palas Tiinur sudah didasarkan pada kUalifikasi dan keahlian yang 
dimilik oleh para;st~f.~Jadi,petugas;;petug~~yapg ditempaatkan itu adalah 
yang punya kulaifi.lcasl dan ada -jabatan- yang melekat seperti Kasi 
Pelayanan Umum. Disampin:g itu betdasarkan basil evaluasi kami para 
pelaksana PATEN irii- sudah -niebiksanakan, tugas sesuai dengan 
tupoksinya. Jildtdipandang dari keahlian yang- dimiliki saya pikir sudah 
cukup untukmelay~ni sestii;li dengail SPM 4;:tn SOP. Tapi alangkah lebih 
baiknya perlu peningkatan Jcilpasifits khususnya pada bidang pelayanan. 
Karena a~fp~iayan~_ yang}atisfieiJ ada yaf1g:.bhis:fs~ja. Contoh misalnya 
petugas :infotl:I1~isi .sehamsnya ' kal~u ' bfsa ..• dap~t menerangkan secara 
holistik · tentang prosedur-rosedur pelayanan. secara detail dan 
memeberikan solusi-solusi alternatif b~g] masyarakat yang menemui 

. kendala dalam pelayanan tidak sekedar rnemberi tahu. 

Dengan keterbatasan personiVstaf dari kuantitas dan kualitas yang 

tersedia, dipandang perlu upaya peningkatan kapasitas melalui pelatihan bimtek 

dan sejenisnya. Hal ini juga disampaikan oleh informan yang menyatakan bahwa: 
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Disamping penigkatan kapasitas dalam bentuk: p~latihan, training dan 
sejenisnya, perlu juga pelatihan yang sifatnya psikologi. Artinya kita 
melayani masyarakat dengan sepenuh hati dengan ramah dengan situasi 
yang tidak terlalu kaku. Sehingga masyarakat tidak tegang. Artinya secara 
psikologi lebih ditingkatkan. Misalnya dengan senyum dan ramah. Tapi 
kalau peningkatan pelayanan secara teknis sudah bagus. Meskipun masih 
perlu ditingkatkan. Jadi lebih ke hubungan psikologis/kekeluargaan, ~tu 
yang kurang disana. 

Dari penjelasan infonnan tersebut, dapat dipahami bahwa upaya 

peningkatan kapasitas bukan hanya melalui peningkatan kapasitas secara teknis 

namun yang tak kalah pentingnyl} ad~~lahyang non teknis yang menekankan pada 
... 

attitude, etika dan moral. H~lo~ip"E·b~rtuj~~h~tiritUk memberikan pelayanan yang 
::" . :··:~. --· .. -_.·-~-: __ : .-: __ '"·· ·":- ~--·-·i·::·: ... ----· - ~~--- - ;. 

berkualitas demi mewujudkan kepuasan masyarakat pengguna layanan PATEN. 

Kualitas pelayanan berliu~~ligaiFeiat -- dengan, kepu-~sari, :pemenuhan harapan dan 

kebutuhan pelanggan. :Dill1ana-~~1aina ini-pdayiman publik selalu identik dengan 
. . - . . 

kelambanan, ketid&k~dil~n;· ~~al] biaya tlriggi; · ·tetlebih _ htgi dalarn hal etika 

pelayanan, tidakjarang perilaku aparat penyedia layanan yang tidak ekspresif dan 

menujukkan sikap seorang peia~an yang bal.tc. -

Dari basil wawancara dengan para informan diatas, dan pengamatan 

penulis dilapangan memperlihatkan bahwa kuantitas sumber daya manusia selaku 

implementor layanan PATEN di Kecamatan Tanjung }>alas Timur relatif memadai 

jika dipandang darr sisi juinl~h masyarakat yang dilayani, ken dati pun demikian 

masih perlu ditirigkatk"an. Karena untuk mewujvdkan sebuah pelayanan PATEN 

yang ideal seyoginya dibentuk Unit pelaksana Teknis (UPT) di kecamatan yang 

. bertugas dalam pelayanan PA1EN. Namun karena struktur dan infrastruktur di 

kecamatan belum mendukung kearah itu sehingga pegawai struktural di 

kecamatan merangkap sebagai petugas pelayanan PATEN. Sementara jika 

dipandang dari aspek kualitas SDM yang dimiliki para petugas PATEN, juga 
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dan prasarana yang harus dipenuhi sebagai syarat teknis da1am pe1ayanan PATEN 

adalah: 

1. Loket/meja pendaftaran, 

2. Tempat pemrosesan berkas, 

3. Tempat pembayaran, 

4. Tempat penyerahan dokumen, 

5. Tempat pengolahan data dan informasi, 

6. Tempat penanganan pengaduan, 

7. Tempat piket, ruang tunggu dan perangkat pendukung lainnya. 

Sarana dan prasarana ini digunakan oleh pelaksana teknis yaitu: 

a. Petugas informa~i, 

b. Petugas loket/penerima berk!ls, 

c. Petugas operator computer, 

d. Petugas pemegang kas, dan petugas lainsesuai dengan·kebutuhan. 

Terkait dengan sarana ·dan prasarana penyelenggaran PATEN di 

Kecamatan Tanjung Palas Timur, hasil observasi penulis dilapangan dan laporan 

Tim Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan PATEN Kabupaten Bulungan 

Tahun 2016 dapat diuraikan se_bagai berikut: 

a. Kondisi ruangan untuk petugas PATEN kurang rapi, karena ruangan untuk 

petugas PATEN masih menjadi satu dengan ruangan Tata Usaha Kecamatan 

Tanjung Palas Timur, sebaiknya dipisah 

b~ Kondisi ruang tunggu yang akan mendapatkan pelayanan masih kurang 

nyaman, dikarenakan langsung didepan pintu keluar masuk. 
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c. Peralatan dan perlengkapan seperti meja, kursi, computer, lemari arsip, AC 

dan lain-lain cukup memadai, namun perlu ditingkatkan 

d. Brosur yang disediakan sebagai media informasi pelayanan PATEN sangat 

kurang sehingga masyarakat minim informasi. Brosur tersebut disediakan di 

meja infonnasi. 

e. Belum terdapat kotak aduan masyarak atas layanan PATEN. 

Gambaran tentang sarana dan prasarana PATEN dapat dilihat pada gam bar 

dibawaha ini: 

Gambar 1 

Kondisi Rua)lganPel~yanan }>~TENdiKeca111atan Tanjung Palas 
' - . - f - . - ~ . 

Gambar diatas memperlihatkan kondisi ruangan pelayanan PATEN, yang 

juga merupakan Ruailgan Tata Usaha Kantor Kecamatan Tanjqng Palas Timur. 

Gambaran tentang sarana dan prasarana penyelenggaran PATEN juga 

disampaikan oleh Kasubbag Administrasi Pemerintahan Setkab Bulungan sesuai 

dengan basil wawancara penulis yang menyatakan bahwa : 

Sarana dan prasarana PATEN di Kecamatan Tanjung Palas Timur menurut 
saya biasa saja, dan perlu ditingkatkan karena masih jauh dari kondisi 
ideal. Dengan segala keterbatasan, Petugas PATEN tetap berupaya 
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rnernberikan pelayanan sebatas kernarnpuan pada kecarnatan. Narnun tidak 
dapat dipungkiri keterbatasan sarana dan prasarana rnenyebabkan 
pelayanan beijalan kurang efektif. Misalnya laptop yang digunakan untuk 
PATEN digunakan juga di bagian lain yang tidak rnengurusi PATEN. 
Lemari arsip juga dernikian. Arsi-arsip pelayanan PATEN masih 
bercampur dengan arsip lain, sehingga ketika akan rnencari berkas, akan 
lam bat karena jadi satu dengan berkas lainnya dalam lernari arsip. Jadinya 
efektifitas pelayanan jadi berkurang. Karena kalau berbicara secara ideal, 
pada pos-pos pehiyanan PATEN misalnya petugas inforrnasi sarana 
perlengkapan yang dibutuhkan selain brosur, parnplet, dan baliho untuk 
memperrnudah pelayanan inforrnasi. Kalu bisa melibatkan media juga 
selain media of line juga media on line. Dituntut juga memiliki jaringan 
internet atau juga saran iororrnasi yang kekinian agar lebih mengena. 
Kemudian untuk petl.lgas operator omputer, disitu disediakan computer 
khusus staf operator, tidak bisa dipakai oleh bagain lain untuk rnenghindari 
campur aduk dat}. 

Hal senada juga disainpaikan oleh Sekretaris Carnat Tanjung Palas Timur 

Saya kira sarana dan prasarana pelayanan PATEN cukup aja untuk 
melayani masyarakat. Memang sarana disini tidak bisa dibandingkan 
dengan yang. diperkotaan. Selama ini masyarakat tidak pemah komplain 
dengan pelayanan yang diberikan. Kendati demikian ada sarana/ alat 
tertentu yang perlu ditingkatkan seperti alat perekaman e-KTP yang 
sampai saat ini tidak bisa berfungsi. Sehingga masyarakat harus ke 
kabupaten untuk perekaman. Tapi ini mungkin bukan disini aja tapi 
seluruh kecamatan mengalami hal yang sama. Yang terpenting lagi adalah 
ketersedian energi listrik sebagai penunjang utarna pelaksanaan pelayanan 
PATEN dan pelayanan lainnya. Sebenamya ini masalah klasik bagi 
pemerintah dan warga di Tanjung Palas Timur. Karena Kecamatan 
Tanjung Palas Timur satu-satunya wilayah di Kabupaten Bulungan yang 
belum teraliri listrik (PLN) . 

. Dari basil wawancara inforrnan diatas, memperlihatkan bahwa ketersedian 

sarpras untuk menunjang pelayanan PATEN bel urn memadai. Sehingga perlu 

ditingkatkan kearah yang lebih baik demi terwujudnya pelayanan yang nyaman, 

aman, cepat, mudah, lebih dekat, gratis sehingga masyarakat terbantu dan lebih 

diuntungkan karena pelayanannya gratis. 
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Gambar. 8 

Kondisi Ruang Tunggu Pelayanan PATEN 

Gam bar diatiis menunjtikkan kondisi rang tuilggu pelayanan PATEN yang 

berada didepan pin~ k~luar rnaspk ktmtor. [. 

Untuk itu upay11 yang•dilakukan untuk meningkatkan sarana dan prasaran 
. ' ' - . - .. 

pelayanan PATEN adalah · adanya: _ dukungan dari · berbagai pihak terutama dari 

pemerintah daerah dari segi penclanaan, kemudian perlu itikad baik dari par8; stake 

holder di kecamatan s~perti camat dan petugas-petugas PATEN dengan segala 

_ keterbatasan apa yang bisa mereka jual kepada masyarakat. Dengan dukungan 

. sarpras yang memadai pelayanan _akan lebih lancar dan efektif dan masyarakat 

akan nyaman berurusan. 

Sumber daya merupakan variabel yang sangat penting dalam 

implementasi kebijakan. Meskipun kebijakan sudah dikomunikasikan dengan 

jelas kepada aparat pelaksana, tetapi jika tidak didukung oleh tersedianya 
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sumber daya secara memadai untuk pelaksanaan kebijakan, maka pelaksanaan 

kebijakan akan sulit dicapai. 

Dari ketiga faktor sumber daya yang dijelaskan diatas menujukkan bahwa 

sumber daya yang digunakan dalam penyelenggaaran PATEN di Kecamatan 

Tanjung Palas Timur dianggap cukup mendukung dan memadai untuk 

terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat. Namun masih perlu ditingkatkan 

dan dikuatkan khususnya pada sisi anggaran. Meskipun dukungan sumber daya di 

kecarnatan Tanjung Palas Timur tidak dapat dibandingkan dengan sumber daya 

yang ada di kota-kota besar. Memang untuk mendukung pelayanan PATEN yang 

satisfied dalam rangka mewujudkan kualitas pelayanan yang ideal,untuk 

pelayanan- pelayanan yang sifatnya kreatif dan inovatif untuk mencapai target 

secara maksimal perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. 

3. Disposisi 

Disposisi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam 

keberhasilan implementasi kebijakan. Disposisi menunjuk kepada karakteristik 

yang menempel erat kepada impelemntor/pelaksana kebijakan (George C. 

Edward III dalam Dwiyanto Indiahono:32). Lebih lanjut Dwiyanto menjelaskan 

bahwa karakter yang penting yang dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, 

komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen yang tinggi dan 

jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program 

kebijakan. Kejujuran akan mengarahkan implementor untuk berada dalam koridor 

program yang telah digariskan dalam g!deline program. Komitmen dan 

kejujurannya akan membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahapan­

tahapan program secara konsisten. 
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Disposisi identik dengan sikap yang dimiliki para implementor/pelaksana 

kebijakan. Sejalan dengan itu, Van Meter dan Van Hom ( dalam Dwiyanto 

Indiahono:39) menjelaskana bahwa sikap pelaksana rnenjadi variabel penting 

dalam impelentasi kebijakan seberapa antusias dan responsif para pelaksana 

kebijakan terhadap kelompok sasaran. 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa efektifitas 

implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh sikap implementor. Sikap yang 

dimiliki oleh para implementor kebijakan seperti komitmen, kejujuran, 

komunikatif, cerdik dan demokratis. Implementor yang baik harus memiliki 

disposisi yang baik. Maka dia kan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa 

yang diinginkan dan ditetapkan oleh pernbuat kebijakan. Dengan demikian 

disposisi dapat dimaknai sebagai watak . dan kara:teristik yang dimiliki oleh 

implementor. Implementor kebijakan apabila memiliki sikap dan prespektif yang 

berbeda dengan pengambil kebijakan maka proses implernentasinya tidak akan 

efektif dan efisien. Jika implementor setuju dengan kebijakan maka mereka akan 

senang dan antusias, akan tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat 

kebijakan, maka implementasi kebijakan akan menemui masalah. 

Dalam pelaksanaan Pelayanan PATEN di Kecamatan Tanjung Palas 

Timor, aspek disposisi yang dimilki para implementor dapat dikategorikan wajar 

dan baik. Hal ini dapat diketahui dari basi obervasi dan pengolahan data yang 

dilakukan penulis bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat begitu ada 

permohonan yang masuk Iangsung diperoses meskipun · dengan segala 

keterbatasan yang dimiliki. Disamping itu sejauh ini belum ada komplain dari 

masyarakat yang memperoleh pelayanan. 
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Hasil wawancara dengan salah satu informan yang mendapatkan 

pelayanan yaitu Ketua Kelompok Maju Bersama Olahan Serba Ikan seorang 

pelaku usaha warga Desa Mangkupadi mengakui bahwa pelayanan oleh para 

petugas PATEN cukup baik dan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. 

Dia menyebutkan bahwa: 

Waktu saya berurusan di sana, sebenamya pelayanannya sudah bagus, 
namun saya sendiri yang tidak melengkapai berkas yang diminta. Waktu 
itu saya tidak bawa foto, temyata foto harus dilampirkan. Sekiranya 
berkasnya lengkap hari itu juga selesai urusan saya. Para petugas 
mersepon dgn baik dan<me11dt1~Iig, penuh serta mempermudah dalam 
proses pembuatan surat. P~rlakl]an merel5:a'juga cukup bagus, bahasanya 
sopan dan ramah. Pokoknya saya merasa. c.ukup terbantu dan dimudahkan 
dengan pelayanan mereka. Dan satu hal lagi saya pikir ketika berurusan 
harus bayar temyata gratis. Sayajllgainerasa_senang sekali karena ketika 
saya mengurus SFID~ teniyata tidak sulit. Yarig saya bayangkan selama ini 
agak ribet pengurursannya ternyata setelah dijalani sendiri temya tidak 
sesulit yang dibayangkan: Kalau saya tahu dari awal seperti ini mungkin 
dari awal saya sudah mengurus SITU. Sel:pn~ 10 tahun menjalankan usaha 
ini, baru ngurus SITU tahun 2017. 

Hal senada juga disampaibn oleh infoiman lainnya seorang pelaku usaha 

di Desa Wono Mulyo yang pernah mengutris SITU, meilyebutkan bahwa: 
. . 

Pelayanan yang diberikan oleh para petugas PATEN sudah. bagus dan 
sudah melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan fungsinya. Jika 
berkas-berkas persyaratan yang diiriinta lengkap maka urusan bisa selsai 
dengan cepat paling 2 (dua) jam sudah selesai. Selain itu integritas dan 
kejujuran para penyelenggara PATEN sudah baik, terbukti tidak ada 
pungutan dan. semuanya gratis. Ini membuktikan bahwa para petugas 
PATEN memiliki kejujuran dan integritas yang baik. 

Tanggapan yang sama juga disampiakan oleh informim pengguna layanan 

. PATEN, Pemilik Apotek Fatmawati di Desa Wonomulyo menyebutkan pelayanan 

oleh para petugas PATEN sudah baik namun perlu ditingkatkan lagi. 
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Gambar9 

Aktivitas Pelayanan PATEN di Kantor Camat Tanjung Palas 

Timor Kabupaten Bulungan 

Gambar 10 
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Gambar diatas menujukkan bagaimana petugas PATEN memberikan 

pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pada gambar tersebut petugas 

menyerahkan dokumen kepada warga setelah melalui proses dan tahapan 

pelayanan PATEN . 

Komitmen lain yang patut diapresiasi para implementor adalah upaya 

jemput bola yang dilakukan para implementor untuk mendekatkan pelayanan 

PATEN kepada kelompok sasaran khususnya masyarakat yang rentang 

kendalinya jauh dari kecamatan dengan membuka pos/loket pelayanan PATEN di 

desa. Kondisi lingkungan geografis juga salah satu . faktor yang berpengarug 

terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Kebijakail ynag berkualitas tidak 

akan berhasil ketika diimplementasikan dalam sistuasi dan kondisi lingkungan 

yang tidak kondusif terhadap upaya pencapaian tujuan kebijakan (Erwan Agus 

Purwanto dan Dyah Ratih Sulistiawati 2015:87). Kendala geografis membuat 

masyarakat yang jauh dari kantor kecamatan cukup kesulitan untuk mendapatkan 

pelayanan yang maksimal, sehingga masyarakat jika berurusan dengan 

administrasi yang harus dilaksanakan di Kantor Kecamatan Tanjung Palas Timur 

memerlukan waktu yang lama, biaya yang mahal, dan tenaga yang cukup banyak. 

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa di Desa Woilomulyo yang jaraknya ± 45 

Km dari kantor kecamatan telah dibentuk pos pelayanan PATEN dan dapat 

melayani warga desa bersangkutan dan desa-desa lain yang berdekatan. 

Upaya jemput bola ini merupakan salah satu dukungan dari para 

implementor di Kecamatan Tanjung Palas Timur guna membantu 

terselenggaranya pelayanan PATEN yang lebih efektif dan efisien.. Dengan 

adanya kepedulian terhadap kebijakan yang sudah dibuat maka kebijakan akan 
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memberikan dampak yang baik dan berjalan sebagaimana mestinya. Untuk itu 

para pelaksana kebijakan hendaknya memberikan dukungan sepenuhya dengan 

menjalankan serta mengatasi segala masalah yang timbul. 

Komitmen yang dimiliki para implementor, seyogianya bersinergi dengan 

dukungan dan komitmen yang tinggi bagi para pengambil kebijakan, khsusunya 

dukungan finansial. Pemerintah Kabupaten Bulungan memiliki komitmen dalam 

penyelenggaran PATEN di Kecamatan Tanjung Palas Timur dan kecamatan-

kecamatan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari. aspek regulasi melaui Peraturan dan 

Keputusan Bupati yang mendukung Pelayanan PATEN. Kendati demikian 

komitmen tersebut pei"Iu dibarengi dengan dukungan .. dari aspek lain seperti 

pendanaan, sarana dan prasarana dan peningkatan kapasitas. Sejalan dengan itu, 

basil wawancara dengan Kasubbag Administrasi Pemerintahan Setkab Bulungan 

menyatakan: 

Secara pribadi Pemerintah Kabupateil Bulungan sudah berbuat banyak 
demi lancarnya kegiatan PATEN, namun demikhm ada hal-hal yang perlu 
penegasan dan pendampingan, tidak hanya sekedar monitoring dan 
evaluasi. Jadi komitmen pemerintah dalam mendukung keberhasilan 
PATEN menurut saya biasa saja. Hal ini bisa dilihat pada anggaran 
penyelenggaraan PATEN yang tidak signifikan. Karena ada masukan dari 
beberapa kecamatan tolong ditambah anggaran kami karena untuk 
mengurus perizinan itu butuh biaya. 

Dari basil wawancara tersebut menujukkan bahwa dukungan dan 

komitmen pemerintah Kabupaten Bulungan terhadap pelaksanaan PATEN belum 

maksimal. Untuk itu dukungan pemerintah terhadap penguatan-penguatan pada 

aspek fmansial adalah sebuah -keniscayaan demi terselenggaranya pelayanan 

PATEN yang efektif dan efisien. 
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Berdasarkan uraian, observasi dan basil wawancara sebagaimana yang 

dijelaskan diatas, memberikan makna bahwa faktor disposisi yang dalam 

pelayanan PATEN di Kecamatan Tanjung Palas Timur sudah berjalan dengan 

baik. Meskipun komitmen pemerintah Kabupaten Bulungan belum maksimal 

dalam mendukung kebijakan PATEN, namun secara keseluruhan karakter, sikap, 

per1ilaku, respond dan komitmen yang ditunjukkan oleh para implementor di 

Kecamatan dalam memberkan pelayan PATEN sudah baik dan memadai. 

4. Struktur Birokrasi 

Struktur birokrasi peilting dalam implementasi kebijakan. Aspek birokrasi 

ini mencakup 2 (dua} hal penting yaitu. m~~pi~111~ dan struktur organisasi 

pelaksana itu sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah 

ditetapkan melalui · Standar Operating Procedur (SOP) yang dicantumkan dalam 

guideline program kepijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang 

jelas, sistematis, tidak b~rbelit dan mudah d1pah~i oleh siapapun karena akan 

menjadi acuan dalam. bekerjaanya implementor. (Geore C. Edward dalam 

Dwiyanto Indiahono:32); Ditambahkan olehDWiyanto Indiahono bahwa struktur 

organisasi pelaksanapun sedapa:t niungkin menghindari hal yang berbelit, panjang 

dan kompleks. 

a. Mekanisme Pelayanan PATEN 

Dalam pelaksanaan kebijakan Standar Operating . Procedur (SOP) atau 

prosedur kerja sangatlah penting diperhatikan untuk mencapai tujuan dari 

kebijakan tersebut. Dengan SOP para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu 

yang tersedia dan dapat berfungsi untuk melaksanakan tindakan-tindakan 

dengan benar sesuai dengan prosedur yang ada, sehingga dapat menimbulkan 

--------------
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dampak yang baik dalam pelaksanaan kebijakan. Adanya standar yang 

menjadi pedoman dalam memberikan pelayanan yaitu adanya pedoman 

dalam memberikan pelayanan. 

Seluruh pegawai dianggap masyarakat sudah bekerja sesuai dengan 

standarnya. Karena setiap pelayanan yang diberikan selalu melalui prosedur 

yang telah ada. Dan dijelaskan secara rinci. Para pegawai tidak pernah 

bekerja sesuka hati tetapi semua sufW,h adaaturan dalam bekerja. Seperti tidak 
-,·.:-_ -· .. ' 

:~ ' : . 

ada pungutan liar karena sud@.h aoa,. petahiran, proses pengajuan permohonan 

. bantuan juga menjalanfbeber~pa prosedur terlebih dahulu dan pegawai tidak 

boleh mempercepat .atau-1lletri~~rikan · prosedur yang berbelit-belit dalam 

pengurusan tersebut . karena semua sudah ada standarnya. Dengan bekerja 
- ; •· 

sesuai standar operasiohaltersebut pegawai merasa cukup baik. Karena 

merasa pegawai. bekerja sesuai dengan keten:tuan yang berlaku. Masalah yang 

terkadang timbul membuat.parn ·pegawai tidak dapat -bekerja sesuai dengan 

prosedur yang ada. Kekurangan pegawai .. juga menjadi hal utama yang membuat 

pegawai belum dapat bekerja sesuai dengan standar operasional yang telah ada. 

Standar Operating Pr()cedur (SOP) adalah pedoman atau acuan untuk 

melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian 

kinerja instansi pemerintah · berdasarkan indikator indikator teknis, administratif 

dan prosedural sesuai · dengan · tata kerja, prosedur keija dan sistem kerja 

pada unit kerja yang bersangkutan. 

SOP tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal, karena SOP 

selain digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik yang berkaitan 
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dengan ketepatan program dan waktu, juga digunakan untuk menilai 

kinerja organisasi publik di mata masyarakat. SOP yang baik mencantumkan 

kerangka kerja yang jelas, sitematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh 

siapapun karena akan menjadi acuan dalam · bekerjanya implementor. 

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan wawancara dengan informan 

diperoleh data dan informasi bahwa mekanisme pelayanan PATEN di Kecamatan 

Tanjung Palas Timur masih mengacl}. kepada Standar pelayanan PATEN yang 
-· . ···- .. -.· .. <-:~:._. __ ;.:.:-:·-

· dibuat oleh Kabupaten, ~~d~~aii ' ···spp::.k~c~atan sendiri belum tersedia. 
. -. . . 

Kondisi ini sedikit banyakriya berpeng~ruh ·· terhadap efektifitas pelayanan 

PATEN. Seyogianya Kec~ati:ip~Ine,mbiiat SO~ S.e~c!ifi.ya,ng disesuaikan dengan 

karakteristik masyatakatrtyadengan'tetap mengac~ kepa.da standar pelayan ynag · 

dibuat kabupaten. Dil?lamL standar .· petayah~~ ·te~eli\lt~(libuat sebagai pedoman 

bagi obyek dan subyek pelayanan,: sehirt:gga ··ciatafu.· pel~snaan pelayanan dapat 
. -~ .;:---. _, -. -· . 

berjalan lebih cepati,tepat .. Wakiu,· mud,}Jf.:da,n· trasJ:l~ariin, sebagaimana ·yang 

tertuang dalam PeraturanBupati Bulungan'NomorJ2Tahun 2013 tentang Standar 

Pelayanan Administrasi Terpadu ·:Kecam~tan, Perizirian dan Non Perizinan di 

Kecamatan Se Kabupaten Bulung~ • 

. ··. ·- . - . . -.. . .. ·.--. 

Untuk selengkapnya S!andar Pelayan :e~rizinan dan Non Perizinan dapat 

dilihat dalam TabdBetilfut: ... 
;··,' 
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Tabel 9 

Standar Pelayanan Perizinan di Kecamatann Se Kabupaten 
Bulungan 

Dasar Persyaratan Lama Besarnya Mekanisme Mas a 

Hukum Proses biaya Berlaku 

3 4 5 6 7 8 

L Perda 1. Surat 7 (tujuh) LRTxLGx l.Pemohon 5 (lima) 
Nomor 12 Permohonan hari kerja menuju loket 
Tahun SITU sejak berkas ILxTR informasi Tahun 
20ll (Disediakan perrriohonan 2.Pemohon 
tentang kecamatan) .. s,ejak ®rkas · · mengisi 
retribusi ~. Foto copy surat · perinohonan blanko 
izin kepemilikim dinyatakail · proses 
tertentu; tanah;' lengkap pen guru san 

~- Peraturan S.Foto copyKTP peizinan 
Bupati yarig !Jlasih . . 3. Pemroresanl 
Bulungan berlaku pemriksaan 
Nomor31 ~.Pas Poto berkas 
tahun 2013 berwarna persyaratan 
ten tang ukuran 3x4 4. Peninjauan/p 
pendelegas sebanyak 5 emeriksaan 
ian (lima) lembar kelapangan 
sebagian (l;;ttar belakang jika 
urusan bern+na biru) diperlukan 
pemerintah ~- B\lkti, 5. Penervitan 
an yang pembayaran izin 
menjadi Reti-ibusi 6. Penyerahan 
kewenanga ~- Dokumen·kajian izinkepada 
n Bupati lingkungan pemohon 
kepada berupa Amdal, 
camat. UKL,UPLatau 

SPPL 
~- Rekomendsi 

dari intansi 
terkait 

~- Akta Notaris 
bagi usaha 
berbadan 

· hukum 
9. Surat kontrak/ 

sew a 
tempatusaha 
(bagi tempat 
usaha yang 
mengintrak/men 

. yewa). 
lO.Foto bangunan 

tempat udaha 
yang berplank 
nama 

Ket 

9 

Final di 

Kecamata 

n 
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Somber: Lampiran Peraturan Bupati Bulungan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Perizinan 
dan Non Perizinan di Kecamatan Se Kabupaten Bulungan 

NO 

1 

1. 

2. 

3. 

TabellO 

Standar Pelayanan Non Perizinan Di Kecamatan Se Kabupaten 
Bulungan 

JENISNON DASARHUKUM PERSYARATAN LAMA BESARNY 

PERIZINAN PROSES ABIAYA 

2 3 4 5 6 

Surat Keterangan 1. Perda Kab. · I; Sl.lhit Keterangan I hari kerja 
Kurang Mampu Bulungl1n Nonior d~iketu~ sejak berkas 

11 Tahun 2005 RT!RW; permohonan 
ten tang 2. Surat keterangan dinyatakan 
Penyet~gga.railti . ·. dariDesa/ Ierigkap ( 
Kepeilduduialn · keluta}l~n; jika kondisi 
dalam Wliayah 3;fot() copy K:<1rtu prasarana 
Kabupaten Kelua:rga yang dai1 sarana 
Bulungan . bersangkutan; mendukung, 

2. Peraturan Bupati 4~·Foto copy KTP · pejabat yang 
Bul;ungan Nomor yang berwenang 
31J'ahun 2013 bersangkutan. berada 
tenang ditempat) 
Pemlelegasian 
Sebagaian Urusan 
Pemeriniaban yang 
Menjadl 
Kewenangan 
Bupati Kepada 
Camat 

Surat Keterangan Sda 1. Surat keterangan 
Pindah Dalam dari ketmi 
Kabupaten RTIRW; 

2. Surat Keterangan 
dari Desai 
Kelurahan; 

3. Foto Copy KTP 
yang 
bersangkutan; 

4.Pas Foto 
Berwama Ukuran 
3 x 4 sebanyak 3 
Iembar. 

Surat Keterangan Sda 1. Surat keterangan Sda Sda 
Domisili dari ketua 

RT/RW; 
2. Surat keterangan 

dari Desai 
Kelurahan; 

KET 

7 

Sda 

Sda 
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4. Surat Keterangan Sda 1. Surat keterangan Sda Sda Sda 
Kematian dari Ketua 

RT/RW; 
2. Surat Keterangan 

dari Desai 
Kelurahan; 

3. Foto Copy Kartu 
Keluarga yang 
bersangkutan; 

4. Foto Copy KTP 
yang 
bersangkutan. 

5. Surat Keterangan Sda 1. Surat Keterangan Sda Sda Sda 
Ahli Waris dari Ketua RT I 

RW; 
2. Surat Keterangan 
·· · daifDe-saJ 

· - K~ltif:ili~n; --
3~ SuriitKeterangim 

Kematirur · · 
-{Foto cop; K.aitu 

K:eh,1arga qari 
-• · senlua'J(~Iiliirga; 
~.-Foto·copy KTP 

darisemua 
keluarga:. 

6. Surat Keterangan Sda 1 ~ Surat Keterangan Sda Sda Sda 
Kuasa Ahli · dari Ketua: RT I 
Waris RW; 

2. Surat Keterangah · 
dari Desai -
Keluraban; · 

3. SuratKeterangan 
· Kema:tian; 

4. Foto Copy Kartu 
Keluarga Ahli 
Waris; 

5.Foto copy KTP 
Ahli Waris. 

7. Surat Pengantar Sda 1. Surat Keterangan Sda Sda Sd 
Dispensasi untuk dari Ketua RT I 
Menikah RW; 

2. Surat Keterangan 
dari Desai 
Kellll'llllan; 

3.Foto copy KTP 
yang 

_ bersangkutan; 
4. Pas foto berwarna 

Ukkuran4 x 6 
sebanyak 3 
Lembar. 

8. Surat Pengantar Sda 1 . Surat Keterangan Sda Gratis Diteruskan ke 
Pembuatan Kartu dari Ketua RT I Disdukcapil 
Keluarga RW; 

2. Surat Keterangan 
dari Desai 
Kelurahan; 
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Surat Pengantar Sda 
Keterangan Pinda 
antar Kabupaten. 

Surat Penagntar Sda 
Akte Kematian. 
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. _·, 

3. Kartu Keluarga 
Lama; 

4. Surat Nikah atau 
Surat Cerai bagi 
yang membuat 
KKkarena 
perkawinan I 
perceraian; 

5. Surat Keterangan 
Kelahiran; 

6. Surat 
Penagangkatan 
Anak bagi yang 
mengadopsi atau 
mengankat anak; 

7~$1,1rat K.eterangan 
-~---_ · J>indali':datang 

ii~~":ri 
8.Surat K.eterangan 

:,- I>mci.~ ~ag·i,: .. ••- • 
> pendudukyang · 
--• pindah-anta~ .. 

Keliirahan dalam 
wilayah Tanjung . 

··. Selor.•· 
1. ·Surat Sda Gratis Diteruskan ke 

Keter~rigaild!ll"i Disdukcapil 
Ketua RT I RW; 

c ~;1 Surat:Keterangan 
· ·dari P~sai 

--
Kelurahan. 

L Suraf Sda Gratis Diteruskan ke 
Keterangan Disdukcapil 
Kematian dari 
Dokter/ 
Puskesmasl 
Rumah Sakit I 
RTIRW; 

2. Surat 
Keterangan dari 
Desai 
Kelunihan; 

3. Foto Copy Kartu 
:l(eluarga 
Almarhuml 
Almarhumah 1 
Lembar; 

4. Foto Copy KTP 
Almarhuml 
Almarhumah 1 
Lembar; 

5. Foto Copy Kartu 
Keluarga Saksi 2 
orang masing-
masing 1 
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Lembar 
6. Foto Copy KTP 

Saksi 2 orang 
masing-masing 1 
Lembar. 

11. Surat Sda 1. Surat Sda Gratis Diteruskan ke 
Rekomendasi Keterangan dari einstansi 
Keramaian Ketua RT/RW; terkait 

2. Surat 
Keterangan dari 
Desai 
Kelurahan. 

12. Surat Rekomdasi Sda 1. Surat Sda Gratis Diteruskan ke 
1MB Keterangan dari 

KetuaRT/RW; 
2. Surat 

· Ki#rangan dari 
oesa/ 

· Kelurahan. 
13. Perekaman E- Sda 1. Surat Keterangan Sda Gratis 

KTP dari Desa/ 
Kelurahan; 

2: · Foto Co[py kTP 
·lama; 

3. Foto Copy Kartu 
Keluarga. 

Somber: Lampiran Peraturan B.upatiBulungan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan 
Perizinan dan Non Perizinan di Kecamatan Se Kabupaten Bulungan 

Dalam Standar pelayanan PATEN diatur ten tang alur-alur pelayanan 

perizinan dan non perizinan. Namun terkadang pelayanan PATEN di Kecamatan 

Tanjung Palas Timur tidak mengikuti alur-alur yang sudah ditetapkan. Sejalan 

dengan itu basil wawancara dengan Kasubbag Administrasi Pemerintahan 

menyatakan bahwa: 

Yang kami ·lihat, paradigma pelayanan di Kecamatan Tanjung Palas 
Timur, masih paradigma bukan PATEN. Misalnya masih terdapat 
sebagaian inasyarakat jika berurusan dikecamatan itu ketemu langsung 
dengan Kepala seksi yang membidangi urusan tertentu. Misalnya ngurus 
raskin dengan Kasi BPMD, ngurus tanah dengan Kasi Pemerintahan, 
ngurus KTP dengan Kasi Pemerintahan. Sementara metode Pelayanan 

. Terpadu Satu Pintu (PTSP) inikan harus melalui loket. Loket itu sudah ada 
yaitu loket penerimaan berkas dan loket penyerahan berkas. Dilain pihak, 
pos-pos pelayanan lainnya seperti loket verifikasi berkas, operator 
computer , pemegang kas dan petugas lapangan masih bercampur dan 
tidak jelas karena tidak ada atribut yang terpasang dimeja para petugas 

einstansi 
terkait 

Final 
Kecamatan 
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PATEN. Para petugas PATEN bekerja belum sesuai dengan Standar 
Pelayanan yang ditetapkan. Misalnya petugas informasi masib merangkap 
dan bertanggung jawab sebagai petugas operator, kadang juga sebagai 
verifikator. Jadi siapa yang ada dialab yang memproses berkas itu 
meskipun itu bukan tugasnya. 

Sementara itu, di lain pibak basil wawancara dengan Sekretaris Camat 

Tanjung Palas Timur mengungkapkan pemyataan yang berbeda babwa: 

Untuk pelayanan PATEN sejaub ini masib mengacu kepada SK Camat 
tentang pengangkatan petugas pelaksana PATEN dengan uraian tugasnya 
masing-masing. Sejau.b ini ~elay~~~n PATEN berjalan sebagaimana 
mestinya, meskipun kecamatan' be}m)t mernbuat SOP sendiri dan masib 
dalam proses. Itu artinya para petuga:s PATEN sudab melaksanakan 
pelayanan sesuai dengan uraian tugas yang diberikan. Kalupun ada yang 
berbalangan pelayanan · dapat · dib~rttii :oleb petuga yang lain. Mudab­
mudahan dalam waktu dekat SOP- pelayanan PATEN yang dibuat 
dikecamatan cepat selesai. 

Dari basil wawancara kedua inforinan, serta · observasi dilapangan 

memperlibatkan bahwa pelayanan PATEN di Kecamatan Tanjung Palas Timur 

bel urn sepenubnya sesuai dengan ketentuari da.lrun. struidar pelayanan PATEN 

yang diatur dalam Permendagri_ Nomor 4 Tabun 2010. Kendalanya karena 

disamping SOP kecamatan belum ada, personil yang ada di Kecamatan Tanjung 

Palas Timur relatif masih kurang jika ingin m~nerapkan pelayan PATEN yang 

ideal. Dimana jika barus mengacu kepada SOP yang diatur dalam Permendagri 

Nomor 4 Tabun tabun 2010 PATEN itu dilaksanakan ditempat-tempat yang 

pegawainya banyak. Untuk itu diperlukan kesiapan dan persiapan yang memadai 

untuk melaksanakan PATEN dengan segala konsekwensinya, temtuma SOP yang 

perlu dibuat berdasarkan karakteristik dan kondisi wilayah. Dimana Tanjung Palas 

Timur salab satu kecamatan yang rentang kendalinya cukup jaub dari kabupaten. 
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Tujuan SOP adalah menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh 

satuan unit kerja instansi pemerintahan untuk mewujudkan good governance. 

b. Struktur Organisasi 

Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi mempunyai peranan 

yang penting. Struktur organisasi ini erat kaitannya dengan karakteristik badan 

pelakasana, menunjuk seberapa besar daya dukung struktur organisasi , nilai-nilai 

yang berkembang serta hubungan yang terjadi di internal organisasi. (Van meter 

Van Horn dalamdwiyanto lndiahono:39). 

Struktur organisasi ini menggambarkan tentang pembagian kewenangan, 

hubungan an tara unit-unit organisasi . yang ada dal~m organisasi, dan hubungan 

antar organisasi. Strukutur organisasi yang tidak efeisien akan menghambat 

implementasi kebijakan. Kaitannya dengan struktur organisasi pelyanan P A 1EN 

di Kecamatan Tanjung Palas Timur, basil observasi di lapangan dan wawancara 

dengan informan diperoleh ·fakta bahwa struktur· orgailisasi pelayanan PA1EN 

masih menyatu dengan struktur organisasi kecamatan. Menurut Kasubbag 

Administrasi Pemerintahan Setkab Bulungan yang diminta keterangannya bahwa: 

Struktur organisasi sebenarnya tidak . susah dibuat karena sudah jelas 
jabatannya di SK, tinggal kuncinya ada di penanggung jawab. Karena dia 
bertanggung jawabterhadap seluruh ·aktivitas PATEN. Bagan struktur itu 
perlu dibuat sebagai bahan i11formasi juga buat masyarakat. Jadi kalau ada 
keluhan masyarakat, dia . bisa tabu mengadu kesiapa tergantung 
penanggung jawabnya. Bagan struktur itu bukan hal yang sulit. Dan itu 
bukan levelnya pak camat memikirkan hal-hal seperti itu. Tapi penting 

· . bagi camat sebagai penanggung jawab Pelayanan PATEN memberikan 
pembinaanjadi intinya tanggungjawab. 

Dari basil wawancara tersebut memperlihatkan bahwa belum tersedianya 

hagan struktur organisasi petugas pelayanan PATEN di Kecamatan Tanjung Palas 
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Timur menunjukkan tanggung jawab dan kewenangan personil yang bertugas 

dalam pelayanan PATEN belum berfungsi secara optimal. 

Dari pembahasan tentang struk."tur birokrasi sebagai salah satu fak.1:or yang 

berperan dalam iplementasi kebijakan PATEN di Kecamatan Tanjung Palas 

Timur memperlihatkan bahwa struktur birokrasi tersebut sudah berjalan namun 

belum mendukung sepenuhnya penyelenggaraan PATEN. Hal ini dapat dilihat 

dari masih terjadinya pelayanan PATEN yang belum sesuai dengan SOP yang 

sudah ditetapkan. Sementara-~d:P_t~J)Jti~g¥~e,J~y~nan PATEN di kecamatan yang 
~-.; - . -.' ... __ ··:·~',~ ~-~~(::{"•?,.-.. -,o.-,-.,~:.:~:.:::- 0 -~- :::-•••• :':. 

~. ;' .... 

seharusnya ada belum -tersedia. I)~~iki~~. pul~- dengan Struktur organisasi 

pelayanan PATEN jug~~ho~hml tet~e~fa, ~~~!ti~g_if.:J;#~kMi~me pelayanan PATEN 

bel urn berjalan sebagai.mtfuayaiig'idiharapkflit.~::_ -

Berdasarkan'' beberapa.penj~las<:tll:- ;dja~~ic:···m~pgnjukkan bahwa proses 
. - - ' .. :,. : :-:-.:: ~-: '_,_· 

implementasi kebijakan PATEN di Kecalllatan Tanjlll!g Palas Timur sudah 

berjalan dengan baikmeskipun.beJwp m~s.itn_al;::tJ~~pelayanan pada perizinan 

maupun non perizi~an; ·;Dimana --riiasyara~~t :p~~g~a layanan PATEN sejak 

penyerahan berkas sampai kep~ci~ penerim~n:ber}(as .dilayani dengan pelayanan 
: ·. :~. ..... . . . 

terpadu satu pintu sehingga proses pelayanan lebih mudah dan cepat apa bila 

berkas-berkas persyaia:mn yang diminta petugas PATEN lengkap dan terpenuhi. 
-.. - ·- ":.~; .-: . . ' 

Hal ini menggambarkan · bahwa tuj11an _. PAtEN untuk mempermudah, 
' ·.:. ~~ .. ·. -:. ... 

mempercepat d<!ir m'emperpend~~ _jarak 'peJa:Yliiian kepada masyarakat dapat 

diwujudkan, terlebih lagi pelayanari untuk perizinan bidang usaha kecil sudah 

dilaksanakan di kecamatan yang sebehnmiya masih di ibu kota kabupaten. 
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C. Faktor Pendorong lmpelementasi Kebijakan PATEN di Kecamatan 

Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan 

Pada pembahasan sebelumnya disebutkan bahwa tujuan PATEN adalah 

untuk mempercepat, mempermudah dan mendekatkan pelayanan kepada 

masyarakat. Terkait dengan itu faktor pendorong implementasi kebijakan PATEN 

di Kecamatan Tanjung Palas Timur adalah: 

1. Amanat dari Peraturan M~nt¢rfu~f~~~Negeri Nom or 4 Tahun 201 0 tentang 
--~>-:-_;._ -:-'~' ~:,-:· .7 •• ,.·._·._ -;,- :"- ·.:.;: •• 

.:.-,:..i_}:;_:__-z :.o'- ::·.:~.,o. . . --~~-_._ '--::~~---·--:.: . 

Pedoman Penyelengg(f~WtP¢t~):@[a--HMtm't4is!rasi terpadu Kecamatan. 

Berdasarkan Permel'ld~gri terseb{Jt,. 1llenxe~uutkan bahwa paling lambat 5 
.::·..:_'~:~ ·::: .... ·::: .. :·:::·_ =~ ~ ---·- . . -- ~~.. .. '·- .. -· -- . . . . -
. - .... · - . -·: ... ,,· . ---· 

(lima) tahun set~1~1/fer~itii}a.·:J;~rffiendagri tersebut, semua kecamatan di 
- .:·.::· ...... ~-~':_·--···· ·:::.:-.:;::· -~--~-- · .. -- ··- - -

~.::·.:.•.->' ,··! ··- ~---·.< 

2. 

seluruh Indonesia diwajibkan melaksanakan pelayanan PATEN. 
-~-- ',/·:~:::t~~-::~F·?~t-~~}-::.->~\·'_~, _::·-~~:~ -.:·:-.:~;·_·'---=----~-- - :-.~-- .... _:··r .--- ----·: : 

Untuk menjangkafi:(lilti'Jri~~Be~atkan :p~la;~n~m .kepada masyarakat khsusunya 

yang letak geog:r:a:fisny~jal,l)l o~ri jbu koW. kabt:maten, ·- -- ~-·-- •··· ... -~::~ --~ . .. . :·-:- . - .--·. -__ ··-·· . 

3. Untuk mengoptiml~ka~,.p~rnli:-kecaQi~tan _-terhadap pelayanan masyarakat. 
.· .. "( ':·- . . - - . ·- . 

Mengingat selama ini kecamatan dinilai belum optimal dalam melayani 
_·-' ';..:~-

masyarakat, sementarn'i,-kecilmatan merttpakan salah satu ujung tombak 

pelayanan dalam m~syarak~t. ·. 

D. Faktor Penghambat~· da~ strategVIJpaya Mengoptimalkan program 
- . ··- .--

PATEN di ~ec~~~t1ln'T:;;t~jung Palas TiBiur 
-~- . -
: .-:--._ 

Disamping · faktor -pendororig iinplementasi kebijakan PATEN, terdapat 

beberapa faktor penghambat yang · pe~lu mendapatkan perhatian bagi para 

implementor dan para pengambil kebijakan. Adapun faktor penghambat tersebut 

antara lain sebagai berikut: 

1. Faktor Internal meliputi: 
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a. Komunikasi yang dibangun oleh para implementor melalui sosialisasi 

PATEN belum menyentuh keseluruh lapisan masyarakat. 

b. Kualitas dan kuantitas SDM belum optimal, sarana dan prasarana 

PATEN yang belum memadai serta terbatasnya dukungan fianansial. 
I: 

I 1 c. Standar Opersioanal Prosedur sebagai pedoman dalam melaksanakan 

I i i 

pelayanan PATEN belum tersedia demikian pula struktur organisasi yang 

seharusnya dibuat juga belum tersedia. 

2. Faktor ekstemal meliputi: · 
.. 

a. Masih terdapat sebagian masyarakat yang berurusan belum mengikuti 
I i 

I 

'' 
prosedur dan IJlekanispe pel~yanaiJ ·PATEN· . · 

. - -- -. 

b. Komitmen pemetintah kabupaten BIJhingan terhadap perioritas anggaran 

penyelenggaraan PATEN masih rendah.- , .. 
--. -- -· ----. . -. ·- - . - - ....... ~-; - -

I: 
Berdasarkan faktor penghambat yang dikemukakan diatas, 

strategi/upaya-upaya yang dilakuk~lRguna mengoptimalkan pelayanan PATEN di 
I, 

. . ' .. .. 

Kecamatan Tanjung Palas Timur a'dalah sebagai berikut: 
. .. -. - . - -

a. Memaksimalkan sosialjsasi PATEN melalui. peran para perangkat desa, 

tokoh masyarakat, ketua-ketua R T IR W untuk mensosialisasikan PATEN 

kepada warganya yang belum mendapatkan ·inforrnasi tentang PATEN. 

Disamping itu sosialisasi PATEN dapat diintensifkan melalui media cetak, 
. - .-.- . 

seperti memperbanyak brosur-brosur, tiiemanfaatl\aii media elektronik dengan 

mengapload di media sosial melalui face book. atau tweeter dan sejenisnya. 

b. Pemerintah Kecamatan Tanjung Palas Timur harus memiliki kebesaran jiwa 

untuk menerima dan melaksanakan pelayanan PATEN dengan 

memaksimalkan segala kemampuan dengan keterbatasan yang dimiliki. 
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Tentunya dibutuhkan juga inovasi-inovasi bagaimana dengan keterbatasan itu 

tetap bisa survive melayani masyarakat dengan baik, artinya ada kemauan 

keras dari pemerintah kecamatan untuk mensukseskan program PATEN. 

c. Komitmen yang tinggi bagi Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk 

melakukan penguatan-penguatan terhadap kecamatan dalam hal fmansial, 

sarana dan prasarana, dan penguatan kapasitas petugas PATEN melalui 

I I bimtek, diklat dan sejenisnya. 

d. Pemerintah Kecamatan Ja!ijllr!?-.J>~J~~Ti"tlir segera membuat SOP sebagai 

pedoman dalam meinberikan . pelayanan masyarakat guna mewujudkan 

I, 
pelayanan yang ~f~Igjf .. 4a#.)~pt_!ii1~L SOP di_l1uat"sesuai dengan karakteristik 

. . . 

dan kondisi masya~akat diXce9ahlatan TanjungJ>alas-Timur. Dengan adanya 

SOP masyarak~t __ j~nl~_;,ta,h~)!{e~~misme_ dartpr<:J~~dur pelayanan PATEN. 
-·' .. __ . --- ~--- -- --- -· --. 

' I Selain itu sruktur.organisasLpetugas PATEN dibuat tersendiri yang terpisah 

dari struktur organisasi·kec~atan. 

I' 
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A. KESIMPULAN 

BABY 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pelayanan 

Adminsitrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Tanjung Palas Timur, dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Dengan menggunakan 4 (em pat) faktor yang berperan penting dalam 

implementasi kebijakan menunjukkan variasi kemampuan antara faktor satu 

dengan yang lainnya berbeda-beda. Terdapat 2 ( dua) faktor yang berjalan 

cukup berhasil dan memadai yaitu faktor Komunikasi dan Sumber daya, 1 

(satu) Faktor yang berhasil dan berfungsi dengan baik (faktor disposisi) dan 1 

(satu) faktor yang kurang berhasil yaitu faktor struktur birokrasi. Keempat 

faktor terse but dapat diuraikan sebaagai berikut: 

a. Komunikasi. Komunikasi yang dilakukan sudah berjalan dengan dengan 

cukup baik yang dilakukan melalui sosialisasi, kejelasan informasi dan 

konsistensi. Mekipun PATEN belum tersosialisasikan secara komprehensip, 

bukan karena sosialisasi para implementor kurang maksimal akan tetapi 

karena para para perangkat desa dan tokoh masyarakat yang tidak maksimal 

dalam menyampaikan kepada masyarakat sehingga sebagaian masyarakat 

belum mengetahui tentang program PATEN. Sementara informasi yang 

disampaikan dalam sosialisasi PATEN sudah jelas dan konsisten 

dilaksanakan. 

b. Sumber daya, sebagai faktor pendukung pelaksanaan PATEN cukup memadai, 

namun masih perlu ditingkatkan. Sumber Daya Manusia, baik dari aspek 

126 
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kualitas maupun kuantitasnya masih perlu ditingkatkan. Dari sisi peralatan, 

ketersediaan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelayanan PATEN 

sudah tersedia namun belum cukup representatif dalam membantu kelancaran 

dan efektifitas pelayanan. Dari aspek finansial sudah terakomudir dalam RKA 

kecamatan, namun anggaran PATEN beium dialokasikan tersendiri dalam 

suatu program kegiatan dan masih gabung dengan program dan kegiatan 

lainnya. Namun untuk ukuran di tingkat kecamatan sudah cukup memadai. 
-::-:···::· . . .\,;. 

c. Disposisi, menyangkut J'~.t~~Pi~~~~~~f~~tr-~~~~, implementor sudah berjalan 

dengan baik dan menradai~:Ya~g· ditunjukka~ ·d~~gan sikap jujur, responsive 

dan komunikatifte:fliada~cmas-oaraKatselakif' en· , ·- a Ia anan PATEN. - 'cc' ·c·P ,.,. OC'l'· .····~=···:''"P•c.c~~lJl , Y 

d. Struktur biro~i~Y:;~~pt!}'P'~mg~:· P~~~~<~:~tid¥~·\·qielaksanakan pelayanan 

sesuai dengan :!tl~~~~:'c~~i~Wife;w~nang~n,~~~t~l1!1WWJ ... ·;SOP yang seharusnya 
-:~- .,-,· .. 

. . . . . - . . . . . . 

digunakan sebagaipandua.n dabim pe.l51Yanan PA JEN. belum tersedia. Yang 

selama ini digutiakaif,:~ad:~Jtili':-'standar~pelayanan •dari~kabupaten. Disisi lain 
. ·-c~ . --.. - -· . - -- - - -·- - .... -- • - -· • - .•.• ·• • •. - .. •.. . .. 

dibuat, yang ada hanya:strJl~~:?rgani~a~J.~~~.a~atan. 

2. Faktor pendorong iniplemeptasi kebijakan PATEN adalah amanat 

Permendagri Nmrtbt 4'Tahu~ 2010 ,.,b~wa ·pem~rintah Kabupaten Kota 

diseluruh Indo~esi~-~~j1b'inel~:~.ksanaka,J1 pATENp~li~g lambat 5 (lima) tahun 

menjangkau dan meridekatk:m pelayarian kepada masyarakat khsusunya yang 

letak geografisnya jauh dari ibti kota kabupaten, faktor selanjutnya adalah 

mengoptimlakan peran kecamatan terhadap pelayanan kepada masyarakat. 
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3. Faktor penghambat implementasi kebijakan PATEN di Kecamatan Tanjung 

Palas Timur terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 

dari kecamatan yaitu komunikasi yang dibangun oleh para implementor 

melalui sosialisasi PATEN belum menyentuh keseluruh lapisan masyarakat. 

Kualitas dan kuantitas SDM belum optimal, sarana dan prasarana PATEN 

yang belum memadai serta terbatasnya dukungan finansial. Disamping itu 

SOP sebagai pedoman dalam melaksanakan pelayanan PATEN belurri 
< • • 

.. . . . . 

tersedia demikian pula stru_!(ftir ~q[g~h_iS,~~f y~g seharusnya dibuat juga belum 
.. ·:.· -· 

·-
tersedia. Sedangkan faktor ekstemalnya adalah dari masyarakat Tanjung Palas 

Timur. Masih terd~p~ft's¢J)agi'!n illasyt~,r*arYang berurusan belum mengikuti 

prosedur dan meka.llisine •P~~liiy~an PAT,EN~ Faktor eksternal lainnya yaitu 

komitmen pemeri~~ icabupaten B~ulungan terhadap perioritas anggaran 

penyelenggaraan i> ATEN masih rendah. 

Dengan demikian implemen~si kebijakan PATEN di Kecamatan Tanjung 

Palas Timur sudah berjalan d~ngan cukup baik'namunl)elum maksimal. 

Adapun strategi/ . ypaya~upaya yang dilakukan guna memaksimalkan 

pelayanan PATEN di Kecamatan Tanjung Palas Timur adalah sebagai berikut: 

a. Memaksimalkan · sosialisasi PATEN melalui peran para perangkat desa, 

tokoh masyarakat, ketua-ketua RT/RW untuk mensosialisasikan PATEN 
--

kepada warg~ya yang · belum mendapatkan informasi tentang PATEN. 

. Disamping itu sosialisasi PATEN dapat di intensifkan melalui media cetak, 

seperti memperbanyak brosur-brosur, memanfaatkan media elektronik dengan 

mengapload di media sosial/ media online meialuiface book atau tweeter. 
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b. Pemeriniah Kecamatan Tanjung Palas Timur harus memiliki kebesaran jiwa 

untuk menerima dan melaksanakan pelayanan PATEN dengan 

memaksimalkan segala kemampuan dengan keterbatasan yang dimiliki. 

Tentunya dibutuhkan juga inovasl-inovasi bagaimana dengan keterbatasan itu 

tetap bisa survive melayani masyarakat dengan baik, artinya ada kemauan 

keras dari pemerintah kecamatan untuk mensukseskan program PATEN. 

e. Komitmen yang tinggi bagi Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk 

melakukan penguatan-perigui:lt~t\,t~:f-Ij~d~rf )c~camatan dalam hal finansial, 
- ··: · .. ~·--:.:;_-:_;;:- ·~. ·:·. -·· _. ----~::' 

·-:·-,·· 

sarana dan prasarana, dan penguatan kapasitas petugas PATEN melalui 

bimtek, diklat dan sej~ni~ny~~ . · .. 

f. Pemerintah Kecamatari Tanj1nrg Pal~s.Tirriur!st;~e~~ membuat SOP sebagai 

pedoman dalam <ffieqiberik~n ~elay~nllH Jn?,Sy~rakat guna mewujudkan 

pelayanan yang efektif dan .optimal. SOP dibuat sesuai dengan karakteristik 

dan kondisi masyarakat di · Ke~~matarr Tanjlll1.g.'Palas Timur. Dengan adanya 

SOP masyarakat ja4i tt1hu mek~nisll}.e,. ·· pi()S€!d.l)r d~m alur-alur pelayanan 

PATEN. Selain itu sruktyr orgap.isasip~tugas PATEN dibuat tersendiri yang 
·.--.·- ._. 

terpisah dari struktur organisasi kecamatan. 

B. SARAN 

Dalam upaya melakukan perbaikat1 dan meningkatkan kualitas pelayanan 

PATEN di Kecamatan Tanjung P~las Timur, ,peiiehti menyarankan beberapa hal 

sebagai berikut : 

1. Teoritis 

Kepada peneliti lain yang tertarik terhadap masalah implementasi 

kebijakan publik dapat menggunakan faktor lain diluar dari 4 (em pat) faktor 
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(komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi) yang berperan 

dalam implementasi kebijakan, seperti faktor lingkungan sosial, ekonomi, 

geografis dan politik . Dimana situasi dan kondisi lingkungan yang tidak 

kondusif akan berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian tujuan 

kebijakan, meskipun kebijakan tersebut dipandang baik dan berkualitas. 

Faktor Iainnya seperti dukungan kelompok sasaran dan para stake holder juga 

menarik untuk diteJiti Jebih jauh , terhadap hal ini dimaksudkan agar basil 
-· ~ 

penelitian benar-benar d~pafd.~.ggt}~f~!i§~§!k~I!, 
--'::.-;.·"'·c.· >-:·: 

2. Praktis 

a. Pihak penyel.~tiggai~ -:-Pi\'fp~ ~di~¢q(lJn.~tlin~:Tanjung Palas Timur 

sebaiknya melakukan sosialisasF y?tig. ijit~il~ -.(jan menyentuh seluruh 
• • 0 • ."r 1 • • •" • •• .•"'• ', •" .• 

Iapisan masyarakat_ t~pta11g peJ.~y~~~n J>AJ.AN :melalui media-media 

dengan memperbanyak membagbbagikan brostlr,_ memanfaatkan media 

online seperti face. book ·-misalnya- ·- melaJuLfo~~ jual beli dan media-
- -

media lainnya yailg ·cepat·menjan~kau masrar.tkat. Khusu layanan 

perizinan sebaiknya dilli~u~an upaylij@mput bola dengan mendatangi 

langsung masyarakat _ yang belum -punya izin usaha (SITU) sehingga 

masyarakat dapatmemiliki legalitas dalamnienjalankan usahanya. 

b. Sejatinya Pemerintah- Kabupaten ·Btdungan· memiliki komitmen yang 

tinggi guna mendukuiig s:uk~esnya pep.yeJ~riggaraan, PATEN bukan hanya 

di kecamatan Tanjung Pal as Timur tapi juga di kecamatan Iainnya melalui 

dukungan finansial. Karena tanpa di dukung anggaran yang memadai 

tujuan program PATEN akan sulit terwujud. Disamping itu Anggaran 
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untuk pelaksanaan PATEN sejatinya dialokasikan tersendiri dalam RKA 

yang terpisah dari program lainnya. 

c. Sumber daya pihak Kecamatan Tanjung Palas Timur perlu adanya 

penambahan untuk menciptakan kualitas dan kuantitas sumber daya 

manusia sebagai aparatur penyelenggaraan yang mampu mendukung 

pelaksanaan PATEN, beserta peningkatan fasilitas pendukung dalam 

implementasi Pelayanan terpadu kecamatan seperti penambahan perangkat 
'. ~-;.:,_._.. . .. 

. .. 

teknologi yang man,tpy~;}1~.#1~H?i~g~tf_{J~~J.!!Yanan yang lebih cepat serta 
....• ; - ----~=--~_-:::.-:;:_ ~.:~~---~;_.:'··~- .. t-:::.?::i~-:-::- -=~~-~~~~.:""--

.. ··-~ -;, .. :}:::.':-.. - >.'-'\: ,o< --~-:- ~ 

efektif dan efesien. 

d. Kecenderung@·;~i}(~Jt p¥1~~ri!:i pfui!JS:':R¥~Affi~~,t!;perlu adanya peru bah an 

pola fikir (maiil~t}peg~¥i~t-~alaijJ ·u~~~~,~~W~~~~han penyelenggaraan 

pelayanan pu_~-Iil<: Jc~J?:~dt!JJl~~xarafs'!t"~ :P~J~X~.U'!tXJ~~pada masyarakat harus 
,_._ .. -:,:-, ----

dilaksanakari secara meny~l~ tanpa ad.a.PYa djskriminasi terhadap suku 

maupun kedudukanmasy~at da~am::kehi~upan~:sosial. Pelayanan kepada 
- .. 

masyarakat h~rris inen(;efrriinkan' 0adany~r ·:refolmasi birokrasi yang 
- . .' . . . . .- . ' ... - ~- . - - ·., __ _.- -~. ---- .. . ·.:. : . ·-.. -.: 

.. :·_, .. 

mereformasi me11tal: Qaikperilaku_::1Jir9~·~~i untuk mencapai pelayanan 

publik yang berkualitas. 

e. Struktur birokrasi dalam. implem~ntasi ·Pelayanan terpadu kecamatan 
.,·-.·.,.-· 

. - . . - -

tertuang dalam so.P·sebagafpedoll1ffi_ldalampelaksanaannya. Namun pola 

kerja pa# pega:Wai~4idal~rimya hlinis<iihbah_ pelay~pan PATEN harus 

diselenggarakan ~enurut sistem yang ~e~laku, sehingga SOP pelaksanaan 

dapat diselenggarakan dengan sebagaimanana yang diharapkan dalam 

tujuan pelaksanaan PATEN. 
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Lampiran I: Pedoman Wawancara 

PEDOMANWAWANCARA 

Pedoman wawancara dibuat untuk menjawab pertanyaan penelitian yang 

telah dirumuskan. Pedoman wawancara ini dibuat dalam daftar pertanyaan guna 

memperoleh informasi dan data yang dihasilkan dari wawancara yang bersifat 

terbuka, menyeluruh, dan tidak terbatas, sehingga mampu membentuk informasi 

yang utuh dan menyuluruh dalam mengungkap penelitan kualitatif. Pertanyaan:-

pertanyaan dalam wawancara dirumuskan sebagai berikut: 

A. Komunikasi 

1. Bagaimana pola penyampaian pesan yang dilakukan terhadap 

pelaksanaan PATEN 

2. Sosialisasi PATEN yang dilakukan da]am bentuk apa? 

3. Dalam sosialisasi PATEN media apa saja yang digunakan? 

4. Apakah pesan yang dimuat dalam sosialisasi tersebut sudah sampa1 

kepada kelompok sasaran? 

5. Apakah masyarakat sebagai kelompok sasaran sudah memahami pesan 

yang disampaikan dalam sosialisasi PATEN? 

6. Bagaimana respon masyarakat terhadap sosialisasi PATEN yang 

dilakukan? 

7. Tujuan sosialisasi PATEN adalah agar masyarakat dapat mengetahui dan 

memahami tentang fungsi dan manfaat kebijakan PATEN serta prosedur 

dalam pelayanan PATEN, apakah sosialisasi yang dilakukan selama ini 

sudah efektif atau belum, Jika sudah apa sajakah indikator yang menjadi 

ukuran bahwa masyarakat sudah memahami fungsi, manfaat prosedur dan 

persyaratan pelayanan PATEN? 
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8. Jika belum, hal-hal apa saja yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan 

sosialisasi pelaksanaan PATEN? 

9. Apakah pesan yang dimuat dalam sosialisasi PATEN tersebut konsisten 

dilaksanakan? 

B. Sumber Daya 

a. Sum her Daya Manusia (SDM) 

1. Berapajumlah pegawai /stafyang bertugas dalam pelayanan PATEN? 

2. Dalam pelayanan PATEN , apakah para implementor yang bertugas 

sudah memadai. antara jumlah tenaga dengan tugas-tugas pelayanan 

PATEN? 

3. Bagaimana penempatan SDM sebagai petugas dalam pelayanan 

PATEN? 

4. Apakah penempatan SDM sebagai petugas PATEN berdasarkan 

pertimbangan keahlian, keterampilan dan kualifikasi tertentu? 

5. Apakah staf/personil yang ditempatkan sebagai petugas pelayanan 

I I 

PATEN sudah melaksanakan tugas dengan baik? 

I 

6. Apakah stafyang ditugaskan sebagai petugas pelayanan PATEN sudah 

sesuai dengan keahlian dan kapasitas yang dimiliki? 

7. Terkait dengan kemampuan para petugas PATEN, apakah sudah 

mendapatkan pembinaan keahlian melalui pendidikan dan pelatihan? 

8. Apakah . ada . kendala yang dihadapi dalam menempatkan 

petugas/personil pelayan PATEN, j ika ada bagaimana cara 

mengatasinya? 
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9. Upaya apa s~a yang dilakukan dalam pengembangan kapasitas SDM 

bagi para petugas PATEN? 

b. Sumber Daya Finansial 

1. Apakah pelayanan PATEN menjadi perioritas dalam penysusunan 

Rencana keija Anggaran (RKA)? 

2. Apakah anggaran pelayanan PATEN dialokasikan tersendiri dalam 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)? 

3. Apakah Anggaran yang dialokasikan dalam kegiatan PATEN sudah 

memadai dalam mendukung kelancaran pelayanan dan tugas-tugas 

para implementor? 

4. Jika belum memadai, upaya apa yang dilakukan dalam rangka 

meningkatkan alokasi anggaran terhadap pelayanan PATEN? 

5. Masalah kekuarangan anggaran adalah maslaha klasik yang dihadapi 

oleh setiap SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. 

Dengan Anggaran yang terbatas, strategi apa yang dilakukan untuk 

mengoptimalkan realisasi anggaran sehingga pelayanan PATEN tetap 

berjalan dengan baik? 

c. Sarana dan Prasarana 

1. Bagaimanakah dukungan dan kesiapan Kecamatan Tanjung Palas 

Timur melaksanakan kebijakan PATEN? 

2. Sarana dan prasarana apa saja yang digunakan dalam pelayanan 

PATEN? 

3. Apakah sarana dan prasarana yang digunakan sudah cukup memadai 

dan membantu dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan PATEN? 
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4. Jika belum, bagaimana cara mengatasinya? 

5. Bagaimanakah respond dan tanggapan masyarakat yang memperoleh 

pelayanan PATEN? 

6. Apakah ada perbedaan kualitas pelayanan sebelum adanya PATEN 

dengan setelah adanya PATEN? 

7. Apakah masyarakat terbantu dengan kebijakan PATEN? 

8. Apa saja manfaat yang diperoleh masyarakat setelah adanya PATEN? 

C. Disposisi 

1. PATEN merupakan salah satu kebijakan dalam hal inovasi pelayanan 

yang bertujuan untuk mmemudahkan, mempercepat dan mendekatkan 

pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu diperlukan komitmen yang tinggi 

dari pemerintah selaku regulator dan implementor kebijakan dalam 

mensukseskan program ini. Sejauh ini, bagaimana komitmen pemerintah 

Kabupaten Bulungan dalam mendukung keberhasilan implementasi 

kebijakan PATEN? 

2. Apakah Pemerintah Kabupaten Bulungan memiliki komitmen yang tinggi 

terhadap keberhasilan pelaksanaan PATEN? 

3. Jika ya, komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk apa dan jika tidak 

apa alasannya? 

4. Bagaimanakah integritas dan kejujuran yang dimiliki para implementor 

dalam melaksanakan pelayanan PATEN? 

5. Bagaimanakah · semangat dan antusias para implementor dalam 

melaksanakan pelayanan PATEN? 
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6. Apakah Masyarakat puas dengan sikap dan pelayanan yang diberikan oleh 

para implementor? 

D. Struktur Birokrasi 

1. PATEN sebagai salah satu bentuk pelayanan satu pintu memiliki standar 

pelayanan sebagai dasar hukum dan pedoman dalam melaksanakan 

pelayanan kepada masyarakat sebagai petunjuk teknis pelaksanaan yang 

dikenal dengan Standar Operating Procedure (SOP). Apakah pelayanan 

PATEN di Kecamatan Tanjung Palas Timur sudah memiliki SOP? 

2. Apakah mekanisme pelayanan PATEN sudah berjalan sesuai dengan alur-

alur pelayanan sebagaimana yang ditetapkan dalam SOP, Jika belum, apa 

kendalanya dan bagaimana mengatasinya? 

3. Apakah dalam pelaksanaan PATEN dibentuk struktur organisasi 

peiayanan PATEN yang terpisah dari struktur organisasi kecamatan? 

4. Jika belum, apa kendalanya dan bagaimana mengatasinya? 

5. Jika ya, apakah para petugas PATEN yang masuk dalam struktur 

organisasi sudah dilakukan pembagian tugas dan fungsi yang jelas? 

6. Apakah para petugas PATEN sudah melaksanakan tugas sesuai dengan 

tugas dan fungsi yang diberikan? 

Catatan: Pertanyaan yang diajukan disesuaikan dengan kapasitas informan 
dalam menjawab pertanyaan 
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Informan Penelitian : 

Tempat : 
Hari dan Tanggal : 
Waktu . . 
Peneliti 

In forman 

Peneliti 
In forman 

' ' I· 
I 

Peneliti 
Informan 

Peneliti 

Inform an 
I: 
I • 

Peneliti 

lnforman 

Peneliti 

Inform an 

Lampiran II: Transkrip Wawancara 

TRANSKRIP WA W ANCARA 

INFORMANt 

Sekretaris Cam at Tanjung 
Bulungan (Bapak Asrori, SE) 

Pal as Timor 

Ruang Kerja Sekcam Tanjung Palas Timur 

lO.OOOWITE 

Kabupaten 

Bagaimana pola penyampaian pesan yang dilakukan terhadap 
pelaksanaan PATEN ? 
Pola penyampaian pesan dilakukan melalui sosialisasi yang 
efektifnya · dengah mengumpulkan perangkat desa dengan 
koordinasi yang intens dengan kepala desa, sehingga kepala 
desa bisa menyampaikan kepada masyarakat 

Sosialisasi paten dilakukan dalam bentuk apa? 
Sosialisasi dilakukan dengan mengumpulkan para perangkat 
Des a, ketua-ketua RT /RW, dengan mendatangkan 
narasumber dari Kabupaten dan Kecamatan. 

Dalam sosialisasi PATEN media apa saja yang digunakan? 
Sosialisasi PATEN dilakukan melalui pemasangan spanduk, 
brosur/pamplet, dan papan pengumuman. 

Apakah masyarakat sebagai kelompok sasaran sudah 
memahami pesan yang disampaikan dalam sosialisasi PATEN 
? 
Kalau ditanyakan apakah masyarakat sudah memahami 
PATEN, tentu masih ada yang belum memahami, hanya saja 
rata-rata dari desa sudah cukup memahami 
Apakah sosialisasi PATEN yang dilakukan selama ini sudah 
efektif atau belum, jika sudah apasajakah indikator yang 
menjadi ukuran bahwa masyarakat sudah memahami fungsih 
manfaat prosedur dan persyaratan pelayanan PATEN 
Sosialisasi yang dilaksanakan sudah efektif, indikatornya 
masyarakat dalam berurusan dikecamatan lancar dan tidak 
banyak menemui kendala, disamping itu masyarakat yang 
berurusan jarang bolak balik karen a sudah memahami 
prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi 

Apakah pesan yang dimuat dalam sosialisasi PATEN 
tersebut konsisten dilaksanakan ? 
Pesan yang dimuat dalam sosialisasi PATEN konsisten 
dilaksanakan, faktanya tidak ada pungutan dalam pelayanan 
PATEN 
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I 

I I 
I 
I 

I 

Peneliti 

In forman 

Peneliti 

Informan Penelitian 

Peneliti 

Informan Penelitian 

Peneliti 

lnforman Penelitian 

Peneliti 

Informan Penelitian 

Peneliti 

Informan Penelitian 

. 

. 

Berapakah jumlah pegawai atau staf yang bertugas dalam 
pelayanan PATEN ? 
Jumlah pegawai/staf yang bertugas dalam pelayanan PATEN 
sebanyak 13 orang, masimg-masing bekerja sesaui dengan 
tugas dan kewenangan yang dimiliki. Pembagian tugas dan 
kewenangan tersebut berdasarkan surat keputusan Camat 
Tanjung Palas Timur 

Dalam pelayanan PATEN apakah para implementor yang 
bertugas sudah memadai antara jumlah tenaga dengan tugas-
tugas pelayanan PATEN ? 
Dalam pelayanan PATEN, para petugas PATEN belum 
memadai namun petugas yang ada diupayakan untuk 
dimaksimalkan termasuk tenaga kerja sosial dari kabupaten 
yang diperbantukan di kecamatan diberikan tugas untuk 
pelayanan PATEN, seperti dalam pengurusan perekaman e-
KTP 

Apakah penempatan SDM sebagai petugas PATEN 
berdasarkan pertimbangan keahlian, keterampilan dan 
kualifikasi tertentu? 
Penempatan SDM sebagai petugas PATEN belum 
sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan keahlian, dan 
kualifikasi tertentu mangingat keterbatasan jumlah SDM yang 
tersedia, sehingga diperlukan kemauan dari para staf atau 
petugas untrue belajar dan bisa bekrja sama. 

Solusi apa yang perlu dilakuakn untuk memaksimalkan 
pelayanan PATEN dengan kondisi petugas PATEN yang 
belum memadai ? 
Solusi yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan 
PATEN dengan kondisi petugas PATEN yang bel urn 
memadai adalah memanfaatkan tenaga yang ada, misalnya 
tenaga honor dari dinas sosial dan tenaga honorer di 
Kecamatan 

Apakah staf yang ditugaskan sebagai petugas pelayanan 
PATEN pernah mendapatkan pelatihan ? 
Sudah pernah diikutkan pelatihan, misalnya perekaman e-
KTP 

Apakah ada kendala yanag dihadapi dalam menempatkan 
_I?_etugas PATEN? Jika ada, bagaimana cara mengatasinya? 
Ada tapi tidak terlalu prinsip, misalnya yang telah diikutkan 
pelatihan kebetulan tidak ada ditempat kadang-kadang hams 
menunggu, tapi itupun jarang terjadi 
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In forman Sarana yang digunakan dalam pelayanana PATEN antara 
lain: ruangan, loket, lemari arsip, computer, meja kerja. 

Peneliti Apakah sarana yang digunakan sudah cukup memadai dalam 
pelaksanaan pelayana PATEN ? 

In forman Saya kira cukup aja, namun ada saran a yang perlu 
ditingkatkan, seperti alat perekaman e-KTP, sehingga PATEN 
ini lebih fokus kepada pelayanan kependudukan, jadi untuk 
perekaman disini belum bisa karena penyedia jaringan itu 
memang sudah pernah digali alatnya namun belum bisa 
digunakan semua, bukan kecamatan disini saja tetapi hampir 
semua kecamatan itu mungkin yang perlu ditingkatkan, untuk 
sementara ini perekaman dilakukam di Kabupaten meskipun 
alatnya ada disini tapi belum berfungsih, memang sarana 
disini tidak bisa dibandingkan dengan . sarana yang ada di 
perkotaan, masyarakatpun sebenamya tidak pema komplen 
dengan sarana dan prasana yang tersedia 

Peneliti Apa yang perlu dibenahi supaya sarana dan prasana ini lebih 
bagus lagi? 

Informan . Saya kira ini masalah klasik juga, cuma sampai sekarang 
belum ada jawaban terkait dengan ketersediaan tenaga listrik 
yang sangat dibutuhkan baik oleh pemerintah maupun oleh 
warga masyarakatnya, karena dari seluruh kecamatan di 
wilayah kabupaten Bulungan,kecamatan ini saja yang belum 
teraliri listrik 

Peneliti Apakah ada perbedaan kwalitas pelayanan sebelum adanya 
PATEN dan setelah adanya PATEN ? 

lnforman Ada, mungkin kemudahannya. Sebelum PATEN masyarakat 
masi menggunakan perantara, tapi setelah adanya PATEN 
dengan informasi yang jelas disosialisasikan maka perantara 
semakin berkurang. Pelayanan akan semakin cepat, mudah, 
efisien, dan lebih dekat kepada masyarakat. 

Peneliti Apakah masyarakat terbantu dengan kebijakan PATEN ? 
Infonnan Pasti masyarakat merasa terbantu dengan adanya PATEN, 

dari kemudahannya, kecepatannya dan transparansinya 

Peneliti Manfaat apa saja yang diperoleh setelah adanya PATEN? 
In forman Secara ekonomi lebih murah bahkan tidak dipungut biaya, 

dan secara geografis lebih mendekatkan jarak pelayanan 

Peneliti Bagaimanakah komitmen pemerintah kabupaten bulungan 
dalam pelaksanaan PATEN? 

Informan Penelitian Secara regulasi pemkab Bulungan telah menerbitkan 
peraturan bupati tentang pendelegasian kewenangan kepada 
Camat dalam rangka pelaksanaan PATEN di Kecamatan, 
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secara anggaran program PATEN telah diakomodir dalam 
RKA Kecamatan 

Peneliti . Apakah pemerintah memiliki komitmen ·yang tinggi terhadap 
pelaksanaan PATEN? 

Informan Penelitian Komitmen pemerintah terhadap pelaksanaan PATEN biasa 
saja 

Peneliti Bagaimanakah integritas dan kejujuran yang dimiliki para 
implementor dalam melaksanakan pelayanan PATEN? 

Informan Penelitian . lntegritas yang dimiliki para petugas PATEN selama ini tidak 
ada petugas PATEN yang memberatkan masyarakat dan tidak 
ada keluhan dari masyarakat terkait pelayaanan yang 
diberikan oleh para petugas PATEN 

Peneliti Bagaimanakah semangat dan antusias para implementor 
dalam melaksanakan pelayanana PATEN? 

Informan Penelitian . Wajar aja dan cukup aja, tidak ada yang berlebihan tidak ada 
juga yang ogah-ogahan biasa saja. 

Peneliti . Apakah pernah dilakukan survey kepuasan masyarakat 
terhadap pelayanan PATEN? 

Infonnan Penelitian Sampai saat ini belum pemah dibuat survey kepuasan 
masyarakat karena memerlukan waktu dan dana. 

Peneliti . Apakah pelayanan PATEN di Tanjung Palas Timur sudah . 
memiliki SOP? 

Informan Penelitian . Kalau mengacu kepada SK Camat, SOP sudah ada karena 
yang di SK itu menggambarkan SOP juga, namun untuk SOP 
kecamatan belum dan akan dibuat oleh Kasi pelayanan umum 
karena Kasinya abru saja dilantik. 

Peneliti Apakah mekanisme pelayanan PATEN sudah berjalana sesuai 
dengan alur-alur pelayanan sebagaimana yang ditetapkan 
dalam SOP Kabupaten? 

Informan Penelitian Masih proses, sedangkan untuk pelayanan sejauh ini mengacu 
kepada SK Cam at ten tang pembagian tugas pelayanan 
PATEN, misalnya si A tugasnya apa, si B tugasnya apa, 
selama ini jalan aja cuman SOP yang secara tertulis belum 
tersedia tapi mekanisme pelayanan PATEN sebetulnya sudah 
terlaksana 

Peneliti Apakah struktur organisasi PATEN sudah dibentuk dan 
terpisah dari struktur organisasi kecamatan? 

lnforman Penelitian . Struktumya belum, mungkin gandeng dengan SOP nya nanti, . 
SOP nya belum dibuat karena masih proses, karena pejabat 
barunya masi sibuk dan belum ada acuan untuk membuat 
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SOP, kita masih mencari acuan di Kecamatan lain baik SOP 
maupun struktur mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat 
terwujud 

Peneliti . Apakah peranan petugas PATEN sudah dibuat pembagian 
tugas dan fungsih yang jelas? 

Informan Penelitian Sudah dibuat yang dibuktikan dengan terbitnya SK Camat 
tentang pembagian tugas pelayanan PATEN 

Peneliti Apakah petugas PATEN sudah melakuan tugas sesuai dengan 
tugas dan fungsi yang diberikan? 

Informan Penelitian Y a sudah, istilahnya kalau ada yang berhalangan yang lain ' I 
I 

bisa menghendel tugasnya 

I I 
I 

I 
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TRANSKRIP WA W ANCARA 

INFORMAN2 
, I 

Informan Penelitian : Eka Susilawati (Ketua Kelompok Maju Bersama 
Olahan Serba lkan) 

Ala mat . RT 05, Desa Mangkupadi Jalan Azizurrahman . 
Kecamatan Tan_jun2 Palas Timor 

Hari dan Tanggal : 
Waktu : 14.00 Wite 

Peneliti Apakah selama ini yang ibu saksikan sosialisasi PATEN 
pemah dilakuakan? 

Infonnan Pemah dilakuakan sosialisasi di Kecamatan, di Desa-
' I desa melalui pembagian brosur, saya sendiri dapat brosur 

dari Desa. 

Peneliti Apakah sosialisasi PATEN sering dilakukan? 
Infonnan Sering dilakukan sosialisasi namun yang diundang itu 

tokoh-tokoh masyarakat dan para perangkat Desa. 

Peneliti Apakah pesan yang disampaikan dalam sosialisasi 
PATEN sudah sampai kemasyarakat? 

Infonnan Pesan yang disampaikan sudah sampai dan bisa dipahami 
oleh masyarakat. 

Peneliti Bagaimana respon masyarakat terhadap sosialisasi 
PATEN yang dilakukan? 

I 

I 

Infonnan Saya rasa bagus sekali, karena sebetulnya dulu saya tidak 
I 

' ' ' 

paham tapi temyata setelah disosialisasikan 

I 

I I 

kenyataannya tidak rumit. 
Peneliti Apakah sosialisasi yang dilakukan sudah cukup? 
Infonnan Untuk sosialisasi kadang undangannya terbatas, tidak 

semua kalangan mendapatkan undangan, jadi cuma itu 
kekurangannya, manurut saya sosiaHsasi itu sudah cukup 

' I karena brosur-brosur itu kita bisa peroleh dari Desa 
namun, kalo bisa pada saat sosialisasi dilakuakn yang 
diundang jangan orang-orang itu saja, kalo bisa dari 
kalangan lain lagi. 

Peneliti Bagaimana respon a tau kesan masyarakat ketika 
berumsan di kecamartan? 

Informan Sebenarnya pelayanannya sudah bagus namun ketika 
berurusan saya sendiri tidak melengkapi berkas seperti 
foto harus dilampirkan, saya pikir hari itu harus selesai 
tapi temyata tidak karena tidak bawa foto 

Peneliti Apakah saran a dan prasarana di Kecamatan sudah 
memadai untuk pelaynan PATEN? 
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Informan . Saya rasa sudah bagus dan nyaman saja, kebetulan tidak 
banyak yang ngantri disana juga banyak yang saya kenai 
selain itun pelyanannya mudah, cepat, tidak sampai 
menunggu berjam-jam, kondisi ruangannya cukup 
menyenangkan para petugas ramah-ramah dan merespon 
apa yang kita butuhkan. 

Peneliti Bagaimana respon dan tanggapan Ibu sesudah 
memperoleh pelayanan PATEN? 

Informan Saya senang sekali karena setelh saya mendapatkan 
pelyanan ternyata tidak sulit membuat SITU, yang saya 
bayangkan selama ini agak ribet pengurusannya ternayat 

I, setelah dijalani sendiri tidak sesulit yang dibayangkan. 
Kalau saya tau dari awal seperti ini mungkin dari awal 
saya sudah mengurus SITU I 

: I 

Peneliti Apakah ada perbedaan kualitas pelayanan sebelum 
adanya PATEN dengan setelah adanya PATEN? 

Inform an Saya rasa lebih sekarang setelah adanya PATEN para 
petugas lebih fokus dalam melayani masyarakat dan 
lebih memeeperhatikan _I>_ekeijaannya. 

Peneliti Apakah ibu merasa terbantu setelah memperoleh layanan 
PATEN? 

Informan San gat terbantu karena mempermudah urusan 
masyarakat selain itu layanannya gratis tanpa dipungut 
bayaran. 

Peneliti . Manfaat yang diperolehh setelah mendapatkan layanan 
PATEN apa? 

In forman Produk saya gensinya naik yang dulunya biasa sekarang 
naik kelaslah karena sudah punya izin dan sertifikat halal 
sehingga konsumen tambah yakin dengan produk saya. 
Selain itu status usaha saya sudah diakui dan sudah 
diaudit dan omzet semakin bertambah. 

Peneliti Apakah para petugas PATEN sudah bagus dalam 
memberikan pelayanan? 

In forman Menurut saya mereka sudah cukup baik, sopan dan 
ramah dengan respon yang cukup baik dalam melayani 
masyarakat. Istilahnya mereka membantu penuh. 

Peneliti . Apakah ibu puas dengan PATEN di kecamatan? 
Informan Saya puas karena kita benar-benar diperhatikan ketika 

berurusan di kecamatan terleih lagi kami ini dari 
kalangan masyarakat biasa. 
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TRANSKRIPWAWANCARA 

INFORMAN3 

Iniorman Penelitian : M. Jufri (Ketua Koperasi Sejahtera) 
Alamat : Desa Wono Mulyo RT.9 Kecamatan Tanjung Palas 

Timor 
Hari dan Tanggal : 
Waktu : 

Peneliti Apakah bapak pernah ikut sosialisasi PATEN? 
Informan . Tidak pernah ikut karena tidak diundang 

Peneliti Tanggapan bapak tentang sosialisasi itu bagamana 
mengingat bapak tidak pernah diundang 

Informa.1 Menurut saya setiap ada kebijakan barn dari pemerintah 
sebaiknya diseosilaisasikan dengan baik sehningga 
sedikit banyaknya masyrakat tabu kebijakan tersebut. 
Mungkin sosialisasi itu pernah dilaksanakan disini tapi 
yang diundang hanya kalangan tertentu saja seperti 
aparat desa, Ketua RT dan tokoh masyarakat, namun 
informasi PATEN ini sepertinya putus karena belum 
sepenuhnya diketahu masyarakat luas. 

Peneliti Dari penjelasan bapak Apakah sosialisas PATEN belum 
efektif? 

Informan Say a rasa bel urn efektif buktinya say a sebagai 
masyarakat bel urn ban yak mengetahui prosedur 
pelayanan PATEN khususnya pengurusan izin karena 
kurangya sosialisasi. Masyarakat pengen maju ingin 
membuka usaha dengan mengajukan kredit usaha namun 
tidak bisa karena mereka belum punya izin, yang dipakai 
selama ini surat keterangan dari desa saja (SUKET). 
Untuk itu saya saya sarankan agar disoialisasikan lagi 
tentang tata cara prosedur pelayanan PATEN khususnya 
pada bidang perizinan supaya masyarakat lebih paham 
tujuan PATEN itu apa. 

Peneliti BagairnruJ.a kornitmen dari pernerintah kabupaten/ 
kecamatan untuk melaksnakan PATEN? 

Informan Hem at say a harus ada komitmen yang kuat dari 
pemerintah untuk mensosialisasikan dan mensukseskan 
PATEN ini. 
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lnforman Penelitian 

I, Alamat 

Hari dan Tanggal 
Waktu 

Peneliti 
Inform an 

Peneliti 

Informan 

Peneliti 
In forman 

Peneliti 

In forman 

Peneliti 
I i 

Lampiran II: Transkrip Wawancara 

TRANSKRIP WA W ANCARA 

INFORMAN4 

: Airin Yuniarta, A.Md.Keb (PNS dan pemilik Toko 
Obat Nurul Jannah) 

: Jl. Mirah. RT. I Desa Wono Mulyo Kecamatan 
Taniung Palas Timur 

: 
: 

. Apakah ibu pernah mengikuti sosialisasi PATEN? 
Tidak pernah ikut yang dilakukan disibi karena yang 
diundang itu aparat desa, RT, RW tapi kita dapat 
informasinya dari pak RT. 

Apakah ibu sudah memahami informasi PATEN yang 
disampaikan? 
Yang saya tahu dalam PATEN itu dilayanai tenatng 
pengurusan perizinan dan non perizinan. Perizinan 
misalnya Surat Keterangan tidak mampu, Surat 
pengantar KTP, Surat pindah, surat kematian dan 
sebagainya sedangkan non perizinan seperti Surat Izin 
Tempat Usaha (SITU). 

Apakah sosialisasi PATEN sudah maksimal dilakukan? 
Menurut saya pribadi sosialisasi itu masih sangat kurang. 
Kalau ditempat saya adminsitrasi desanya cukup bagus 
tidak tahu kalau desa yanglain. Bagaimana kalau Pak RT 
nya tidak mensosilisasikan lagi kepada masyarakat, 
otomatis masyarkat yang lain tidak tahu. Seharusnya ada 
brosur-brosur yyang dibagikan sehingga Kades dan RT 
nya dapat menyampaikan ke warga. Dimana dalam 
brosur tersebut dapat menjelaskan lebih lanjut tentang 
kemudahan pelayanan PATEN dan apa-apa sajaa yang 
dilayani dalam PATEN. 

Apa saran . ibu supaya sosialisasi PATEN dapat 
maksimal? 
Hemat saya sosialisasi dapat dilakukan melalui media 
elektronik, media cetak seperti brosur tadi, karen a 
hampir semua desa yang jaraknya cukup jauh dari ibu 
kota kecamatan. Dapat juga dilakukan melalui 
pemasangan spanduk dan baliho yang besar. 
Apakah pada saat menggunakan Jayan PATEN tidak 
dipungut biaya? 
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Lampiran II: Transkrip Wawancara 

lnforman Benar, layanan PATEN sama sekali tidak dipungut 
biaya. Yang dipungut biaya pada saat mengurus di 
Kabupaten terkait dengan izin lingkungan. 

Peneliti . Apakab petugas PATEN yang melaksanakan pelayanan 
sudab memberikan pelayanan yang baik. Namun jadwal 
yang bertugas di Posko PATEN Desa ini perlu ditempel 
biar tabu siap-siapa namanya nmor telpon yang bisa 
dibubungi. Kalau untuk mengurus KTP, KK sudab cukp 

: I bagus. 
Inform an Menurut saya sudab cukup baik namun masib perlu 

ditingkatkan. 

Peneliti Apakab kesiapan kecamatan dalam memberikan 
pelayanan PATEN sudab maksimal? 

Inform an Menurut saya pribadi sosialisasi itu masib sangat kurang. 
Kalau ditempat saya adminsitrasi desanya cukup bagus 
tidak tabu kalau desa yanglain. Bagaimana kalau Pak RT 
nya tidak mensosilisasikan Jagi kepada masyarakat, 
otomatis masyarkat yang lain tidak tabu. Sebarusnya ada 
brosur-brosur yyang dibagikan sebingga Kades dan RT 
nya dapat menyampaikan ke warga. Dimana dalam 
brosur tersebut dapat menjelaskan Jebib Janjut tentang 
kemudahan pelayanan PATEN dan apa-apa sajaa yang 
dilayani dalam PATEN. 

Peneliti Apa saran ibu supaya sosialisasi PATEN dapat 
maksimal? 

Inform an Hemat saya sosialisasi dapat dilakukan melalui media 
elektronik, media cetak seperti brosur tadi, karen a 
hampir semua desa yang jaraknya cukup jauh dari ibu 
kota kecamatan. Dapat juga dilakukan melalui 
pemasangan spanduk dan balibo yang besar. 

Peneliti Bagaimanakab kulaitas pelayanan sebelum adanya 
PATEN dengan setelb adanya PATEN? 

Inform an Kalau yang saya tabu dari masyarakat merasa terbantu 
sekali terlebib lagi dengan adanya upaya jemput bola dari 
pibak Kecamatan untuk mendirikan Posko PATEN di 
desa ini sebingga pelayanan kepada masyarakat semakin 
dekat, tidak harus Jagi jaub-jaub ke kecamatan. Hanya 
yang saya man tabu apakab untuk tahapan pengurusan 
izin itu ke Kabupaten masib diurus sendiri apakah tidak 
bisa dibantu oleb pihak kecamatan.Itu yang saya 
sarankan kalau boleb ditingkatkan. 
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Lampiran II: Transkrip Wawancara 

Peneliti Apa manfaat yang ibu dapatkan dari pelayanan PATEN? 
Informan Yang jelas pelayanannya lebih mudah, cepat, tidak 

berbelit-belit dan lebih dekat kepada masyarakat. 

Peneliti Menurut ibu, bagaimana komitmen pemerintah dalam 
melaksanakan dan mensukseskan kebijakan PATEN? 

In forman Sudah sangat baik, tepat sasaran dan diharapkan bisa 
lebih baik lagi. 

Peneliti Apakah ibu merasa puas dengan Pelayanan PATEN 
selama ini? 

Inform an Saya cukup puas dengan pelayanan PATEN yang 
diberikan cuma itu tadi kelanjutannya untuk mengurus di 
kabupaten itu mungkin perlu ditingkatkan lagi. Misalnya 
apakah ini bisa dibantu oleh pihak kecamatan untuk 
mengurus kelanjutan izin ke kabupaten. 
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TRANSKRIP WA w ANCARA 

INFORMANS 

Iniorman Penelitian : lka Dedy Handaru, S.Sos (Kasubbag Adminstrasi 
Pemrintahan Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. 
Bulungan dan Anggota Tim Pembinaan Pengawasan 
Pelaksanaan Pelayanan PATEN 

Alamat .. Kantor Bupati Bulungan 
Hari dan Tanggal : 
Waktu : 

Peneliti . Bagaimanakah pola penyampaian pes an dalam 
pelaksanaan PATEN di Kecamatan Tanjung Palas 
Timur? 

Inform an Berdasarkan pengamatan kami di Kecamatan Tanjung 
Palas Timur kalau kami liat masih mengikuti pola-pola 
lama dalam art ian belum melibatkan media secara 
maksimal. Kalau di kecamaatan lain kan menggunakan 
media misalnya didibuat di forum jual beli di masukkan 
PATEN melayanai apa saja/jenis-jenis pelayanannya. 

Peneliti Apakah Sosialisasi PATEN sudah dilaskanakan? 
Inform an Dilaksanakan dalam bentuk publikasi dikumpulkan 

masyarakat dari beberapa de sa perangkat-perangkat 
desanya, pelaku-pelaku usaha dan disampaikan bahwa .. 

ada layanan PATEN dengan prosedur dan IDI 
manfaatnya. Sudah itu selesai. 

Peneliti Media apa yang digunakan pada saat sosialisasi? 
Informan Medianya menggunakan spanduk, infokus power poin. 

Hal ini menurut saya kurang maksimal karen a 
sosialisasinya hanya terbatas kepada perangkat desa dan 
para pelaku usaha sehingga relatif PATEN tidak dapat 
sasarannya. 

Peneliti Apakah pesan layanan PATEN yang disampaikn sudah 
sampai ke kelompok sasaran? 

Informan Saya kira sampai tapi belum maksimal. Karena selain 
melakukan monitoring dan evaluasii PATEN kami juga 
melakukan penilaian camat berprestasi. Dalam rangka 
penilaian camat berprestasi sampel kami kebanyakan 
adalah para pelaku usaha. Mereka lebih banyak yang 
belum punya izin dari pada yang sudah punya izin. 
Padahal kalau sosialisasi beijalan dengan maksimal 
harusnya Informasi PATEN bisa sampai kemereka. 
Disisi non perizinan Karena ini memang kebutuhan maka 
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meskipun informasi itu belum sampai mautidak mau 
mereka harus datanga berurusan, misalnya pengurusan 
SKTP, pengantar-pengantar lain untuk memperoleh 
KTP, KK, mereka harus datang karena mereka butuh. 
Tapi kalau dibidang perizinan mereka beranggapan 
bahwa tidak ada iiin aja aku tetap bisa usaha bisa jualan. 
Artinya pesan yang disampaikan kepada masyarakat 
belum sepenuhnya sampai. Seharusnaaya dengan adanya 
PATEN legalitas para pelaku uusaha mikro kecil punya 
Iegalitas minimal punya izin karena disana kebanhyakan 
belum punya izin. 

Uapaya apa yang harus dilakukan oleh pihak kecamatan 
sebagai penyelenggara PATEN sehingga pesan yang 
disampaikan secara maksimal dapat sampai dan 
dipahami oleh masyarakat? 
Agara lebih diintensifkan komunikasi dengan masyarakat 
khsususnya para pelaku usaha pada bidang perizinan. 
Misalnya dengan melakukan upaya jemput bola 
memberikan pengertian kepada setiap pelaku usaha di 
kecamatan meskipun tidak setiap hari karena kesibukan 
ternan-ternan di kecamatan. Kalau non perizinan dengan 
sendirinya masyarakat akan mengurus misalnya 
pengantar SKTM, domisisli, Pengantara KTP. Tapi kalau 
di perizinan tanpa izin saja meeka bisa buka usaha. 
Artinya ada upaya kongkrit dari kecamatan untuk turun 
kelapangan suapaya bisa lebih efektif penyampaian 
pesan itu. Karena pengertian masyarakat bahwa 
mengurus izin itu sulit dan mahal padahalsebenamya 
tidak. Jadi pemahaman mereka belum cukup 
komrehensip untuk memahami itu. 

Apakah sosialisasi yang dilakukan selama ini sudah 
efektif hasilnya, jika sudah apa indikatomya jika belum 
apa indikatomya? 
Jika dikatakan seberapa efektif ada hubungannya dengan 
pertanyaan sebelumnya. Jadi di beebrapa spot yang kita 
kunjungi itu mayoritas jawabannya adalah kurang 
soisalisasi. Artinya kalau kurang sosialisasi akan sulit 
mencapai efektifitas. Karena informasi itu belum 
diterima masyarakat secara utuh. Artinya ketika 
mengukur tingka efektifitas akan jadi sulit. Maka bagi 
kami sosialisasi yang dilakukan belum efektif. Karena 
penyampaiannya saja masih parsial. Artinya sebagian 
masyarakat belum memahami tentang manfaat, prosedur 
dan tahapaan-tahapan pelayanan PATEN. Bahkan 
sebagian masyarakat belum tabu PATEN itu apa. Hal ini 
kita tunjukkan kepada masyarakat. Karena ketika ke 
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kecamatan sebagaian mereka langsung ketemu dengan 
camatartinya mereka belum tabu PATEN. Padabal kalau 
mau berurusan barusnya ke PATEN. Berikan aja 
berkasnyatidak usah cari Pak Camat yang cari pak Camat 
itu pelaksana PATEN. Tinggal duduk aja di ruang 
tunggu langsung datang surat itu kalau kurang dilengkapi 
dulu persayaratannya. 

Kalau begitu apa yang perlu dilakukan untuk 
mengptimalkan sosialisasi PATEN? 
Alangka baiknya kita melibatkan perangkat dari desa 
karean ada sebagian non perizinan yang diproses di desa. 
Ada pelibatan desa juga. Untuk perizinan bagi 
masyarakat yang belum mendapatkan legalitas tolong itu 
juga didekati oleb perangkat desa. Jadi kalau menurut 
kami supaya lebib optimal lagi man kita libatkan 
perangkat desa untuk menjadi gugus tugas walaupun 
tidak secara langsung bertanggung jawab terbadap 
Pembina PATEN di kecamatan. Tapi alangkab bagusnya 
dibentuk gugus tugas diditu dalam rangka mendukung 
pelayanan PATEN, itu juga bisa dibackup dari dana-dana 
desa. Dalam rangka jemput bola kita optimalkan mereka 
di desa. Keran desa itu yang tabu siapa-siapa yang punya 
usaha, disamping itu juga karena mereka kepala wilayab 
di desa pasti dia paham tentang psikologis 
masyarakatnya kenapa tidak mengurus izin itu, perlu 
didekati dari bati kebati, karena kadang-kadang untuk 
urusan perizinan ini mereka tidak mau tabu, beda balnya 
dengan non perizinan, pasti mereka urus karena 
kebutuban. 

Terkait dengan sumber daya, apakah petugas PATEN di 
Kecamatan Tanjung Palas Timur sudab memadai antara 
jumlab tenaga dengan tugas -tugas pelayanan yang barns 
dilaksanakan? 
Berdasarkan basil monitoring kami mengingat jumlab 
penduduk di Kecamatan Tanjung Palas Timur belum 
terlalu banyak kami rasa dengan personil yang ada masib 
bisa mengatasi. Kareana kalau kita berkaca dari 
kecamatan yang jumlab penduduknya banyak yang harus 
dilayani dengan personil yang tidak terlalu jauh 
jumlabnya. Artinya kalau kami menilai barusnya dengan 
jumlab penduduk seperti itu dengan dengan petugas 
PATEN yang sudab di SK kan di Kecamatan Tanjung 
Las Timur itu saya pikir cukup memadai. 

Apakab penempatan petuga PATEN berdasarkan 
keablian dan kualifikasi yang dimiliki dan sudah 
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melaksanakn tugasnya dengan baik? 
In forman Kalau kami nilai sudah seperti itu, Namun demikian dan 

memang demikian halnya. Jadi petuga-petugas yang 
ditempatkan itu adalah yang punya kualifikasi da nada 
jabatan-jabatan yang melekat seperti Kasi Pelayanan. 
Namun kalau pelayanan disana biasa-biasa saja. 

Peneliti Apakah petugas PATEN sudah memadai dipandang dari 
keahlian yang dimiliki? 

In forman Saya kira sudah cukup untuk melayani sesuai dengan 
SPM dan SOP. Tapi alangkah lebih baiknya perlu 
peningkatan kapasitas khususnya pada bidang pelayanan. 
Karena ada pelayanan yang special ada yang biasa saja. 
Contoh misalnya petugas informasi seharusnya kalau 
bisa dapat menerangkan secara holistik dan detail dan 
memberikan solusi-solusi alternatif, bukan sekedar 
memberi tabu. 

Peneliti Terkait dengan sumber daya finansial, apakah pelayanan 
PATEN menjadi perioritas dalam penyusunan RKA di 
Kecamatan Tanjung Palas Timur? 

Inform an Ya itu memaang menjadi penekanan Kepala Daerah 
untuk memperioritaskan pelayanan PATEN, karena kita 
selalu diawasi oleh pusat, karena PATEN ini kita 
dimintai laporan baik oleh provinsi maupun dari pusat. 
Maka dengan sendirinya kecamatan pun diberi 

I 

' i penekanan untuk menjadikan PATEN sebagai kegiatan 
yang perioritas termasuk perioritas dalam penyususnan 
RKA. 

Peneliti Apakah anggaran PATEN dialokasikan sendiri dalam 
DPA atau masih bercampur dengan program-program 
lain? 

In forman Masih bercampur, walaupun perioritas secara skala 
pelaksanaan tapi pada kenyataanya ini yang menjadi 
kesulitan kita bersama. Ini yang kita upayakan sebelum 
launcing di kecamatan. Seluruh kecamatan di Kabupaten 
Bulungan kita minta waktu itu kepada Tim anggaran 
khsusnya BAPPEDA agar untuk pelaksanaan PATEN 
diberikan perirotas anggaran. Kalau bisa di buatkan 
anggaran khsusus untuk PATEN. Tapi pada kenyataanya 
disamping juga kiarena kita mengalami defisit dalam 
beberapa tahun lfll mauapun pengurangan anggran 
dengan terpaksa anggran PATEN akhimya berimbas. 
Kita sudah menadapat lampu hijau agar kegiatan ini bisa 
berdiri sendiri tidak jadi satu dengan anggaran lain, 
namun adanya kondisi finansial pemerintah daerah yang 
cukup memmprihatinkan sekarang ini maka anggaran 
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PATEN ikutjuga berdampak. 

Apakah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan 
PATEN sudah memedai dalam mendukung tugas 
implementor? 
Berdasarkan hasil evaluasi PATEN yang dilakukan, 
anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan PATEN 
belum memadai. Indikatomya adalah ketersediaaan 
sarana dan prasarana. Dengan minirnnya anggaran 
kecarnatan dalam pelaksaan PATEN maka stan dar 
minrnal peralatan yang digunakan tidak bisa diupayakan. 
Seyogianya perlengkapan layanan PATEN tidak 
dicampur dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya 
menunjang jabatan structural. Misalnya Kasi PMD 
mungkin punya computer/laptop, printer dan segala 
kelengkapannya dalam rangka menunjang kerja Kasi 
PMD, itu di rneja PMD tidak boleh di bawa kekegiatan 
PATEN, karena dihawatirkan akan terjadi campur aduk 
data, yang rnengakibatkan kebingungan sendiri bagi 
pelaksana PATEN. Maka sebaiknya tersendiri alat itu 
dan tidak berpindah-pinda untuk rnenangani produk­
produk layanan PATEN.Namu padaa kenyataanya rnasih 
bercampur aduk. Sehingga mereka rnau melakukan 
pengadaaan barang jasa namun terkendala dengan 
finansial. 

Upaya apa yang dilakukan untuk rneningkatkan alokasi 
anggaran terhadap pelayanan PATEN 
Sebenamya tinggal kemauan dari pemerintah daerah. 
Etika pernerintah daerah dalarn hal ini Bupati 
mernberikan penekanan kepada instansi yang 
mernbidangi tentang keuangan saya kira itu tidak 
menjadi permasalahan yang cukup berarti. Artinya kalau 
perlu pada pernbahasan anggran tinggal beliau 
perintahkan. Disarnping itu mengingat PATEN 
merupakan layanan yang digratiskan disitu agak 
kesulitan bagi ternan-ternan di kecarnatan untuk untuk 
menggali potensi-potensi keuangan yang rnungkin 
ditirnbulkan dalam proses pelayanan tersebut. Artinya 
kendala-kendala finansial tidak bisa kita melakukan 
pungutan tapi kalau bisa dibantu oleh rnasyarakat, 
kenapa tidak rnisalnya untuk transportasi yang bisa 
difasilitasi oleh rnasyarakat. Bukan kita rnernpersulit 
masyarakat tapi bagaiman kita bisa mengoptimlakan 
pelayanan, sernentara kendaraan di kecamatan terbatas. 
Artinya tidak bisa kita secara langsung menggali potensi­
potensi keuangan namun kita bisa bersinergi dengan 
masyarakat, itu yang bisa membantu. Jadi poinnya 
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adalah kebijakan dari Bupati dan sinergitas an tara 
petugas PATEN dengan masyarakat jadi ada sating 
keerjasama. 

Peneliti Strategi apa yang dilakukan untuk mengoptimalkan 
realisasi anggaran sehingga pelayanan PATEN tetap 
berjalan dengan baik? 

Inform an Strategi yang mungkin perlu dilakukan adalah 
mengoptimalkan peran serta perangkat desa karena desa 
juga memiliki sumbeer daya karena memiliki ADD dari 
pusat dan daerah. Artinya ketika kita melibatkan desa 
dalam pelayanan PATEN, mereka tentunya bisa 
memakai anggaran itu. Misalnya ketika kita meninjau 
lokasi ada surat tugas dan SPPD. Demikian pula dari 
desa. Untuk hal-hal tersebut mugkin bisa melibatkan 
perangkat dari desa dengan membebankan kegiatan itu 

, I ke desa, bisa pakai ADD karena toh juga ini untuk 
pelayanan masyarakat. ltu strategi yang bisa dilakukan 
oleh kecamatan. Strategi lain adalah sinergitas antara 
kecamatan dengan masyarakat. Misalnya ketika kita akan 
menijau lokasi untuk pengurusan SITU, kita minnta 
tolong kepada pelaku usaha untuk difasilitasi kendaraan. 
Ini tidak membebankan biaya kepada masyarakat dan 
tidak bertentangan dengan Perda atau Permen. Jadi ada 2 
( dua) pendekatan yaitu pendekatan keperangkat desa dan 
pendekatan kepada masyarakat. 

Peneliti Terkait dengan dukungan saran a dan prasarana, 
bagaimana dukungan sarana dan prasarana di Kecamatan 
Tanjung Palas Timur dalam melaksanakan PATEN? 

Informan Terlepas dari keterbatasan finansial, memang di 
Kecamatan Tanjung Pal as Timur dengan segala 
keterbatasan disana tetap berupaya untuk melaksanakan 
PATEN sebatas kemampuan yang dimiliki. 

Peneliti Apakah sarana yang digunakan dalam pelayanan PATEN 
sudah memadai? 

lnforman Biasa saja, memang tidak menghambat pelayanan 
dengan kekurangan sarpras tadi, namu perlu didukung 
oleh pemerintah daerah terutama ketersediaan 
pendanaan. 

Peneliti Apakah masyaarakat terbantu dengan kebijakan 
PATEN? 

In forman San gat terbantu dalam hal kedekatan, kecepatan, 
kemudahan dalam pelayanan. Artinya tidak perlu 
lagimencari cam at untuk berurusan tapi 
tinggalmenunggu berkas sambil diproses. Disamping itu 
pelayanannya gratis yang membuat masyarakat 
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diutungkan. 

Peneliti Bagaimana integritas dan kejujuran para petugas PATEN 
dalam melayani masyarakat? 

lnforman Saya kira kalau integritas cukupbaik namun kalau 
kejujuran sangat sulit diukur. Begitu ada permohonan 
masuk mereka langsung proses meskipun dengan 
keterbatasn mereka. 

Peneliti Apakah pelayanan PATEN sudah mengikuti alau-alur 
pelayanan sebaagaimana yang diatur dalam SOP? 

lnforman Yang kami liat masih terdapat beberapa anggota 
masyarakat yang menggunakan pola-pola lama dalaam 
berurusan di kecamatan misalnya masyarakat itu ketemu · 
lansung dengan pimpinannya misalnya ngurus raskin 
dengan Kasi PMD, ngurus tanah dengan Kasi 
Pemerintahan, ngurus KTP juga dengan Kasi 
Pemerintahan. Pada hal metode KTSP ini harus melalui 
loket. 

Peneliti Apakah pos-pos yang dilalui dalam pelayanan sudah 
disiapkan oleh kecamatan? 

In forman Loket itu sudah ada yaitu loket penyerahan berkas dan 
loket penerimaan berkas. Sementara loket-loket yang lain 
ada tapi masihh bercampur. Sehingga tidak jelas mana 
loket verifikator mana pengolah data. 

Peneliti · Apakah struktur organisasi PATEN terpisah dari Struktur 
organisasi Kecamatan? 

In forman . Masih menyatu dan belum dibuat strukut organisasi 
PATEN. Untuk itu harus dibuat sebenarnya itu tidak 
susah sudah jelas jabatalinya di SK. Kuncinya ada di 
penanggungjawab terhadap seluruh aktivitas PATEN. 
Sehingga menjadi bahan informasi juga bagi masyarakat 
kalau kurang lengkap persyaratannya dalam berurusan 
dia harus mengadu kemana tergantung penanggung 
jawabnya. 

Peneliti Bagaimanakah implementasi kebijakan PATEN di 
Kecamatn Tanjung Palas Timur? 

Informan Pada prinsipnya sudah beijalannamunbelum maksimal. 
Masih banyak sisi-sisi yang perlu dibenahi, seperti sisi 
pelayanan, sisi perlengkapan, peralatan, kapasitas petuga, 
fmansial yang perlu ditingkatkan. Memang sudah 
dilaksanakan dengan baik kebijakan-kebijakan itu, 

.. 
namun perlu peningkatan dibeberapa sektor itu tadi, 
supaya bisa bersafug dengan kecamatan lain. Meskipun 
sebenarnya tidak untuk dipersaingkan tapi alangkah 
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baiknya kalau kita bisa menengok ke tetangga sebelah 
yang lebih baik pelayanaruiya. 

Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat 
impelemntasi kebijak~m PATEN di Kecamatan Tanjung 
Palas Timur? 
Ada dua yaitu faktor internal dan ekstemal. Intemalnya 
dari kecamatan sendiri. Mulai dari petugasnya, 
finansialnya, saran dan prasarananya, Kelengakapan. 
Dan yang tak kalah pentinya adalah attitude dan habbit 
yakni kebiasaan dalam melayani masyarakat yang 
diilandasi dengan ketulusan. Sedangkan faktor 
ekstemalnya adalah peran serta dan peran katif dari 
masyarakat. Dalam hal ini masyarakat di tanjung Palas 
Timur tentunya kalau sudah tahu dan melihat pelayanan 
PATEN ikuti prosedumya sesuai dengan SPM dan SOP 
nya, jangan langsung ketemu dengan pimpinan!pejabat. 
Faktor ekstemal lainnya adalah dari pemerintah 
kabupaten. Bahwa Pendelegasian kewenangan oleh 
pemerintah daerah (Bupati) kepada camat paling tidak 
diiringi dengan [ endelegasian finansial, pendelegasian 
petugas, penguatan-penguatan kapasitas terhadap 
petugas, jadi jangan hanya meliimpahkan kewenangan 
saja. 

Upaya apa yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan 
implementasi kebijakan PATEN di Kecamatan Tanjung 
Palas Timur? 
Tentunya kalau dari pemerintah kecamatan sendiri 
berbesar hatilah untuk menerima program ini. Dengan 
segala keterbatasan tentunya diperlukan juga inovasi­
inovasi untuk elayani masyarakat dengan baik. Artinya 
ada kemauan keras dari kecamatan untuk mensukseskan 
kegiataan PATEN. Sedangkan untuk Pemerintah 
Kabupaten perlu penguatan-penguatan di kecamatan 
melalui dukungan finansial, sarana dan prasarana, 
peningkatan kapasitas petugas melalui diklat, disamping 
itu penguatan SDM dari segi kuantitasnya. Karena 
kuantitas juga perlu karena disana itu masih kurang 
personilnya bahkan petugas PATEN merangkap juga 
sebagai petugas di di struktural. Idealnyakan sendiri­
sendiri jadi tidak mengganggu tupokasi utama mereka. 
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PERA TURAN MENTERI DALAM NEGERI 
NOMOR 4 Tahun 2010 

TENTANG 

PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN 

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA 

MENTERI DALAM NEGERI, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka merespon dinamika perkembangan 

Mengingat 

penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan 
yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat 
dalam pelayanan; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan 
kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu 
mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan 
dalam memberikan pelayanan publik; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; 

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tamhahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomoi 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4741); 

l. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 

43685.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Lampi ran III: Permendagri Nomor 4 Tahun 20 I 0 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN MENTER! DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN 
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN.BAB I KETENTUAN 
UMUM 

Pasal1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang pemerintahan dalam 
negeri. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pernerintahan oleh Pemerintah 
Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

4. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah 
penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke 
tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat. 

5. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah 
kabupaten/kota. 

6. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan 
pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya 
memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk 
menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum 
pemerintahan. 

Ruang lingkup PATEN meliputi: 
?· pelayanan bidang perizinan; dan 
b. pelayanan bidang non perizinan. 

BAB II 
RUANG UNGKUP 

Pasa12 

BAB Ill 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Bagian Kesatu 
Maksud 

Pasal3 

Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan 
masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di 
kabupaten/kota. 
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Tujuan 

Pasa14 
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PATEN mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan 
kepada masyarakat. 

BABIV 
PERSYARATAN, PENETAPAN DAN 

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PATEN 

Bagian Kesatu 
Persyaratan 

Pasal5 

Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN harus memenuhi syarat: 
a. substantif; 
b. administratif; dan 
c. teknis. 

Pasal6 

(1) Syarat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah pendelegasian 
sebagian wewenang bupati/walikota kepada camat. 

(2) Pendelegasian sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. bidang perizinan; dan 
b. bidang non perizinan. 

(3) Pendelegasian sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati/Walikota. 

Pasal7 

Pendelegasian sebagian wewenang bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
dilakukan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan. 

Pasal8 

(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi: 
a. standar pelayanan; dan 
b. uraian tugas personil kecamatan. 

(2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: 
a jenis pelayanan; 
b. persyaratan pelayanan; 
c. proses/prosedur pelayanan; 
d. pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelayanan; 
e. waktu pelayanan; dan 
f. biaya pelayanan. 

(3) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati/Walikota. 

(4) Uraian tugas personil kecamatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (~) huruf b, diatur 
dengan Peraturan Bupati,Walikota. 
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Pasal9 

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: 
a. sarana prasarana; dan 
b. pelaksana teknis. 

Pasal10 

Sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi: 
a. loketlmeja pendaftaran; 
b. tempat pemrosesan berkas; 
c. tempat pembayaran; 
d. tempat penyerahan dokumen; 
e. tempat pengolahan data dan informasi; 
f. tempat penanganan pengaduan; 
g. tempat piket; 
h. ruangtunggu; dan 
i. perangkat pendukung lainnya. 

Pasal11 

(1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi: 
a. petugas informasi; 
b. petugas loket/penerima berkas; 
c. petugas operator komputer; 
d. petugas pemegang kas; dan 
e. petugas lain sesuai kebutuhan. 

(2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil di 
Kecamatan. 

Pasal12 

Untuk menunjang efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan PATEN, Kecamatan dapat 
menyediakan sistim informasi. 

Bagian Kedua 
Penetapan 

Pasal13 

(1) Bupati/Walikota menetapkan Kecamatan yang telah memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sebagai penyelenggara PATEN. 

(2) Penetapan Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan Keputusan Bupati!Walikota. 

Bagian Ketiga 
Pembentukan Tim Teknis Paten 

Pasal14 

(1) Bupati/Walikota membentuk Tim Teknis PATEN. 

(2) Tim Teknis PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati/Walikota .. 

(3) Tim Teknis PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas: 
a. mengidentifikasi kewenangan Bupati/Walikota berkaitan dengan pelayanan 

administrasi yang dilimpahkan kepada Camat; 
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b. mempersiapkan rancangan kebijakan dan petunjuk umum/teknis yang dibutuhkan 
dalam rangka penerapan PATEN; 

c. memfasilitasi terselenggaranya PATEN; dan 
d. merekomendasikan kepada Bupati/Walikota untuk Kecamatan yang telah memenuhi 

syarat ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN. 

(4) Keanggotaan Tim Teknis PATEN terdiri dari: 
a. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota sebagai Ketua; 
b. Asisten Bidang Pemerintahan sebagai Wakil Ketua; 
c. Kepala Bagian Pemerintahan sebagai Sekretaris; 
d. Kepala Bagian Keuangan sebagai Anggota; dan 
e. Unsur lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan. 

BABV 
PEJABAT PENYELENGGARA 

Pasal15 

Pejabat Penyelenggara PATEN terdiri atas: 
a. Camat; 
b. Sekretaris l<ecamatan; dan 
c. Kepala seksi yang membidangi pelayanan administrasi. 

Pasal16 

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, .adalah penanggung jawab 
penyelenggaraan PATEN. 

Pasal17 

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal15 huruf a mempunyai tugas: 
a. memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan penyelenggaraan PATEN; 
b. menyiapkan rencana anggaran dan biaya; 
c. menetapkan pelaksana teknis; dan 
d. mempertanggungjawabkan kinerja PATEN kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris 

Daerah. 

Pasal18 

(1) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, mempunyai 
tugas melakukan penatausahaan administrasi PATEN. 

(2) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, adalah 
penanggungjawab kesekretariatan/ketatausahaan penyelenggaraan PATEN. 

(3) Sekretaris l<ecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada 
Cam at. 

Pasal19 

(1) Kepala seksi yang membidangi pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 huruf c mempunyai tugas melaksanakan teknis pelayanan. 

{2) Kepala seksi yang membidangi pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 huruf c bertanggungjawab kepada Camat. 

Pasal20 
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Pejabat penyelenggara PATEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 melakukan 
pengelolaan layanan secara transparan dan akuntabel. 

BABVI 
PEMBIA YAAN DAN PENERIMAAN 

Bagian Kesatu 
Pembiayaan 

Pasal21 

(1) Biaya penyelenggaraan PATEN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 

(2) Biaya penyelenggaraan PATEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari rencana ke~a dan anggaran Kecamatan. 

Bagian Kedua 
Penerimaan 

Pasal22 

Daram hal penyelenggaraan PATEN menghasilkan penerimaan, wajib melakukan 
penyetoran ke kas daerah. 

BAB VII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal23 

Bupati!Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan PATEN. 

Pasal24 

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud daiam Pasal 23 mencakup: 
a. penyelenggaraan sebagian wewenang bupatifwalikota yang dilimpahkan; 
b. penyelenggaraan pelayanan yang pasti, mudah, cepat, transparan dan akuntabel; dan 
c. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada carnat. 

Pasal25 

(1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat 
didelegasikan kepada Tim Teknis PATEN. 

(2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakuk:an secara tertulis. 

Pasal26 

Hasil Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disampaikan 
oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri cq Direktur 
Jenderal yang membidangi pemerintahan umum 

BAB VIII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal27 

Setiap penerima layanan diberikan kemudahan untuk mendapatl<an informasi. 
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Pasal28 

(1) Masyarakat berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan PATEN. 

(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 
a. ikut serta dalam penyusunan standar layanan; 
b. memberikan masukan dalam proses penyelenggaraan layanan; dan 
c. memenuhi semua persyaratan pada saat meminta layanan. 

BABIX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal29 

Seluruh kecamatan ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN selambat-lambatnya 5(1ima) 
tahun sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini. 

BABX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal30 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 15 Januari 2010 

MENTER! DALAM NEGERI, 

ttd, 

GAMAWAN FAUZI 
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Lampiran 1: PerB~1p Bulungan jo.31 Tahun 
201 SALINAN 

BUPATIBULUNGAN 

PERATURAN BUPATI BULUNGAN 

NOMOR 31 TAHUN 2013 

TENTANG 

PENDELEGASIAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN 
YANG MENJADI KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BULUNGAN, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, 
dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, dan Pasal40 
ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bu1ungan Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 
Pemerintah Kabupaten Bu1ungan, maka Bupati telah melimpahkan 
sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Kabupaten Bulungan dari Bupati kepada Camat sesuai 
dengan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 20 Tahun 2011 ~ 

Mengingat 

b. bahwa sehubungan dengan perkembangan penye1enggaraan 
pemerintahan saat ini, maka Peraturan Bupati Bulungan Nomor 20 
Tahun 2011 dimaksud perlu untuk diadakan penyesuaian dan 
diatur kembali; 

c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pe1ayanan 
Administrasi Terpadu Kecamatan, menyatakan bahwa Pendelegasian 
sebagian wewenang ditetapkan dengan Peraturan BupatifWalikota; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan kembali Peraturan 
Bupati tentang Pedelegasian Sebagian Urusan Pemerintahan yang 
menjadi Kewenangan Bupati Kepada Camat; 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang­
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan 

· Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437}, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)~ 
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nonmor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan 
Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5362); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Propinsi dan Pemerintah Daerah KabupatenjKota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nom or 41 Tahun 2007 ten tang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

11.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
4826); 

12.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang 
Pedornan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; 

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 

14.Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nornor 13 Tahun 2002 
tentang Pembentukan Kecarnatan Tanjung Palas Barat, Tanjung 
Palas Utara, Tanjung Palas Timur, Tanjung Selor, Tanjung Palas 
Tengah, Sesayap Hilir, Tana Lia dan Kecamatan Peso Hilir dalam 
Wilayah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bulungan Nomor 13 Tahun 2002 Seri E Nomor 2); 

15.Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 
tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nom or 2 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daeral1 Kabupaten 
Bulungan Tahun 2008 Nomor 2); 

17.Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 04 Tahun 2012 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam 
Wilayah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bulungan Tahun 2012 Nomor 04); 

2 
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18.Peraturan Bupati Bulungan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rincian 
Tugas, Fungsi dan Tata Ke:rja Kecamatan dan Kelurahan dalam 
Wilayah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan 
Tahun 2013 Nomor 11); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN 
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN BUPATI 
KEPADA CAMAT. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan. 

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 
Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Bulungan. 

5. Kecamatan adalah wilayah ke:rja Camat sebagai Perangkat Daerah 
Kabupaten. 

6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan 
pemerintahan di wilayah ke:rja kecamatan yang dalam pelaksanaan 
tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari 
Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan 
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 

7. Pende1egasian adalah pende1egasian sebagian urusan 
kewenangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten 
Bulungan dari Bupati kepada Camat di Wilayah Kabupaten 
Bulungan. 

B.A]Jll 

TUJUAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN 

Pasal2 

Tujua11 pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat 
adalah: 

a. mempe:rjelas dan mempertegas posisi Camat dalam menjalankan 
tugas dan fungsinya; 

b. mempertcepat pengambilan keputusan berkaitan 
kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat; 

c. mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat; 

dengan 

d. melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secaran efektif dan 
efisien. 
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BAB III 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG 

Pasal 3 

(1} Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis 
kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. 

(2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 

Pasa14 

(1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi: 

a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 
b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 
c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; 
d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; 
e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatqn pemerintahan kecamatan; 
f. membina penyelenggaraan pemerintah desa dan kelurahan; dan 
g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya 

dan yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan. 

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan 
kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani 
sebagian urusan otonorni daerah, yang meliputi aspek: 

a. perizinan; 
b. rekomendasi; 
c. koordinasi; 
d. pembinaan; 
e. pengawasan; 
f. fasilitasi; 
g. penetapan; dan 
h. penyelenggaraan. 

(3) Pelaksanan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud ayat (2) mencakup 
penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 5 

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasa14 ayat (1) huruf a, meliputi: 

a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan 
pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan 
pembangunan di desa, kelurahan dan kecamatan; 

b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik 
pemerintah maupun swasta yang mempunyai program keija dan kegiatan 
pemberdayaan masyarakat di kecamatan; 

c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di 
kecamatan baik yang dilakukan oleh unit keija pemerintah maupun swasta; 

d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberayaan masyarakat sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan; dan 

e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di kecamatan kepada 
Bupati dengan tembusan satuan kerja yang membidangi urusan pemberdayaan 
masyarakat. 
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Pasal6 

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan 
ketertiban umum sebaga:imana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1} hurufb, meliputi: 

a. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia danjatau 
Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan 
ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan; 

b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama dan pemuka . masyarakat yang 
berada di kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum 
masyarakat di kecamatan; dan 

c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati. 

Pasal 7 

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan 
perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, 
meliputi: 

a. melakukan koordinasi dengan satuan ke:rja perangkat daerah yang tugas dan 
fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan; 

b. melakukan koordinasi dengan satuan ke:rja perangkat daerah yang tugas dan 
fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan danjatau 
Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan 

c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang­
undangan di kecamatan kepada Bupati. 

Pasa18 

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas 
pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 ayat (1) huruf d, meliputi: 

a. melakukan koordinasi dengan satuan ke:rja perangkat daerah dan J a tau instansi 
vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas 
pelayanan umum; 

b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan 
prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan 

c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di 
kecamatan kepada Bupati. 

Pasal 9 

Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di 
kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasa14 ayat (1) huruf e, meliputi: 

a. melakukan koordinasi dengan satuan ke:rja perangkat daera..li dan instansi vertikal 
di bidang penyelenggaran kegiatan pemerintahan; 

b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan ke:rja 
perangkai daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan 
pemerintahan; 

c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan; dan 

d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan kepada Bupati. 

PasallO 

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasa14 ayat (l) huruf f, meliputi: 

a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan 
kelurahan; 
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b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan 
administrasi desa dan kelurahan; 

c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan lurah; 

d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan kelurahan; 

e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan di tingkat 
kecamatan; dan 

f. melaporkan pelaksanaan pembinaah dan pengawasan penyelenggaraan 
pemerintahan desa, kelurahan dan kecamatan kepada Bupati. 

Pasalll 

Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 
tugasnya danfatau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, meliputi: 

a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan; 

b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di kecamatan; 

c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada 
masyarakat di kecamatan; 

d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di 
kecamatan; 

e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan 
kepada Bupati. 

BABIV 

KEWENANGAN YANG DIDELEGASIKAN 

Pasal12 

Kewenangan yang didelegasikan meliputi : 

a. pelayanan perizinan; 
b. pelayanan non perizinan. 

Pasal13 

(1) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a adalah Surat 
Izin Tempat Usaha (SITU) skala kecil dengan Iuasan ::; 100 M2 dan tidak 
memerlukan kajian teknis. 

(2) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikecualikan untuk izin penjualan BBM, izin perdagangan kayu jadi dan IZin 
peredaran minuman beralkohol. 

(3) Untuk Permohonan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang memerlukan kajian 
teknis, maka Camat harus berkoordinasi dengan instansi terkait dan 
melimpahkan kewenangan tersebut kepada Badan Penanaman Modal dan 

. Perijinan Terpadu (BPMPT). 

Pasal14 

Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 hurufb meliputi: 

a. Surat Keterangan Kurang Mampu; 
b. Surat Keterangan Pindah dalam Kabupaten; 
c. Surat Keterangan Domisili; 
d. Surat Keterangan Kematian; 
e. Surat Keterangan Ahli Waris; 
f. Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris; 
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g. Surat Pengantar Dispensasi untuk Menikah; 
h. Surat Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga; 
1. Surat Pengantar Keterangan Pindah antar Kabupaten; 
j. Surat Pengantar Akte Kematian; 
k. Surat Rekomendasi Keramaian; 
1. Surat Rekomendasi 1MB; 
m. Perekaman E-KTP. 

BABV 

LAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN 

Pasa115 

( 1) Pelaksanaan sebagian kewenangan yang didelegasikan kepada Cam at harus 
dilaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 
triwulan dan akhir tahun. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek: 

a. ketepatan waktu; 
b. penyerapan anggaran; 
c. ketepatan sasaran; dan 
d. ketepatan hasil. 

BABVI 

EVALUASI 

Pasal16 

(1) Pelaksanaan Kewenangan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12 setiap tahun dilakukan evaluasi. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan berdasarkan laporan 
triwulan dan akhir tahun yang dilaporkan o1eh Camat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 serta hasil monitoring lapangan. 

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan 
pertimbangan Bupati untuk melanjutkan atau menarik kembali atas pelimpahan 
kewenangan yang diberikan kepada Camat. 

BAB VII 

PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN 

Pasal17 

(1) Pembiayaan atas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan 
penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati 

. kepada Camat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan. Belanja Daerah 
Kabupaten Bulungan . 

. (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan. 

Pasal 18 

Penerimaan atas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan penyelenggaraan 
sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati kepada Camat, 
merupakan penerimaan daerah yang harus disetor ke Kas Daerah oleh Bendahara 
Penerima pada Kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
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BABIX 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal19 

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang didelegasikan kepada Cam.at sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Bupati dalam. melaksanakan pembinaan dan pengawasan dapat menunjuk 
Sekretaris Daerah sebagai Ketua Pelaksana yang anggotanya terdiri dari Satuan 
Kerja Perangkat Daerah terkait urusan pemerintahan yang didelegasikan kepada 
Cam.at. 

(3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berbentuk sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan teknis, serta 
monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Satuan Keija Perangkat Daerah. 

BABX 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal20 

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bulungan 
Nom or 20 Tahun 2011 ten tang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan yang 
Menjadi Kewenangan Bupati Bulungan Kepada Cam.at (Berita Daerah Kabupaten 
Bulungan Tahun 2011 Nomor 20), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. 

Pasal21 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam. Berita Daerah Kabupaten Bulungan. 

Diundangkan di Tanjung Selor 
pada tanggal 26 Nopember 2013 

Ditetapkan di Tanjung Selor 
pada tangga126 Nopember 2013 

BUPATI BULUNGAN, 

ttd. 

BUDIMAN ARIFIN 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, 

ttd. 

SUDJATI 

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2013 NOMOR 31. 

Salinan sesuai dengan Aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, ,. 
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. SALINAN 

BuPATIBULUNGAN 

PERATURANBUPATIBULUNGAN 

NOMOR 32 TAHUN 2013 

TENTANG 

STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN 
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KECAMATAN 

SE KABuPATEN BULUNGAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BULUNGAN, 

Menimbang a. bahwa standar pelayanan merupakan jaminan adanya kepastian 
hukum bagi penerima pelayanan untuk melakukan pengawasan 
terhadap akuntabilitas aparatur pemerintah dalam pemberian 
pelayanan; 

Mengingat 

b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pelayanan perizinan dan 
non perizinan kepada masyarakat melalui Pelayanan Administrasi 
Terpadu Kecamatan (PATEN), m~a dipandang perlu adanya 
standar pelayanan perizinan dan non perizinan pada Kecamatan se 
Kabupaten Bulungan; 

c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan 
Administrasi Terpadu Kecamatan, menyatakan bahwa Standar 
Pelayanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Standar Pelayanan Administarsi Terpadu Kecamatan 
Perizinan dan Non Perizinan di Kecamatan Se Kabupaten Bulungan; 

l. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang­
Undang Danlrat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan 

· Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas 

· Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3890); 

3. Undahg-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48441 
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pem(':rintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No~nor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang P~layanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No~or 5038); 

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Le"fnbaran Negara 
Republik Indonesia Nonmor 5234); ·· 

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan 
Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Reppblik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran l'{egara Republik 
Indonesia Nomor 5362); · · 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 teptang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norp.or 4593); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tenta.ng Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemeri.ntah, Pemerintah Daerah 
Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

1l.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 4826); 

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; 

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 

l4.Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 13 Tahun 2002 
tentang Pembentukan Kecamatan Tanjung Palas Barat, Tanjung 
Palas Utara, Tanjung Palas Timur, Tanjung Selor, Tanjung Palas 
Tengah, Sesayap Hilir, Tana Lia dan Kecamatan Peso Hilir clalam 
Wilayah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bulungan Nomor 13 Tahun 2002 Seri E Nomor 2); 

lS.Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor l Tahun 2008 
tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1); 

16.Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nornor 2 Tal1un 2008 
tentang Urusan Perneri.ntahan Yang Menjacli Kewenangan 
Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bulungan Tahun 2008 Nomor 2); 

17.Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 04 TaJ1Un 2012 
tentang Organisasi dan Tata Ke:rja Kecamatan dan Keluraban dalam 
Wilayah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kablraten 
Bulungan Tahun 2012 Nomor 04); 
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18. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rincian 
Tugas, Fungsi dan Tata Ke:rja Kecamatan dan Kelurahan dalam 
Wilayah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan 
Tahun 2013 Nomor 11); 

19. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 31 Tahun 2013 tentang 
Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi 

. Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Qaerah Kabupaten 
Bulungan Tahun 2013 Nomor 31); 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN 
DAN NON PERIZINAN DI KECAMATAN SE KABUPATEN BULUNGAN. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan. 

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-1uasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah 
sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Bulungan. 

5. Kecamatan adalah wilayah ke:rja Camat sebagai Perangkat Daerah 
Kabupaten. 

6. Camat adalah pem1mpm dan koordinator penyelenggaraan 
pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam 
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan 
pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan 
otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas urnurn 
pemerintahan. 

7. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disebut 
PATEN adalah penyelenggaraan pelaya.'"l publik di kecamatan dari 
tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dolrumen dalam 
satu tempat. 

8. Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang 
terjadi dalarn interaksi langsung antara seseorang dengan orang 
Jain dengan menghasilan kepuasan pelanggan. 

9. Stan dar Pelayanan adalah ulruran kualitas yang dilak-ukan dalarn 
penyelenggaraan pelayanan publik yang wqjib ditaati oleh pemberi 
dan penerima pelayanan. 

10. Biaya Pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon 
untuk memperoleh dokumen yang diberikan di kecamatan. 

11. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah kegiatan atau 
rangkaian kegiatan dalam rangka pemberian izin usaha bagi 
setiap warga negaca dan penduduk untuk melakukan usahal 
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BAB II 

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN 

Pasal2 

Maksud ditetapkan Standar Pelayanan PATEN Perizinan dan Non Perizinan adalah 
untuk pedoman bagi obyek dan subyek pelayanan, sehingga dala.JU pelaksanaan 

. pelayanan dapat beijalan lebih cepat, tepat waktu, mudah dan tr~sp¥an. 

Pasal3 

Tujuan penyelenggaraan Standar Pelayanan PATEN Perizinan dan Non Perizinan 
adalah untuk : 

a. memberi kepastian hukum dan akses yang lebih luas bagi Jlla~yarakat untuk 
memperoleh pelayanan; 

b. mewujudkan terselenggaranya pelayanan yang berkualitas. 

Pasal4 

Sasaran peyelenggaraan Standar Pelayanan PATEN Perizinan dan l'{on Perizinan: 

a. terwujudnya pelayanan yang cepat tepat waktu, mudah dan tra11sparan; 

b. meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan. 

BAB III 

RUANG LINGKUP 

Pasal5 

Ruang lingkup standar pelayanan PATEN adalah semua pelayanan perizinan dan non 
perizinan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat. 

BABIV 

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN 

Pasal6 

(l) Komponen Standar Pelayanan PATEN Perizinan dan Non Perizinan: 

a. Jenis Pelayanan yaitu pelayanan perizinan dan non penzman yang 
dilimpahkan/didelegasikan kepada Camat; 

b. Dasar Hukum Pelayanan yaitu peraturan perundang-undangan yang 
menjadikan pedoman atau dasar penyelenggaraan pelayanan; 

c. Persyaratan Pelayanan yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai dasar 
pertimbangan untuk menerbitkan perizinan tertentu sesuaj jenis pelayanan; 

d. Prosedur/Mekanisme Pelaya..Tian yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan 
untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan; 

e. Biaya Pelayanan yaitu besaran biaya pelayanan yang harus dibay<c.trkan oleh 
pemobonjpenerima layanan; 

f. Lan1a Proses Pelayanan yaitu waktu pemrosesan setiap jenis pelaynn<m. 

(2) Jenis Perizinan sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) huruf a adalah Surat Izin 
Tempat Usaha (SITU) skala kecil dengan luasan::; 100M2 dan tidak memerlukan 
kajian teknis. 

(3) Jenis Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : 

a. Surat Keterangan Kurang Mampu; 

b. Surat Keterangan Pindah dalam Kabupaten; 

4 
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Larnpiran V: PerBup Bulungan No.32 Tahun 
2013 

c. Surat Keterangan Domisili; 

d. Surat Keterangan Kematian; 

e. Surat Keterangan Ahli Waris; 

f. Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris; 

g. Surat Pengantar Dispensasi untuk Menikah; 

h. Surat Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga; 

I. Surat Pengantar Keterangan Pindal antar Kabupaten; 
J. Surat Pengantar Akte Kematian; 

k. Surat Rekomendasi Keramaian; 

1. Surat Rekomendasi IMB; dan 
m. Perekaman E-KTP. 

Uraian komponen Standar Pelayanan PATEN Perizinan dan Non Perizinan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dengan Peraturan Bupati ini. . 

Bagan Alur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pacta 
ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. 

BABV 

PENANGANANPENGADUAN 

Pasal 7 

(1) Kecamatan dapat menyediakan sarana pengaduan masyarakat yang 
berhubungan dengan jenis pelayanan, baik secara langsung maupun dengan 
menggunakan media lain yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi 
setempat; 

(2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) harus 
ditindaldanjuti secara tepat, cepat dan memberi jawaban serta penyelesaiannya 
kepada pengadu paling lambat 10 (sepuluh) hari ketja sejak diterimanya 
pengaduan. 

.tlbil:;;.;:·:tl atas pe. 
berb;:>ina.tu b Ltngan 
Tl· .. :uk clan ft1. 

:: ternpcrtu i wnl(cU · 

PernbirJ~.it..Ui sci.: 
si::;lt'rn, pcrnber: · 
mdalui koordir· 
pel a)'' m:.,.:. 

Pengawasan L,:rht;. 

aparatur pt:n~~:twa 

BABVI 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 8 

..Jenggaraan pelayanan dilakukan secara betjenjang dan 
ilingkungan kecamatan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

masing-masing dalam rangka · meningkatkan dan 
·u pelayanan; 

,ma dimalcsud pada ayat (1), meliputi pengembangan 
. : manusia dan jaringan ketja sesuai yang dilaksanakan 
• 1 tar instansi teknis terkait serta evaluasi pelal<s<maan 

Pasa19 

···s pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh 
. : ncrintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. 
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l 
1-
~{ 
)'l 
:ll 

j LAMPIRAN I 
c:: ~ PERATURAN BUPATI BULUNGAN 
~ ~ NOM OR 32 TAHUN 2013 

_§ l TENTANG STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PEf.ZIZINAN 
=' ~- DI KECAMATAN SE KABUPATEN BULUNGAN 

i J STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DI.KECAMATAN.SE.KABUPATEN BULUNGAN SEBAGAI BERIKUT: 

~ ~ JENIS PERIZINAN DASAR HUKUM PERSYARATAN LAMA PROSES BE:~~ A MEKANISME B~~~~~<.U KET 
c:: t~--------~2~-------4--------~3~------~---------4--------~~------~5--------+-----6~----~------~7~------+---~8----~--~9~---l e ~~~------~~------~~------~--------~--------~--------~--------~------~~--~~----}-------~--------+---~----~---~~--~ 
·a ~~ Surat Izin Tempat 1. Perda Nomor 12 1. Surat Permohonan 7 hari kerja sejak LRT x LG x IL 1. 
§ ~- Usaha (SITU) skala Tahun 2011 ttg SITU (Disediakan berkas Permohonan x TR 

Pemohon rnenuju 
loket inforrnasi; 

.....J ~ kecil dengan luasan s Retribusi Izin Kecamatan); dinyatakan lengkap 

~ 100 M
1 

2
k dan kti?ak Tertentu; 2 . Foto Copy Surat Uika konddisi 

z1! memer u an 8.Jlan prasarana an 
;• k · 2 Peraturan Bupati Kepemilikan Tanah·, p te n1s · sarana mendukung 
:; Bulungan Nomor 
~ 3. Foto Copy KTP Pejabat yang 
·lin 31 Tahun 2013 ttg Pemohon yang berwenang, berada di (j Pendelegasian 
;
1 

Sebagian Urusan masih berlaku; tempat) 

Pemerintahan 4. Pas Foto Be:i-warna 
yang Menjadi Ukuran 3 x 4 
Kewenangan sebanyak 5 Lembar 
Bupati Kepada (Latar belakang 
Camat. berwarna bin.t); 

:; 5. Bukti Pem bayaran 
;; Retribusi Izin 
,~ Gangguan; 

,i, 6. Dokumen Kajian 
" Lingkungan berupa 
f~ Amdal, UKL dan ,, 
a UPL atau SPPL; 

[

1

l 7. Rekomendasi dari 
' Instansi terkai; 
~] 
i\l 8. Akta Notaris (Bagi 
fl! usaha berbadan 

2. Pemohon mengisi 
blangko proses 
pengurusan 
perizinan; 

3. Pemprosesanjpe 
meriksaan 
berkas 
persyaratan; 

4. PeninjauanjPem 
eriksaan ke 
lapangan Uika 
diperlukan); 

5. Penerbitan lzin; 

6. Penyerahan lzin 
kepada Pernohon. 

5 Tahun Final 
Kecamatan 

II 
~ 
, __ ~ __________________ J_ ________________ ~ _____ h_u_k_u_m_)_; ________ ~ __________________ L_ __________ l_ ________________ l_ ________ _L-¥------~ 

·z-·-
----------ii, 
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c:: ::s 
..s::: 
~ 
C'l 
M 
0 z 
c:: 
to;! 
on c:: 

..2 
::s co 
Q.. ::s 

ltJ M ....... 
~ 0 

C'l 

> 
.... ·a 
E 

..:3 

-----
~ 

r 9. Sur at kontrak I sew a 
' tern pat us aha (Bagi 

' temp at usaha yang [ 

t mengontraklmenye 
' wa) ; 
i 

10. Foto' bangunan 
' tern pat us aha yang 
~ berplank nama .,.... 

:~ 
~; 

~~STANDAR PELAYANAN NON PERIZINAN DI KECAMATAN SE KABUPATEN BULUNGAN SEBAGAI BERIKUT : 
.,j 
~ 

i. JENIS NON PERIZINAN DASAR HUKUM PERSYARATAN LAMA PROSES 
f.<; 
r;; Surat Keterangan Kurang 1. Perda Kabupaten Bulungan 1. Surat Keterangan dari Ketua 1 hari kerja sejak ~~-
1s 

Mampu Nomor 11 Tahun2005 ttg RTIRW; berkas permohonan 

~ 
Penyelenggaraan Kependudukan 

2. Surat Keterangan dari Des a I 
dinyatakan !engkap 

dalam Wilayah Kabupaten Uika kondisi 
;{ Bulungan; Kelurahan; prasarana dan sarana ~}. 
1 3. Foto Copy Kartu Keluarga yang mendukung, Pejabat 
.~ 2. Peraturan Bupati Bulungan 
' Nomor 31 Tahun 2013 ttg bersangku tan; yang benvenang 
r Pendelegasian Sebagian Urusan 4. Foto Copy KTP yang 

berada ditempat). 
' Pemerintahan yang Menjadi bersangku tan. 

: 
Kewenangan Bupati Kepada 

" Cam at. 
.i 
:~. Surat Keterangan Pindah Sda 1. Surat Keterangan dari Ketua Sda 
·] dalam Kabupaten RT/RW; 

2. Surat Keterangan dari Des a I 
~ Kelurahan; ,. 

~ 3. Foto Copy KTP yang 
~ bersangkutan ; 
J 4. Pas Foto Benvarna Ukuran 3 x .l 
j 4 sebanyak 3 Lembar ;? 

:'JJ Surat Keterangan Domisili Sda 1. Surat Keterangan dari Ketua Sda :,1 

i RTfRW; 
! 2. Surat Keterangan dari De sa I ., 

Kelurahan; ' A 

--
-

I 

BESARNYA 
KEH:RANGAN 

BJAYA 
Gratis Final .Kecamatan 

Sda Sda 

Sda Sda 

) 

~ 
~ -

8-
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J~ 
~~ Surat Keterangan Kematian Sda 1. Surat Keterangan <~· dari Ketua Sda Sda Sda 

~ RTIRW; 
~ ... 

2. Surat Keterangan -.: 

~J Kelurahan; 
;] 

dari Desa I 

,\; 

3. Foto Copy Kartu K \ 
.8 bersangku tan; ;( . 

eluarga yang 

. , 
4. Foto Copy 

·:i 
bersangku tan :> 

·I 

KTP yang 

~ Surat Keterangan Ahli Waris Sda 1. Surat Keterangan ;:. 
~ j 

'" dari Ketua Sda Sda Sda 
.j~ RTIRW; 
}~ 

2. Surat Keterangan :;~ 
::,; dari Desa I 
;:j Kelurahan; a 
·~ 3. Surat Keterangan Kematian; ., 
1! 4. Foto Copy Kartu K j eluarga dari 
.. semua keluarga; 
' 

5. Foto Copy KTP dari semua 
I 

ke!uarga; 
'•, 

Surat Keterangan Kuasa Ahli Sda 1. Surat Keterangan '), 

Waris RTIRW; 
dari Ketua Sda Sda Sdn 

2. Surat Keterangan dari Desa I 
Kelurahan; 

3. Surat Keterangan Kematian; 

4. Foto Copy Kartu l 
Waris; 

5. Foto Copy KTP Ah 

(eluarga Ahli 
I 

li Waris. I 
I, Surat Pengantar Dispensasi Sda 1. Surat Keterangan 

untuk Menikah RTIRW; 

--
clari Ketua Sda Sda Scla 

2. Surat Keterangan dari Desa I 
Kelurahan; 

3. Foto Copy KTP yang 
bersangkutan; 

4. Pas Foto berwarn a Ukuran 4 x 
6 sebanyak 3 Lem bar; 

---~-

:y 9 '\ 
-- --

-
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·~ 

l :r Sur at Pengantar Pembuatan Sda 1. Surat Keterangan dari Ketua Sda Gratis Diteruskan ke 
11' 

Kartu Keluarga RTIRW; Disdukcapil § 
·.'.: 

;! 2. Surat Keterangan dari Des a I 
·.1 

Kelurahan; .) 
;; 

!1 3. Kartu Keluarga Lama; 
~ 
f! 4. Surat Nikah a tau Surat Cerai 

ii bagi yang membuat KK karena 
~ perkawinanl perceraian; 
~ 
0 

5. Surat Keterangan LahiriAkte ~ 
;l Kelahiran; 
~ 6. Surat Pengangkatan Anak bagi 
!~ yang mengadopsi a tau 
~ mengangkat anak; ,,, 
~ 7. Surat Keterangan Pindah 
~ datang bagi penduduk yang ~ 
!Y datang dari luar Tanjung Selor; 

I !! 
~~ 8. Stu·at Keterangan Pindah bagi I 

N penduduk yang pindah an tar 
!,I 

' Kelurahan dalam wilyah ;·; 
;,j Tanjung Selor. 
1). Surat Pengantar Keterangan Sda 1. Surat Keterangan dari Ketua Sda Gratis Diteruskan ke :; Pindah antar Kabupaten. RTIRW; Disdukcapil 

2. Surat Keterangan 
·~ 

dari Des a I 
Kelurahan. J 

~ --t--· '}D. Sur at Pengantar Akte Sda 1. Surat Keterangan Kematian Sda Gratis Diteruskan ke 
; Kematian. dari Dokter I Puskesmas I Disdukcapil 
j 

Rumah Sakit I RTIRW; ~1 

11 2. Surat Keterangan dari De sa I 5 Kelurahan; ) 

l 
~ 3. Foto Copy Kartu Keluarga ·j 

Almarhuml Almarhumah 1 ~ 
lembar; 

4. Foto Copy KTP Almarhum I ~ Almarhumah 1 lembar; 

~ l 0 __ , __ _ 
1---1--

i 
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':; 

r 
.: 

·~~ 
·~ 
·;1 
:~! 
;I. 

~~ 
;k ,, 
~~ ?11. 
;! 
~~ 

so 
0 
~ 
{2. ,, 
~ 
;~ 

'! 
; 

~3. 
.:~ 

~' i 
-:; 

' ' 
:i: 

Surat Rekomendasi Keramaian 

Surat Rekomendasi IMB 

Perekaman E-KTP 

Diundangkan di Tanjung Selor 
pada tanggal 26 Nopember 2013 

Sda 

Sda 

Sda 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, 

ttd. 

SUDJATI 

5. 

6. 

1. 

2. 

1. 

2. 

1. 

2. 

3. 

Foto Copy Kartu Keluarga 
Saksi 2 orang masing- masing 
llembar; 

Foto Copy KTP Saksi 2 orang 
masing-masing 1 Jembar. 

Surat Keterangan dari Ketua 
RTIRW; 

Surat Keterangan dari Des a I 
Kelurahan. 

Surat Keterangan dari Ketua 
RTIRW; 

Surat Keterangan dari Des a I 
Kelurahan. 

Surat Keterangan dari Des a I 
Kelurahan; 

Foto Copy KTP lama; 

Foto Copy Kartu Keluarga. 

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2013 NOMOR 32. 

Salinan sesuai dengan Aslinya 

H'. NDRIYATI SH M.Si 
Pembina Tk. I I IV b 

Nip.l9640328199503200 1 

-· ---·-------- --------·~--------------

--

I 

Sda Gratis Diteruskan Ke 
instansi terkait 

·--
Sda Gratis Diteruskan Ke 

instansi terkait 

Sda Gratis final Kecamatan 

_j 

Ditetapkan di Tanjung Selor 
pada tanggal 26 Nopember 2013 

BUPATI BULUNGAN, 

ttd. 

BUDIMAN ARIFIN 

\ 
11 
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BAGAN ALUR PELAYANAN PE'RIZINAN DAN NON PERIZINAN SEBAGAI BEFIIKUT: 

No Urnlan Kegiatan 

Petucas1nforma~i menyapa warga masyarakat, mcmberikan 
informaudai\memberitahukanbl.eng.kapan ~~a rat~-; I 

Pemohon 

rvlulai 

1-+------------··------·----·---
2 Warga n1asyarakat mengajuk.an permohonan lengkap dengan 

persyaratan. 
Pctugas loket Pelayanan memeriksa be•kas. 

1---+---------·-·--------f-·--· 
3 Jika tidat lengkap berkas dikembalikan ke w;11ga masyarakat 

untuk di~:mgkapi. Jika persyaratan lengkap maka berkas di 
lanjtJtkan ke Kepala Seksi untuk divalidasi. 

Petugas lnfonne.si 

I Plkct 

j-H 1Mormas1 
Pe~~ya1a;a"' 

l 

Pctugns Loket 
Pelnynnan 

J 

·j P!·rsayarata n I 
~ 

I I 

Dagnn 

Kep~::~lu Seksi 

LAIIIPIRAN II 

PERATURAN BUPATI DULUNGAN 
NOMOR 32 TAIIUN 2013 
TENTANG STANDAR PELAYA!lAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN 

PERIZINAN DAN NON PE!UZINAN Dl KE<:;AMATAN SE KABUPATEN BULUNGAN 

Petugaa 

Laponp;an 
Operator 

Ko~putcr 
Sckc:am 

-----··---,..-·----·---·-- ·-·---··· ··--. .. ··-- .. - .. ,_.--·--·------------··- --···-·--- .... 

Tit:!ak 

----·---i----····---··-· -·- ·------·1 ------···- ------·-·-·-!----'----··-----·-···-- ·----··-·---·---!--·------·-·-----

S Operator Komputer mencetak surat sekaligus membcrik<~n 
penomoran. 

6 Kepala Seksi mengoreksi dan memaraf surat selanjutnya 
diajuk.anke Sekcam. 

!-------·---·-------- --------
7 Sekcam mengoreksi dan memaraf sur at seianjutny.a dlajukan 

ke Camat untuk ditandatanganl. Jika tidak ada Sekcam diganti 
kan olehsalah satu Kcpala Seksi. 

9 Pemoh001 menerlma surat dan kwltans\ pembayaran. 

Diundangan di Tanjung Se!or 
pada tangga126 Nopember 2013 

SEKRl!:TARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, 

ttd. 

SUDJAT! 

BERl'IA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAR UN 2013 NOMOR 32. 

'-----~ 

Lcnsk<Jp 

l 
Pcmeriksaan 
Berkas dan 
V:~lld:~d 

l 

Salinan Sesuan dengan aslinya 

J 
I Pengecekan 

lapangan I 

Ditctapkan di Tanjung Selor 
pada lru1ggal26 Nopcmber 2013 

BUPATI DULUNGAN, 

ttd. 

DUDIMAN ARIFIN 

------~~==~~--------------------------------------------~~-------------

J 

1 
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I 

\ 
I 

BUPATIBULUNGAN 

PERATURAN BUPATI BULUNGAN 

NOMOR 33 TAHUN 2013 

TENTANG 

URAIAN TUGAS PELAKSANA 
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN 

DIKABUPATENBULUNGAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BULUNGAN, 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu 
Kecamatan (PATEN) perlu adanya uraian tugas sebagai pedoman 
untul< melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 
(PATEN); . 

b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 20 lO ten tang Pedpman Pelayanan 
Administrasi Terpadu Kecamatan, menyatal<an bahwa Uraian Tugas 
Personil Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan BupatijWalikota; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Vraian Tugas 
Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu · K~'camatan di 
Kabupaten Bulungan; 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang­
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72); 

. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); ~ 

1 1 
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Lampiran VII: PerBup Bulungan No.33 
Tahun 2013 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasall 

jDalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
j 
11. Daerah adalah Kabupaten Bulungan. 

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi 
dan tuga.:> pembantuan dengan prinsip ·otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

13. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur 
Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

Bupati adalah Bupati Bulungan. 

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten. 

Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di 
"l.vilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh 
pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian 
urusan otonomi daerah dan menyelenggaral{an tugas umum pemerintahan. 

Sekretaris Kecamatan adalah penyelenggara administrasi kecamatan dan dalam 
melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat. 

Kepala Seksi dalam penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamata.n 
(PATEN) adalah penyelenggara teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 
(PATEN) yang ditunjuk oleh Camat dan dalam melal{sanakan tugas.nya 
bertanggungjawab kepada Camat. 

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disebut PATEN adalah 
penyelenggaraan pelayan publik eli kecamatan dari tahap permohonan sampai ke 
tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat. 

BAB II 

PEJABAT PENYELENGGARA PATEN 

1 p~~2 

;~ Pejabat Penyelenggara PATEN terdiri atas : 
~\i 

.f~ a. 
~~ b. 
-~ 
{~ c. 

-~ 
_;.:~ 

·:.1 
c~i 

:~j 
::-,i 
_,;; 

Camat; 
Sekretaris Kecamata.n; dan 
Kepala Seksi. 

BAB III 

URAIAN TUGAS 

Pasal3 
1 
c;i (1) Camat sebagaima.na dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, adalah pena.nggungjawab 

·~ [2) ~:::e;::·::~::n:grakan PATEN mempunyai tugas • 
j a. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan PATEN; 

b. menyiapkan re.ncana anggaran dan biaya; 
;~J 

,., [3) 
c. menetapka.n pelaksana tek.nis. 

Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimal{sud pada ayat (2) 
memperta.nggungjawabkan kinerja PATEN kepada Bupati melalui Sekretaris 
D&erah. 

I 
''1"·1 

·r~ 
3 

-~-;~~~~ 
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j 
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~ 
~ 

Pasa14 

Lampiran VI: PerBup Bulungan No.33 Tahun 
2013 

Sekretaris Kecamatan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 huruf b, adalab 
penanggungjawab kesekretariatanjketatusahaan penyelenggaraan PATEN. 

Sekretaris Kecamatan sebagai penanggungjawab kesekretariatanjketatusabaan 
penyelenggaraan PATEN sebagaimana d.imaksud pada ayat (1), mempunyai tugas: 

a. rnelakukan penatausabaan administrasi PATEN; 
b. rnengoreksi dan mernaraf surat selanjutnya dlserahkan ke Camat untuk 

ditandatangani. 
~ 
.l 
:l 
jf3) Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
t~ ayat (2), bertanggungjawab kepada Camat. 
!i 

ll) Kepala Seksi sebagaimana dimaksu:~::~ Pa~al 2 huruf c, mempunyai tugas ' 

:i a. melaksanakan teknis pelayanan; 

i 
ij 

b. mernpelajari berkas dan melakukan validasi selanjutnya diserahkan ke operator 
komputer untuk diketik; 

A 
~ 
~ 
~ 

c. mengoreksi. dan rnemaraf surat selanjutnya diserahkan ke Sekretaris 
Kecarnatan; 

;~ (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas 
1 sebagairnana dirnal<:sud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Camat. 

fl 
.~ 

~ Pasal 6 

J Pejabat penyelenggara PATEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib 
~ rnelakukan pengelolaan layanan secara transparan dan akuntabel. 
:1 
~ 
il 
;j 

~ 
;~ 
<I 
'!j 

~~ 

BABIV 

PELAKSANA TEKNIS PATEN 

Pasal 7 
;:,~~ 

@ Pelaksana teknis PATEN rneliputi : 

11 

1J 
'?, 

::i 
;tj 
,$ 
··~ 

~ 
:j 

a. petugas inforrnasi; 
b. petugas loketfpenerima berkas; 
c. petugas operator kornputer; 
d. petugas pemegang kas; 
e. petugas lapangan; dan 
f. petugas lain sesuai kebutuhan. 

l! (1) Pe1aksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalab Pegawai Negeri 

.I (2) :::,~;:c::~,;,a tcknis sebagaimana dimaksud pada ayat (I) ditctapkan oleh 

Pasai 8 

~ Camat. 

(3) Personil pelaksana teknis sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) terdiri dari : 

a. petugas inforrnasi, I (satu) orang atau disesuaikan dengan kebutuhan; 
b. petugas loketjpenerirna berkas, 1 (satu) orang atau disesuaikan dengan 

kebutuhan; 
c. petugas operator kornputer, 1 (satu) orang atau disesuaikan dengan kebutuhan; 
d. pemegang kas, 1 (satu) orang atau disesuaikan dengan kebutuhan; 
e. petugas lapangan, 1 (satu) orang atau lebih disesuaikan dengan kebutuhan. 

1 
\ 4 
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URAIAN TUGAS PERSONIL PELAKSANA TEKNIS 

PasallO 

Petugas Inforrnasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, 
melaksanakan tugas : 

a. menyapa warga dan memberikan infonhasi kepada warga masyqrakat; 

b. meminta warga mengisi buku tamu; 

c. mengarahkan warga masyarakat yang akan mengurus surat dipersilahkan ke 
loketjmeja pendaftaran; 

d. melayani dan atau mengarahkan warga masyarakat yang akan bertemu Camat, 
Sekcam, Kasi atau pegawai lainnya untuk konsultasi khusus, maka diantarkan 
ke ruangjmeja yang bersangkutan dan apabila yang bersangkutan tidak ada di 
tempat atau sibuk dipersilahkan menunggu di ruang tunggu; 

e. membawa surat yang telah diproses diloketjmeja pelayanan untuk diparaf oleh 
Kepala Seksi dan Sekcam serta membawa ke Camat untuk ditandatangani dan 
setelah semua selesai dikembalikan ke loketjmeja pelayanan; 

f. memperbarui semua inforrnasi pada papan informasi. 

J [2) Petugas Loket/Penerima Berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) 
i huruf b, melaksanakan tugas : 
·} 

,:1 

;i 
H 
:~ 

}~ 
:! 

i~ 

a. menyapa warga dan memeriksa berkas persyaratan pelayanan yang diajukan 
warga masyarakat; · 

b. memberikan penjelasan kepada warga masyarakat apbila ada berkas yang 
belum lengkap; 

c. menyerahkan hasil pengurusan ke warga masyarakat apabila telah selesai; 

d. mengagendakan surat masuk dan keluar; 

e. menyusun berkas surat masuk dan keluar pacta meja/loket pelayanan; 

f. bertanggungjawab terhadap arsip PATEN. f. 
& 
-~ (3) Petugas Operator Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf 
rl c, rnelal<sanakan tugas : 

'~~ 
~ 

a. rnemasukkan (melal<:ukan input) data warga masyarakat pengguna pelayanan 
dan jenis pelayanan yang climohon; 

b. rnencetak surat yang dimohonkan oleh warga masyarakat; 

c. mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam database kecamatan; 

d. rnemasukkan data-data yang diperlukan dalam format database PATEN; 

e. rnemperbaharui perkembangan data kecamatan dan pelayanan publik. 

f. rnengamankan data yang sudah terkumpul (back up) database lee dalam media 
penyimpanan atau komputer lainnya secara berkala. 

-~ . (4) Petugas Pemega..l"lg Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat [3) huruf cl, 
·~ melaksanak<=m tugas : 

a. sebagai kasir diloketjmeja pelayanan; 

b. menerima pembayaran tarif pelayanan dan memberikan tanda terima 
pembayaran kepada warga masyarakat penerima pelayanan; 

c. membukukan setiap uang yang masuk dan keluar dari loketjmeja pelayanan; 

d. menyusun laporan keuangan secara berkala. 

(5) Petugas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) humf e, 
melaksanakan tugas: 

a. melakukan pengecekan lapangan sesuai dengan 
diajukan warga masyarakat; 

b. mernbuat laporan hasil pengecekan lapangan. 

berkas persyarat;om yang 
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BABVI 

SARANA DAN PRASARANA PATEN 

Pasalll 

j Sarana dan prasarana PATEN meliputi: 
j 
·l 
.l 

' ·} 

.§ 

' j 
l 
~ 
~ 

! 
~ 

' J 

1 
l 

a. loketjmeja pendaftaran; 
b. tempat pemprosesan berkas; 
c. tempat pembayaran; 
d. tempat penyerahan dokumen; 
e. tempat pengelolaan data dan informasi; 
f. tempat penanganan pengaduan; 
g. tempat piket; 
h. ruang tunggu; dan 
i. perangkat pendukung lainnya. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal12 

I Kecamatan yang melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 
J ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
{ 

Pasal 13 

·~ Peraturan Bupati ini mulai berlaku pacta tanggal diundangkan. 

~Agar setiap orang mengetahuinya, rnernerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
f ini dengan penernpatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Bulungan. · 

;·~ 

·~ Ditetapkan eli Tanjung Selor 
pada tanggal 26 Nopember 2013 

BUPATI BULUNGAN, 

ttd. 

BUDIMAN ARIFIN 

1 Diunclangkan di Tanjung Selor 
~ pada tanggal 26 Nopember 2013 
.l ll SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, 
;~ 
ij 
~ ttd. 
~ 
•~ SUDJATI 

·! BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2013 NOMOR 33. · 

~:J 

:1 Salinan sesuai dengan Aslinya 
i 
" .~! 

:~ .. } 
;! 
":1 
:: 

-~j 
} 
':j 
:~ 

SH M.Si 
Pembina Tlc I / IV b 

Nip.l9640328199503200 1 
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·' --- Lampiran VII: KepBup Bulungan No.796/K­
XII/100/ 2013 

BUPATI BULUNGAN 

KEPUTUSAN BUPATI BULUBGAN 

NOMOR 796/K-Xll/100/2013 

TENTANG 

PENETAPAN KECAMATAN SEBAGAI PENYELENGGARA 
PELAYANAN ADJID1ISTRASI TERPADU KECAMATAN 

TABAP PERTAHA. Dl K..>\BUPATEN BULUNGAlf 

.BUPATI BULUNGAN, 

Menimbang : a_ bahwa dalam :rnngka m.eningkatkan kualitas dan roendekatkan 
pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi 
geografis daerah, per1u mengoptimalkan peran k;ecamatan sebagai 
perangkat daernh terdepan dalam :memberikan pelayanan publik; 

Mengingat 

b_ bahwa untuk percepatan pelaksanaan Pelayanan Administrasi 
Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Bulungan, malm perlu 
menetapkan Kecamatan yang memenuhi persyaratan sebagai 
penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 
(PATEN); 

c_ bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 13 ayat {2) Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan 
Admillistrasi Terpadu Kecamatan, menyatakan bahwa Penetapan 
Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN dila1.."Ukan dengan 
Keputusan Bupati/Walikota; 

d_ bahwa berdasarlrnn pertimbangan sebagaimana dimaksud dalain 
huruf a, huruf b dan humf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati 
tentang Penetapan Kecamatan Sebagai Penyelenggara Pelayanan 
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Tahap Pertama di 
Kabupaten Bulungan; 

l_ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darorat Nomor 3 Talmn 1953 tentang 
Pembentukan Daernb T:ingkat ll di Kalimantan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Rejmblik Indonesia Tahrm 1959 Nomor 72); 

2_ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 8 Talmn 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (l.embaran Negara Nomor 169 Tahun 1999, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 

3_ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali ternkh:ir Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Talmn 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844}; 
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan an tara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negarn Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran 
Negara Republik. Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Taxnbahan Lem.baran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi 
Kalimantan Ut:ara (Lembarnn Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362}; 

7. Peraturan. Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ten tang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negarn. Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propmsi dan Pemerintah 
Daernh KabupatenfKota {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun . 2007 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

lO.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan {Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lemba.--an Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4826); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 ten tang Pedoman Pelayanan 
Administrasi Terpadu Kecamatan; 

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
694); 

13_Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 13 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kecamatan Tanjung Palas Barat, Tanjung Palas Utara, Tanjung 
Palas Timur, Tanjung Selor, Tanjung Palas Tengah, Sesayap Hilir, Tana Lia dan 
Kecamatan Peso Hilir dalam Wilayah Kabupaten Bulungan {Lem.baran Daerah 
Kabupaten Bulungan Nomor 13 Tahun 2002 Seri E Nomor 2); 

14.Peraturan Daerah .Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan 
. Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan 

Tahun 2008 Nomor 1); 

15.Peraturan Daerah Kabupaten Buiungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan Yang Mei>..,jadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan 
(Lembaran Daernh Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2); 

16.Peraturan Daernh Kabupaten Bulungan Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi 
dan Tata Keija Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Bulungan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2012 Nomor 04); 

17.Peraturan Bupati Bulungan lNomor 11 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi 
dan Tata Keija Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Bulungan 
{Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2013 Nomor II); 

18. Peraturan Bupati Bulungan Nomo• 31 Tahun 2013 tentang Pedelegasian Sehagian 
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Bupati Kepada Camat {Berita 
Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2013 Nomor 31); 

19. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 32 Tahun 2013 tent:ang Standar Pelayana.TJ 
Admin:istarsi Terpadu Kecamatan Perizinan da."l Non Perizinan di Kecamata.~ Se 
Kabupaten Bu1ungan {Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2013 Nomor 32}; 

t·· r 
l 

t 
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20. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 33 Tahun 2013 tentang 
Uraian Tugas Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu 
Kecamatan di Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten 
Bulungan Tahun 2013 Nomor 33); 

Memperhatikan: L Surat Edaran Bupati Bulungan Nomor 180/02/HK-1/2013 
tfu""'lggai 07 Janua.--i 2013 Pcr.hal Usn!an Pengajua:u. Kcputu.san 
Bupati; 

Menetapkan: 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

2. Surat Edanin Sekretaris Daerah Nomor 003.1/154/ill/Org­
II/2012 tanggal29 Maret 2012 tentangTata Naskah Dinas; 

3_ Surat Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bulungan 
iXor-Llor 100/574/Tapem-I/YJ../2013 Tongg.al 27 November 2013 
Perihal Penerbitan Keputusan Bupati; 

. Menetapkcin Kecamatan Sebagai Penyclenggara. Pela:yanan 
Administrasi Terpadu Kecamatan {PATEN) Tahap Pertama di 
Kabupaten Bulungan sebagai berikut: 

I. Kecamatan Tanjung Selor; 
II. Kecamatan Tanjung Palas; 
ill. Kecamatan Bunyu. 

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalani 
meenydenggarakan Pelayanan Admllrista...cqj Terpadu Kecamatan 
(PATEN) wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang­
undangan yang berlaku; 

Segala biaya yang dike!uarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini 
dibebankan pada :U .. ggaran Peudapatan dan Beianja Dae:;;-al-;. 
Kabupaten Bulungan; 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tanjung Selor 
pada tanggal, 10 Desember 2013 

ttd. 

Tem.busan : Y~putu.san irri di~.r:!>ipailCllii. lce;::;!,-la Yttl. : 

L Ketua DPRD Kabupaten Bulungan di- Tanjung Selor. 
2. fnspektur Inspektorat Kabupaten Bulungan di- Tanjung Selor. 
3. Kepala Bagian Hukum Setda !(ab_ Bulungan di- Tanjung Selor. 
4_ Kepala Bagian Tai:a Pemeri1·1tahan Setda Kab_ Bulungan di- Tanjung Selor. 
5_ Masing-masmg yang . hersan~utan untuk diketahui dan dilaksanakan 

sebagaimana mestinya. 

S:alimm sesuai deng:an Aslinya 

REP~~ 
Hj. mDRfi'ATI. SH. M.Si 

Pembina Tk. I flV b 
Nip.l9640328 i 99503200 i 
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BUPATI BULUNGAN 
PROPJNSI KALIMANTAN UTARA 

KEPUTUSAN BUPATI BULUNGAN 

NOMOR 267/K-V/100/2014 

TENTAllG 

v 1100/ 2<(14 

PEMBEIITUKAN TIM MONITORING PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN 
JPELAYAN.~ ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN TAHUN 2014 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI BULUNGAN, 

: a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Pelayanan Adrninistrasi 
Terpadu Kecamatan di Kecamatan se Kabupaten Bulungan, 
maka dipandang perlu dibentuk Tim Monitoring Persiapan 
dan Pelaksanaan Pelayanan Adrninistrasi Terpadu 
Kecamatan Tahun 2014; 

b. bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya tersebut 
dalam Keputusan m1 karena tugas dan jabatannya 
dipandang sesuai dan mampu untuk melaksanakan tugas­
tugasnya; 

c. bahwa berdasarka.'l pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, periu menctapkan Keputusan 
Bupati temang Pembentukan Tim Monitoring Persiapan dan 
Pelaksanaan Pelayanan Adrninistrasi Terpadu Kecamatan 
Tahun 2014; 

- L Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik L""ldonesia Nomor 1820} sebagai 
Undang-Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72); 

2. Undang-Undang Nomor · 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah 
beberapa · kali diubah terakhir dcngan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang · Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahnn 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 ten tang 
Pembentuka.Il Prminsi Kalimantan Utar.a (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Talmn 2012 Nomor 229, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362}; 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20 i4 tentang Aparamr Sipil 
Negara {Lembaran Negara Republik !ndone-sia Tahun 20 l. 4 
Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republi..l.;. Indonesia 

Nomor 54941: 

J \ 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah. 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
KabupatenfKota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 
Kecamatan (lembaran Negara Republi.l{ Indonesia Tahun 
2008 Nomo:r 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 4826); 

8. Peraturan Pemerintah · Nomor 45 Tahun 2013 tentang 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
103, Tan1b:>..han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5423); -

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita 
Negara. Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31 0}; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 4 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu 
Kecamatan; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerinta..ltan yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran 
Daerah Kabupaten BuJungan Tahun 2008 Nomor 2); 

] 2. Peraturan Da.erah Kabupaten Buiungan Nomor l Tahun 
2011 ten tang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Talmn 2011 Nomor 
1); 

13.Pcratu:ran Bupati Bulungan Nomor 31 Tahun 2013 tentang 
Penddegasian Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Bupati Kepada Camat; 

14. Peraturan Bupati Buiungan Nomor 32 Tahun 2013 tentang 
Standar Pdayana."l Administrasi Terpadu Kecamatan 
Perizinan dan Non Perizinan di Kecarnatan se Kabupaten 
Bu!ungm1; 

15. Peratu:ran Bupati Bulungan Nomor 33 Tahun 2013 tentang 
Uraian Tugas Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu 
Kecamatan di Kabupaten Bulungan; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bu~ung<:>..n Nomor · 01 Tahun 
2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Be.ianja Daerah 
Tatum Angga:ran 2014 (Lembara~Yl Daerah Kabupaten 
Buh.mgan Tahtm 2014 Nmnm- 01);. 
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Lampiran VIII: KepBup Bulungan No.267/K­
V/100/ 2014 

! I 17. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 04 Tahun 2014 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2014 (Berita Daernh Kabupaten Buiungan Tahun 
2014 Nomor 04); 

Memperhatikan : L Keputusan Bupati Bulungan Nomor 34/K-I/400/2014 
tanggal 30 Januari 2014 ten tang Penetapan Standar Satuan 
Harga Dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah 
Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2014; 

Menetapkan 

KESATU 

2. Surnt Edanm Bupati Bulungan Nomor 180/02/HK-I/2013 
tanggal 7 Januari 2013 Perihal Usulan Pengajuan Keputusan 
Bupati Bulungan; 

3. Surat Edman Sekretaris Daerah Nomor 003.1/154/lli/Org­
II/2012, tangga129 Maret 2012 tentangTata Naskah Dinas; 

4. Surnt rlari Kepala Bagian Tata Pemerintahan Nomor 
l00/l32/Tapem-l/IVJ2014 tanggal 1 April 2014 Perihal 
Penerbitan Keputusan Bupati; 

Membentuk Tirn MonitoP.Jlg Persiapan dan Pelaksanaan 
Pelayanan Admin:istrasi Terpadu Kecamatan Tahun 2014, 
dengan susunan Ti.'ll sebagai berikut : 

L Pembin.a 

IL Penanggungjawab 

m. Ketua 

JV. Wakil Ket>.1a 

V. · Sekretaris 

VL Wakil Sekretaris 

VJL Anggota . 

l. Bupati Bulungan 

2. Wakil Bupati Bulungan 

Sekretaris Daerah Kab. Bulungan 

Asisten Bidang Pemerintahan Setda 
Kabupaten Bulungan 

Kepala Badan Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Kab. Bulungan 

Kepala Bagian Tata Pemerintahan 

Setda Kabupaten Bulungan 

Kepala Bagian Organisasi Setda 

Kabupaten Bulungan 

: l. Kepala . Bagian Huk-um Setda 
Kabupaten Bulungan 

2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan 
BPMPf Kabupaten Bulungan 

3. Kepala Bidang Teknis Amdal BLH 

Kabupaten Bulungan 
4. Kasubbag Adm. Pemerintahan 

Bagian Tata Pemerintahan Setda 
Kab. Buiungan 

5. Kasubbag Tata Laksana Bagian 

Organisasi Setda Kab. Bulungan 

3 

43685.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



,. 

I I 

KEDUA 

KET!GA 

KEEMPA.T 

KELIMA 

VIII. Sekretariat 

Lampiran Vill: KepBup Bulungan No.267/K­
V/I00/2014 

6. Kasubbag Perundang-Undangan 

Bagian Hu.l"'Ulll Setda Kab. 
Bulungan 

L Andi Kristanto 
NIP. 19761217 200012 l 003 

2. Ida Ayu Parlina, S.AP 

NIP. 19740810 200012 2 005 
3. Roni Paembonan. SJP 

NIP. 19860808 200502 l 001 
4. Abdurahman 

NIP. 19680215 200212 1 005 
5. Madi Nofiyanto 

NIP. 19801108 200502 l 005 

Tim sebaga.imana dimakstid dalam Diktum Kesatu Keputusan 
i.Tli bertugas melaksanakam monitoring dan evaluasi persiapan 
dan pelaksanaan Peiayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di 
Kecamatan se Kabupaten Bulungan Tahun 20 14; 

Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud 
dalam Diktum Kesatu wajib berpedom.an pada kete.ntuan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertangung 
jawab kepada Bupati Bulungan; 

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan 
ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2014 Nomor Rekening 
1.20.03.36.04 .5.2.1.0 1.01 

Keputusan Bupati ini mulai bedaku pada tanggru ditetapka..'"l. 

Ditetapkan di Tanjung Selor 
pada tanggal, 12 Mei 2014 

Salina.• sesuai dengan aslinya 
Kepa1a Ba ·an Hukum, 

BUPATl BULUNG.AN, 

ttd 

Tembusan : Keputusan ini: disampaikan kepada Yth : 

l. Ketua DPRD Kabupaten Bulungan di- Tanjung Selor 
2. Inspektur lnspektorat Kabupaten Bulungan di- Tanjung Selor 
3. Kepa.la Bagian Huh.-um Setda Kab. Bulungan di- Tanjung Seier 
4 _ l'>'lasi..Tlg-masing yang bersang..l;:utan untuk diketahui dan · dilaksanakan 

sebagaimana mestinya 

4 
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BUPATI BULUNGAN 
PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

KEPUTUSAN BUPATI BULUIIJGAN 
NOMOR 347/K.-V/100/2014 

TENTANG 

V/100/ 2014 

PENETAPAN KECAMATAN SEBAGAI PENYELENGGARA 
PELAYANAN ADMimSTRASI TERPADU KECAMATAN 

TAHAP KEDUA DI KABUPATEN BULUNGAN 

BUPATI BULUNGAB, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan 
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta 
memperhatikan kondisi geografis Daerah, perlu 
mengoptimalkan pernn Kecamatan sebagai perangkat 
daerah terdepan dalam memberikan peiayar...an publik; 

b. bahwa untuk percepatan pelaksa.Tiaa!l Pdayanan 
Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Bulungan, 
maka perlu menetapkan Kecamatan yang mem.enuhi 
persya:ratan sebagai penyelenggara Pelay8...TJ.an Administrasi 
Terpadu Kecamatan ; 

c. bahwa sesuai ketentufu-, dalam Pasai 13 Ayat (2) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tenta.Tlg 
Pedoman Pelayanan Administrasi Te.rpadu Kecam.atan, 
menyatakan bahwa Penetapan Kecamatan sebagai 
penyelenggara Pela)"aaTJ.an Admi.-,istrasi Terpadu Kecamatan 
dilakukan dengan Keputusan Bupati/Walikota; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan · sebagaimana dimaksud 
dalam humf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Keputusan Bupati tentang Penetapan Kecamatan Sebagai 
Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 

Tahap Kedua di Kabupaten Bulungan; 

Mengingat : L . Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darumt Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan {Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tarnbahan 
Lembamn Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 72); 

l W\ 
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Lampiran IX: KepBup Bulungan No.347/K­
V/100/2014 

2. Uildang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437}, sebagaimana telah diubah 
beberapa kali ternkhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tam.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahal1. Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang 
Pembentukan Provinsi Kalimantai< Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362} ; 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494}; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaa.""l dan Pengawasan Penydenggaraan 
Pemerinta.l1a.11 Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593}; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Umsan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Peme:rintah Daemh pP.;)pi..'<si dan · Pemeri.ntah Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambaha..t1 Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737}; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat DaeraJ1 (Lemba.ran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741}; 

10. Peraturan Pemen.ntah Nomor 19 Ta.'lun 2008 tentang 
Kecamata.r1 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesja Tahun 2008 Nomor 4826); 

2 \Jl;t 
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Lampiran IX: KepBup Bulungan No.347/K­
V/100/ 2014 

lL Petat1mm Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 

tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 13 Tahun 
2002 tentang Pembentukan Kecamatan Tanjung Palas Barat, 

Tanjung Palas Utara, Tanjung Palas Timur, Tanjung Selor, 
Tanjung Palas Tengah, Sesayap Hilir, Tana Lia dan 
Kecamatan Peso Hilir dalam Wilayah Kabupaten Bulungan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 13 Tahun 
2002 Seri E Nomor 2); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bulunga.""'l Tahun 2008 Nomor 2); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 04 Tahun 
2012 ten tang Organisasi da.Tl Tata Kelja Kecamatan dan 
Kelurahan dala.m Wilayah Kabupaten Bulungan {Lembaran 
Dae:rah Kabupaten Bulungan Tahun 2012 Nomor 04); 

15. Peratu:r-a.n Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 01 Tahun 
2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Btliungan Tahun 2014 Nomor 01); 

16. Peratu:ran Bupati Bulungan Nomor 11 Tahun 2013 tentang 

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Ketja Kecamatan dan 
Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Bulungan (Berita 
Daernh Kabupaten Bulungan TahUt1 2013 Nomor 11); 

17. Peratura..'"l Bupati Bulungan Nomor 31 Tahun 2013 tentang 
Pendelegasian Sebagian Urusan Pemerintahan yang :Menjadi 
Kewenangan Bupati Kepada Camat {Berita Daernh I(abupaten 
Bulungan Tahun 2013 Nomor 31}; 

18. Peraturan Bupati Bulu..ngan Nomor 32 Tahun 2013 tentang 

Standar Pelayanan Administrasi Terpadu . Kecamatan 
Perizinan dan Non Perizinan di Kecamatan se Kabupaten 
Bulungan {Berita Daerah Kabupaten Bu1ungan Tahun 2013 
Nomor 32); 

19. Peraturai1 Bupati Bulungan Nomor 33 Tahun 2013 tentang 
Uraian Tugas Pelaksana Pelayanan Administrasi Terpadu 
Kecamatan di Kabupaten Bulungan {Berita Daerah 

Kabupaten Bulungan Tahun 2013 Nomor 33}; 

20_ Peratlira.l."1 Bupati Bulungan Nomor 04 
Penjabaran Anggaran 2014 {Be rita 
Bulungan Tahun 2014 Nomor 04} 

Tahun 2014 ten tang 
Daerah Kabupaten 

3 Vvl 
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Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

Lampiran IX: KepBup Bulungan No.347/K­
V/100/ 2014 

MEMUTUSKAN : 

: Menetapkan Kecam.atan sebagai Penyelenggara Pelayanan 
Adrninistrasi Terpadu Kecamatan Tahap Kedua sebagai 
berikut: 

I. Kecamatan Peso 
II. Kecamatan Peso Hilir 
III. Kecamatan Tanjung Palas Barat 
IV. Kecamatan Sekatak 
V. Kecamatan Tanjung Palas Utara 
VI. Kecamatan Tanjung Palas Tengah 
VII.Kecamatan Tanjung Palas Timur 

: Kecamatan sebagaimana dimaksud daiam Diktum Kesatu 
dalam menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu 
Kecamatan wajib berpedoman pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

: Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya 
Keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapat~ dan 
Belanja Daerah Kabupaten Bulungan; 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala B ·an Hukum, 

Ditetapkan di Tanjung Selor 
pada tanggal, 28 Mei 2014 

BUPATI BULUNGAN, 

ttd 

BUDIMAN ARIFIN 

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 

1. Ketua DPRD Kabupaten Bulungan di- Tanjung Selor 
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bulungan di- Tanjung Selor 
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bulungan di- Tanjung Selor 
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk di.lcetahui dan dilaksanakan 

sebagaimana mestinya -

'v&,, 4 :v, 
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Lampiran X: KepBup Bulungan No.9~~­
IIIl 00/ 2015 

BUPATI BULUNGAN 
PROVINSI KAI..DIARTAH UTARA 

KEPU'1'USAB BUPATI BULUNGAN 

NOMOR 92/K-U/ 100/2015 

TEBTANG 

PEMBENTUKAli TIM P.EMBINA.rui DAlf PENGAWASAif 
PELAKSA..¥1.AAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU :KECAMATAN 

TAHm'i2015 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI BUUJNG.Ali, 

:a.. bahwa untuk kelancaran kegiatan Pelayanan Adm.inistrasi 
Terpadu Kecamatan di Kecamatan se Kabupaten Bulungan. 
maka ilipandang perlu dibentuk Tim Pembinaan dan 
Pengawasan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu 
Kecamatan Tahun 2015; 

b. bahwa m.ereka yang nama dan/atau jabatannya tersebut 
dalam Keputusan rm karena tugas dan jabatannya 
dipandang sesuai dan mampu untuk melaksanakan tugas­
tugasnya; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
daiam huiUf a dan hum:f b. perlu :menetapkan Keputusan 
Bupati tentang Pembentukan Tun Pembinaan dan 
Pengawasan Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu 
Kecamatan Tahun 20 15; 

L Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
.Negara Republik: Indonesia Tahun 1953 Nomor 9

7 
Tambahan 

Lembarnn Negarn Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang 
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara 
Republi.k Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362}; 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lemba.-an Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran .Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587}, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Petnerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembahan Atas Undang­
Undang Nomm· 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah.an Daerah 
{Lembaran Negara Republik Lr1donesia Tahun 2014 Nomor 
246, Tambahan Lembaran Negru·a Republik Indonesia Nomor 
5589}; 
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Lampiran X: KepBup Bulungan No.92/K­
II/100/2015 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dian Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

7. Peratur.m Pemerintab Nomor 19 Tahun 2008 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Repu.blik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 4826); 

8. Peraturan Pemer..ntah Nomor. 45 Tahun 2013 tentang 
Pelaksanaan Anggaran. Pendap.atan dan Belanja Negarn 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5423); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tabun 2006 
tentang Pedoman Pengelolalli1 Keuangan Daerab, 
sebagaimana di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Penlbahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310}; 

lO.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pelayanan Adrrrinistrasi Terpadu 
Kecamatan; 

1 L Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewen.angan Pemerintah Kabupaten Bulungan {Lembaran 
Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2}; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 
2011 tentang Pokok-pokok Pengeiolaan Keuangan Daerah 
{Lembaran Daerah Kabupaten Bu1ungan Tahun 2011 
Nomoi 1); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 16 Tahun 
2014 ten tang An~aaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bulungan Tahun 2014 Nomor 16]t; 

l4.Peraturan Bupati Bulungan Nomor 31 Tahun 2013 tentang 
Pendelegasian Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Bupati Kepada Camat; 

15. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 32 Tahun 2013 tentang 
Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 
Perizinan dan Non Perizinan di Kecamatan se Kabupaten 
Buiungan; 

16. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 33 Tahun 2013 tentang 
Uraian Tugas Pelaksana Pe!ayanan Administrasi Terpadu 
Keuunatan di Kabupaten Buiungan; 

2 

43685.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Lampiran X: KepBup Bulungan No.92/K­
Il/100/ 2015 

17.Peraturan Bupati Bulungan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2015 (Berita Daerah F..abupaten BuluDt,oan Tahun 
2014 Nomor 31); 

Memperhatikan: L Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 003.1/154/ID/Org­
ll/2012. tanggal29 Maret 2012 tentang Tata .Naskah Dinas; 

Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

: Membentuk. Tlin Monitoring Persiapan dan Pelaksanaan 
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Tahun 2015, 
dengan susunan Tim sebagai berik-ut : 

L Pembina 1. Bupati Bulungan 

2. Wakil Bupati Bulungan 

II. Penanggungjawab : Sekretaris Daera.'l Kab. Bulungan 

UL Ketua : . .\sisten Bi.dang Pemerintahan Setda 

IV. Sekretaris 

V. Anggota 

\'1. Sekretariat 

Kabupaten Bulungan 

: Kepala Bagian Tata Pemerintahan 

Serda Kabupaten Bulungan 

: 1. Kepala Bagian Hukum Setda 
Kabupaten Bulungan 

2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan 
BPMPT Kabupaten Bulungan 

3. Kepala Bidang Teknis Amdal BLH 
Kabupaten Bulungan 

4. Kasubbag Adm. Pemerintahan 

Bagian Tata Pemerintahan Setda 
Kab. Bulungan 

5. Kasubbag Tata Laksana Bagian 
Organisasi Setda Kab. Bu!ungan 

6. Kasubbag Perundang-Undangan 
Bagian Hukum Setda Kab. 
Bulungan 

1. Abdurrahman 

2. Saipul 

3. Madi Nofiya.'l.to 

: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan 
ini bertugas melaksanakan Diseminasi, Peningkatan Kapasitas, 
MoP.itoring dan Evaluasi persiapa.Tl dan pelaksanaan Pelayanan 
Administrasi Terpadu Kecamatan se Kabupaten Bulungan 
Tabun 2015; 

Dalam melaksanakan tugasnya Tiim sebagaimana dimaksud 
dalam Diktum Kesatu wajib be1-pedoman pada ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan yang ber!ah"U dan bertangung 
jawab kepada Bupati Bulungan; 
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Menetapkan 
PERTAMA 

KEDUA 

MEMUTUSKAN 

Lampiran XI: KepCam Tanjung Palas Timur 
No.I2 Tahun 2017 

Mengangkat Pejabat Penyelenggaraan/pelkasana Pelayanan Adminiirasi terpadu 
Kecamatan (PATEN) f<ecamatan Tanjung Palas Timur Petugas Pefaksana sebagai 
berikut: 

NO! NAMA/NIP/GOLONGAN I JABATAN PADA I JABATAN DALAM / 
1---:- ______________ ! INSTA~c·.c::s_:!_ ----+j--_P_A..:...T......cE.:.c..N __ ___cl 

1
1 

MANSUR ISMAfL. S.STP I~CAMAT 3 ----·--+-, =pE=N-:-:A-:cN:-:::G-::::~-:-:U-:-oN=G-___,1 
NIP. 197506161997031 0=-=0:..::5_-1---------·-·-+-J __ A_VV_A_B_ 

2 I ASRORI, S.IP SEKREtARIS CAMAT KOORDINATOR I j NiP. 19680103 199303 1 004 i 
~3-~i~H7A~7I=R~IL-A~F~A~R~I7H~.~S~.S~o-s----~1~f<A~~S~I~P~E~LA~v~.A7N~A7f~~---+-K-E-T-UA __ T_IN_l_P_A_T_E __ N 1 

NIP 1985"1206 201001 1 007 UMUM 

4 
MUHAMMAD NASIR, SE J KASUBBAG UMUM & KOORD!NATOR 
NIP 19730910 200312 1 007 I KEPEGAWAIAN . KETATAUSAHAAN 

! 
M ASPIAN NUR SE -~ KASUBBAG PROGRAM KOORDINATOR 

5 I NiP.197507 1819 199603 "\ 005 I & KEUANGAN KEUANGAN r:-1 MUHITURRUSYDA,SE i PETUGAS I I() : NiP.19670608 200801 "I 015 KASI PEMERINTAHAN INFO~MASI --

! 7 I NIP 19621231 199310 1 003 ~ I . .II ' ________ ,_LA~:0NGAI\J 
I! 1 ABDUL RAUF, S.Sos , .. e: E''l: e:n 'I·{FS...., I PETUGAS 
l S \ I'JIP 19830414 2002·12. 1 003 \ ~• . ..Jv~-~-= KA I LAPANGAN 
[ ' I KARMAN ! -. PETUGAS 
I 

9 N!P. 19780828 2007011 024 l SfAF l..APANGAN 
1 

I HJ. MARDIANA, A.Md /r-:;~------- --- PETUGAS ---~ 
NIP. 19750409 200801 2 020 1 ~.A!- OPERATOR I I HJ. SRI Mt:GAWATI ---~1 ~:.- ---------···--- PETUGAS _J L1 
NIP 19841224 200701 2 002 S1. .~ OPERATOR 

I1~MULYADI ~ T -··-----1 PETUGAS i 

I 
12 l NIP. 19830214 201001 1 001 I s .AF ·------· PEMEGANG KAS J! 

) TRY RUBIANTO, S.Pd i _ _ '" 
1 ~3 I NIP. 19900819 201503 1 001 ! s I AF __________ __':JE I U~.:>A~=OK~ 

Tugas dan tanggung jawab pejaba! penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu 
Kecamatan (PATEN) Kecamatan Tanjung Palas Timur. 

1. Camat, Penanggung Jawab mempunyai tugas sebagai Berikut : 
a Memirnpin, mengkoordinasikan, dan mengendaiikan penyeienggaraan PATEN 
b. Menyiapkan rencana anggaran dan biaya 
c. Mempertanggung jawabkan kinerja PATEN kepada Bupati Bulungan melelui 

Sekretaris Daerah ~(abupaten Bulungan 
2. Sekretaris Camat, mernpunyai tugas sebagai Berikut : 

a. Me!akukan penatausahaan administrasi PATEN 
b. Penanggung jawab kesekretariatanl Ketatausahaan penyelenggara PATEN 
c. Bertanggung Jawab kepada Camat 

· 3. Koordinator mempunyai tugas sebagai berikut 
a. Mengkoordinasikan Seiuwh kegiatan PATEN kepada atasan dan bawahan 

4. Koorciinator Ketatausahan mempunyai tugas sebagai berikut : 
a. fv'iengkoordinasikan se!uruh kegiatan yang ber!\aitan dangan Ketatausahan 

dengan atasan dan bawahan 
5. Petugas fnformasi, mempunyai tugas sebagai Berikut : 

a. Menyapa warga dan memberikan informasi i(epada warga masyarakat 
b. Meminta warga mengisi buku tarnu 
c. Mengarahkan wargz, r•·a~yarakat yang akan mengurus surat di persilahkan 

kefokeU meja pendafi:aran 
d. Melayani dan atau mengarahkan warga masyarak3t yang akan berternu Camat, 

Sekretaris Carnat. Kasi dan atau Pega\'.'ai lainnya untuk konsultasi f\husus, rnaka 
di antarkan di ruanfJ/meja yang bersangkutan dan apabila yang bersangkutan 
tidak ada di tempaVsibuk dipersilahkan memmggu di ruang tunggu 

e. Membawa surat yang teiah C:iproses di iof;et/meja pelayanan untuk diparaf oieh 
kepala Seksi clan Sekretaris Camat serta membawa ke camat untuk di tanda 
tangani dan seielah seru.Ja selesai di kernbaiikan i\e !ol<etfmeja pelayanan 

f. Memperbaharui serr,ua i:;formasi pacia papan !nforrnasi 

.. 
' T 

r 
j 
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6. Petugas Loke!l Penerima berkas, mempunyai tugas sebagai Berikut : 
a. Menyapa warga dan memeriksa berkas persyaratan pelayanan yang akan 

diajukan warga masyarakat 
b. Memberikan penjelasan kepada warga masyarakat apabila ada berkas ada yang 

belum lengkap 
c. Menyerahl<an hasil pengurusan ke warga masyarakat apabila telah selesai 
d. Mengagendakan surat masuk dan kelauar 
e. Menyusun berkas surat masuk dan keluar pada meja/loket pelayanan 
f. Bertanggung_lawab terhadap arsip PATEN 

7. Petugas Operator Komputer mempunyai tugas sebagai Berikut: 
a. Memasukkan (melakukan input) data warga masyarakat pengguna pelayanan 

dan jenis pelayanan yang di mohon 
b. Mencetak surat yang di mohonl<an oleh warga masyarakat 
c. Mengumpuikan data-data yang diperlukan dalam data base Kecamatan 
d. Memasukkan data-data yang diperlukan dalam format data base PATEN 
e. Memperbaharui perkembangan data Kecamatan dan pefayanan Pubfik 
f. Megamankan data yang sudah terkumpul (Backup) Data Base kedafam media 

penyimpanan atau cornpuier lainnya secara berkala 
8. Petugas Pemegang Kas mempunyai tugas sebagai Berikut : 

a. Sebagai kasir di loketimeja pelayanan 
b. Menerima tariff pelyanan yang memberikan tanda terima pembayaran kepada 

warga masyrakat penerima pelayanan 
c. Membukukan setiap uang yang masuk dan keluar dari loketimeja pelayanan 
d: Menyusun laporan keuangan secara berkala 

9. Petugas lapangan mempunyai tugas sebagai Berikut: 
a. Melakukan pengecekan lapangan sesuai dengan berkas persyaratan yang 

diajukan warga masyarakat 
b. Membuat faporan ilasi! pengecekan lapangar. 

: Dalam melal\sanakan tugasnya Pejabat penye!enggara PATEN wajib berpedoman pada 
ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab Kepada 
Camat Tanjung Palas Tirnur. 

Segaia biaya yang dikeluarkan akibat diterbitf\annya keputusan ini dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Kabupaten Bulungan Kantor Kecarnatan 
Tanjung Palas Timur Tahun Anggaran 2017 dengan kode rekening 
4.01.10.45.03.5.2.1.01.0'i-

: Keputusan ini mu!ai berlaku surut sejak Tanggal 07 Januari 2017 dan ak.an diperbaiki jika 
ada kekeliruan dalam penetapnnya. 

Diietapkan di : Tanah Kuning 
Pada Tanggal : 07 Februari 201"1 

- ~-··. 
CAMAT, 

Pembina !Via 
NIP 197:30616 199703 'i 005 

Jerr!.Q!!§!:.\ disampaikan Kepada Yth : 
·1. f3upatl Bulungan di Taniung Se/or. 
2. inspektur fnspek!oral Kabupaten Bulungar. di Tarljung Selor 
3. !<epala Bagian Taia Pemerintahan Kabupaten Bulungan di Tanjung Se/or 
4. 1'\epala Bag ian Hukum Tanjung Selor di Tanjung Selor 
5. IV!asing-masing yang bersangkutan 
6. Arsip 
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Lampiran XI: KepCam Tanjung Palas Timur 
No.12 Tahun 2017 

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN 
KECAMATAN TANJUNG PALAS TIMUR 

Jalan H. Dg. Pattawari RT.03 RW.01, Desa Tanah Kuning 

KEPUTUSAN CAMAT TANJUNG PALAS TIMUR 
NOMOR: 12 TAHUN 2017 

TEt-JTANG 

PENGANGKATAN PETUGAS PELAKSANA PELAYANAN ADMINITRASI TERPADU 
KECAMATAN (PATEN) TAHUN 2017 

Menimbang 

Mengingat 

a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu 
Kecamatan (PATEN) perlu adanya uraian tugas sebagai pedoman untuk 
melal(sanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan 
Tanjung Palas Timur; 

b. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 31 Tahun 2013 
tanggal26 Nopember 2013 tentang pende!egasian sebagian urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Bupati Kepada Camat; 

c. Bahwa mereka yang nama dan I Atau jabatannya tersebut dalam Keputusan ini di 
pandang cakap dan marnpu untuk melaksanakan tugas-tugasnya; 

d Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, 
dan c, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang susunan petugas Pelayanan 
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) l<ecarnatan Tanjung Palas Tirnur 
Tahun 2017: 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang 
Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Rl Tahun 1953 Nomor 09, tambahan lembaran 
Negara Rl Nomor 1820) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Repubfik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72}; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok -polwk Kepegawaian 
(lembaranNegara Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara ~-Jomor 

3041) sebagaimana telah diubah dengan Unciang-undang Nomor 9, Tamba!1an 
Lembaran Negara 30 -<'ii Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 43 Tahun 1999 Tentang perubahan atas Unc!ang-undang Nomor 8 Tahun 
1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Nomor 169 Tahun 
1999, Tambahan Lembaran Negara Nornor 3890); 

3. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tanggal "15 Januari 20·10 
Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); 

4. _ Peraturan Bupati Bulungan Nomor 31 Tahun 2013 Tanggal 26 Nopember Tahun 
2013 Tentang Pendelegasian sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Bupati kepada Camat; 

5 Peraturan Bupati Bulungan Nomor 33 Tahun 20i0 Tanggal 26 Nopember Tahun 
· 20"13 uraian tugas pelaksanan Administrasi Terpadu Kecarna!an di Kabupaten 
Bulungan; 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Buiungan Nornor 1 Tahun 2014 Tentang /-\nggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20i4; 

7 Peraturan Bupati Buiungan Nomor 4 Tahun 20~4 Tentang Per.jabaran 1\ngga:an 
Pendapatan dan Belanja Daerah Taflun Anggaran 2014; 

8 Keputusan Bupati Bulungan Ncmo1· 496/K-XII/100/20'!3 Tanggal 'iO Desembe< 
20'13 Tentang Penetapan Kecarnatan sebagai penyelenggar2 Peiayanan 
Administrasi Terpadu Kecarnatan Tahap Pertama I KabupCJ_ten Buiung2n; 
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Lampiran XII: Dokumentasi Penelitian 

DOKUMENTASI PELAKSANAAN PENELITIAN 

NO FOTO DOKUMENTASI 

1. 

KETERANGAN 

Wawancara dengan 
Sekretaris Camat 
Tanjung Palas 
Timur Kabupaten 
Bulungan 
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3. 

Lampiran XII: Dokumentasi Penelitian 

Wawancara dengan 
salah seorang staf 
petugas PATEN di 
Kantor Camat 
Tanjung Palas 
Timur Kabupaten 
Bulungan 

Kondisi ruangan 
pelayanan PATEN 
di Kecamatan 
Tanjung Palas 
Timur 
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4. 

4. 

Lampiran XII: Dokumentasi Penelitian 

Ruang tunggu 
pelayanan PATEN 

Suasana pelayanan 
PATEN (Petugas 
Paten memberikan 
Pelayan kepada 
warga) 
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5. 

Lampiran XII: Dokumentasi Penelitian 

Foto bersama 
dengan Sekcam 
Tanjung Palas 
Timur beserta staf 
selepas wawancara 
Wawancara dengan 
salah seorang warga 
pengguna layanan 
PATEN di Desa 
Wono Mulyo 
Kecamatan Tanjung 
Palas Timur 
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Lampiran XII: Dokumentasi Penelitian 

Silaturahmi dan 
wawancara dengan 
masyarakat 
pengguna layanan 
PATEN di Desa 
Mangkupadi 
Kecamatan Tanjung 
Palas Timur 
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Wawancara dengan 
salah seorang warga 
pengguna layanan · 
PATEN di Desa · 
Wono Mulyo 
Kecamatan Tanjung 
Palas Timur 

----------------------~--------------~ 
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8. Wawancara dengan 
salah seorang warga 
pengguna layanan 
PATEN di Desa 
Wono Mulyo 
Kecamatan Tanjung 
Palas Timur 
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Wawancara dengan 
Kasubbag 
Administrasi 
Pemerintahan 
Setkab. Bulungan 

/ 
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